


Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kagta Besar dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

Pemerintahan Daerah (Lembaran
Indonesia Tahun 2014 Nomor

Lembaran Negara Republik Indon

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Negara Republik
244, Tambahan
esia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 te

ntang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6

B56);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi T

MEMUTUSKAN:

ahun 2010-2025;

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 35.1
TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUI

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota

N 2021-2026.

Surakarta Nomor

35.1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 (Berita

Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 ]

sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah, melipt
a. Bab Il pada Tabel 2.1 Trend Pe

Reformasi Birokrasi Tahun 202

Nomor 57) diubah

1ti
ncapaian Indikator
0-2022;

b.BablIl. ..




b. Bab Il pada Tabel 2.2 Target Pencapaian Indikator
Reformasi Birokrasi s.d Tahun 2026;
c. Bab Il pada Tabel 3.2 Identifikasi Prioritas

Kegiatan Utama Reformasi

Pemerintah Kota Surakarta,;

Birokrasi General

d. Bab Il pada Tabel 3.3 Target Kegiatan Utama

Reformasi

Surakarta;

Birokrasi General

Pemerintah Kota

e. Bab III pada Tabel 3.4. Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi General Tahun 2023—5?026;
f. Bab IIl pada Tabel 3.6. Rencana Aksi Reformasi

Birokrasi General Tahun 2024,

g. Bab Il pada Tabel 3.7. Rencana Aksi Reformasi

Birokrasi General Tahun 2025;
h. Bab Il pada Tabel 3.8. Renca
Birokrasi General Tahun 2026;

ha Aksi Reformasi

i. Bab Il pada Tabel 3.11 Rencana Aksi Reformasi

Birokrasi

Surakarta;
j. Bab Il pada Tabel 3.12 Rencana Aksi Reformasi

Birokrasi Digitalisasi Pemerintaghan-Stunting Kota

Surakarta.

Penanggulangan

Kemiskinan Kota

2. Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud pada

angka 1 tercantum dalam Lampira

bagian tidak terpisahkan dari Perati

Peraturan Wali

diundangkan.

Kota

Pasal 11

ini

mulai berls

n yang merupakan

nran Wali Kota ini

iku pada tanggal

Agar . ..







LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 39 TAHUN | 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 35.1
TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2021-2026




Tabel 2.1 Trend Pencapaian Indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2023

Indikator

Satuan

Skala

Realisasi

2020

2021

2022

2023

Sumber Data

Indeks RB

Indeks

0-100

68,36

68,9

70,78

74,70

Kemen PANRB

Indeks Persepsi
Anti Korupsi
(IPAK)

Indeks

0-100

n/a

87,14

86,64

86,64*

SPI eksternal
oleh KPK

Nilai
Pembangunan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi

Nilai

7,44

8,39

8,28

Diskominfo SP
Kota Surakarta

Maturitas
Kelembagaan

Skor

0-55

37,14

41,8

45

50,63

Prov. Jawa
Tengah

Kinerja
Percepatan
Pelaksanaan
Berusaha (PPB)

Nilai

0-100

48

98,5

Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal

Penurunan
Angka
Kemiskinan

Angka

0-100

9,03

9,4

8,84

8,44

BPS

Peningkatan
Realisasi
Investasi

%

0-100

47,3

31,75

260,03

1,49

DPMPTSP

Pengendalian
Tingkat Inflasi

Nilai

0-100

1,38

2,58

7,03

3,20

BPS

Kualitas
Pengelolaan
Pengadaan
Barang dan
Jasa

Skor

0-100

48,20

60,3

68,32

LKPP

10.

Persentase
Penyederhanaan
Struktur
Birokrasi

%

0-100

97,69

97,69**

97,69**

Kemen PANRB

11.

Tingkat Capaian
Sistem Kerja
untuk
Penyederhanaan
Birokrasi

Skor

0-5

n/a

Kemen PANRB

12.

Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE)

Indeks

1-5

3,54

2,75

3,73

3,74

Kemen PANRB

13.

Nilai SAKIP

Skor

0-100

69

69,26

70,34

70,81

Kemen PANRB

14.

Tingkat
Keberhasilan
Pembangunan
Zona Integritas
(41)

Skor

0-3,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Kemen PANRB

15.

Tingkat
Maturitas SPIP

Skor

0-5

3,267

BPKP

16.

Tingkat Tindak
Lanjut
Pengaduan
Masyarakat
(LAPOR) vang

Skor

1-5

n/a

Kemen PANRB




No

Indikator

Satuan

Skala

Realisasi

2020

2021

2022

2023

Sumber Data

Sudah
Diselesaikan

17.

Survei Penilaian
Integritas (SPi)

Nilai

0-100

n/a

84,52

81,99

83,75

Komisi
Pemberantasan
Korupsi

18.

Indeks Kualitas
Kebijakan

Indeks

0-100

83,15

83,15**

35,55

LAN Rl

19.

Indeks
Reformasi
Hukum

Skor

0-100

n/a

54,95

77,81

Kemenkumham

20.

Tingkat
Digitalisasi
Arsip

Skor

0-100

85,71

ANRI

21.

Tingkat
Kematangan
Penyelenggaraa
n Statistik
Sektoral

Skor

1-5

n/a

2,28

2,15

BPS

22,

Indeks Tata
Kelola
Pengadaan

Skor

0-100

48,20

60,30

68,32

LKPP

23.

Opini BPK

Opini

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

BPKP

24.

Indeks Sistem
Merit

Skor

0-400

253,5

253,5

267

308,5

KASN

25.

Indeks
Pelayanan
Publik

Skor

0-5

4,34

4,59

4,66

4,52

Kemen PANRB

26.

Indeks
BerAKHLAK

Indeks

0-100

n/a

n/a

63,5

62,3

Kemen PANRB

27.

Tingkat
Kepatuhan
Standar
Pelayanan
Publik

Skor

0-100

nj/a

59,85

94,64

96,91

ORI

28.

Nilai SKM

Nilai

0-100

83,88

85,55

87,45

89,11

Kemen PANRB

* nilai tahun 2022
**nilai tahun 2021
Sumber: Hasil Evaluasi Tahun 2023







Target

Baseline Capaian (%)
No Indikator Satuan Skala
2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2026 | SumberData

9. | Nilai SAKIP Skor 0-100 70,34 80 85 90 95 85,00 | 95,00 | ‘emenPANRB
Tingkat Keberhasilan

10. | Pembangunan Zona Skor 0-3,5 1,5 0,75 0,75 0,75 1,5 21,43 42 86 Kemen PANRB
Integritas (ZI)

11. | Tingkat Maturitas SPIP Skor 0-5 3,008 2,8 3 3,2 3,4 60,00 68,00 BPKP
Tingkat Tindak Lanjut
Pengaduan Masyarakat )

12. (LAPOR) yang Sudah SKor 1-5 n/a S S 5 5 100,00 | 100,00 | Kemen PANRB
Diselesaikan

13. ;Ss‘g‘)’el Penilaian Integritas Nilai 0-100 81,99 8375 | 83,0 | 84,00 | 84,20 | 83,90 | 84,20 KPK

14. | Indeks Kualitas Kebijakan Indeks 0-100 83,15* 55 60 65 70 60,00 70,00 LAN RI

15. | Indeks Reformasi Hukum Skor 0-100 55,95 60 70 80 85 70,00 85,00 | Kemenkumham

16. | Tingkat Digitalisasi Arsip Skor 0-100 n/a 81,73 86,5 87,50 90,00 86,50 90,00 ANRI
Tingkat Kematangan

17. | Penyelenggaraan Statistik Skor 1-5 2,28 2,15 2,5 2,70 3,00 50,00 60,00 BPS
Sektoral
Indeks Tata Kelola

18. Pengadaan Barang dan Jasa Skor 0-100 60,30 65 67,5 70 75 67,50 75,00 LKPP

19, | Opini Laporan Keuangan Opini WTP WTP WTP | WTP | WTP | WTP 100 100 BPK

Pemerintah Daerah




Target

. Baseline Capaian (%)
No Indikator Satuan Skala
2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2026 | SUmberData
Tingkat tindak lanjut
20. | rekomendasi Hasil % 0-100 98,87 95 96 97,00 97,50 96,00 97,50 BPK
Pemeriksaan BPK
Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional
21. | Sistem Merit Skor 0-400 267 304 324 325 327 81,00 81,75 Komisi ASN
22. | Indeks BerAKHLAK Indeks 0-100 63,5 65 67 69 71 67,00 71,00 Kemen PANRB
Indeks Persepsi Kualitas
23. Pelayanan Publik Indeks 0-5 4,66 4,66 4,68 | 4,70 4,72 93,60 94,40 Kemen PANRB
Kepatuhan Terhadap
24| standar Pelayanan Publik Skor 0-100 94,64 94,64 | 94,66 | 94,68 | 94,70 94,66 94,70 ORI
Bagian
25. | Nilai SKM Nilai 0-100 87,45 85,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 87,00 | 89,00 Organisasi
’ Setda Kota
Surakarta

*data terakhir tahun 2021

Sumber: Hasil Evaluasi Tahun 2023




Tabel 3.2 Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama Refgrmasi Birokrasi

General Pemerintah Kota Surakarta

Mandat Tingkat Skala
RB Keparahan Waktu i
Kegiatan Utama . . Prioritas
General (implementasi | (Mgndesak) (Total Skor)
Nasional rendah)
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kdlaboratif, dan Akuntabel
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru
dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai 10 10 10 30
ASN
Pengelolaan Tata Kelola
Kebijakan Publik 10 10 10 30
Pelaksanaan Data Statistik
Sektoral 10 0 9 28
Pelaksanaan Pembentukan
Peraturan Perundangan- 10 7 10 27
undangan
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang 10 6 8 24
terintegrasi
Penyederhanaan Birokrasi
(Penyederhanaan Struktur
Orgnaisasi}/transofrmasi 10 3 10 23
organisasi berbasis kinerja dan
agile
Pe@bmgunm Zona Integritas di 10 5 5 20
unit kerja
Pengua.tan Upaya Pencegahan 10 3 5 18
Korupsi
Penguatan Pengadaan Barang
1 5 18
dan Jasa Pemerintah o 3
Pela_ksanaan Arsitektur SPBE 10 5 4 16
Nasional
Pc?la}ksanaan Pelayanan Publik 10 5 4 16
Digital
Penguatan implementasi Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah 10 3 3 16
(SPIP)
Penguatan Pengelolaan 10 3 3 16
Pengaduan Masyarakat
Pelaksanaan Arsip Digital 10 3 3 16
Penguatan Pengelolaan Keuangan 10 1 1 12
dan Aset
S§S.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional
Penguatan Manajemen Talenta 10 10 10 30
ASN
Pe}aksanaan Pelayanan Publik 10 10 10 30
Prima
Penguatan Sistem Merit 10 3 7 20




M:;:Bdat K’:lzil:;zn Waktu Skala
Kegiatan Utama P . Prioritas
General (implementasi | {Mendesak) (Total Skor)
Nasional rendah)
Penataan Jabatan Fungsional 10 ) 6 21
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN 10 ) 6 21
Pelaksanaan Core Values ASN 10 2 5 17

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023




Tabel 3.3 Indikator dan Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kota Surakarta

. Indikator Kegiatan . Target
Kegiatan Utama Utama Satuan Baseline 2022 2023 I 2024 —{ 2025 I 2096
Sasaran 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel
Penyederhanaan Birokrasi Persentase
(Penyederhanaan Struktur Penyederhanaan Struktur o
Orgnaisasi)/transofrmasi organisasi | Birokrasi Yo 97,69 100 100 100 100
berbasis kinerja dan agile
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Tingkat Capaian Sistem
Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN Kerja untuk
Penyederhanaan Skor 1 3 4 5 5
Birokrasi
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Indeks Sistem
Nasional Pemerintahan Berbasis Indeks 3,73 3.6 3.7 3.8 4
Elektronik (SPBE) ’ ’
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Nilai SAKIP
Kinerja Instansi Pemerintah yang Skor 70.34 80 85 90 95
terintegrasi ’
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital | Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis Thdeks 3773 356 377
Elektronik (SPBE) ’ ’ ’ 3.8 4
Pembangunan Zona Integritas di unit | Tingkat Keberhasilan
kerja Pembangunan Zona Skor 1,5 0,75 0,75 0,75 1,5

Integritas {Z}j




. Indikator Kegiatan . Target
Kegiatan Utama Sat B 0
gi Utama atuan aseline 2022 5023 2024 2025 2026

Penguatan implementasi Sistem T Tingkat Maturitas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Pengendalian Intern

(SPIP) Pemerintah (SPIP) Skor 3,008 2,8 3 3,2 3,4
Tingkat Tindak Lanjut

Penguatan Pengelolaan Pengaduan Pengaduan Masyarakat

Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Skor 0 S S S S
Diselesaikan

Penguatan Upaya Pencegahan Survei Penilaian Integritas oo

Korupsi (SPI) Nilai 81,99 83,75 83,9 84 84,2

gfl?)%i"laan Tata Kelola Kebijakan Indeks Kualitas Kebijakan Indeks 83,15 55 60 65 70

Pelaksanaan Pembentukan Peraturan .

Perundangan-undangan Indeks Reformasi Hukum Skor 55,95 60 70 80 85

Pelaksanaan Arsip Digital Tingkat Digitalisasi Arsip Skor 0 81,73 86,5 87,5 90
Tingkat Kematangan

Pelaksanaanr DataStatistik-Sektoral—Penyelenggaraan Statistik Skor 2,28 2,15 2,5 2.7 3
Sektoral
Indeks Tata Kelola

Penguatan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah Egggadaan Barang dan Skor 60,3 65 70 72,75 75
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. Indikator Kegiatan . Target
t S
Keglatan Utama Utama atuan Baseline 2022 5023 2024 2025 | 2026
Opini Laporan Keuangan .
Pemerintah Daerah Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Tingkat tindak lanjut
rekomendasi Hasil % 98,87 95 96 97 97,5
Pemeriksaan BPK
Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional
1. Penataan Jabatan Fungsional 2.
Penguatan Manajemen Talenta ASN 3. . ,
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN 4. Sistem Merit Skor 267 304,0 324 325 327
Penguatan Sistem Merit
Pelaksanaan Core Values ASN Indeks BerAKHIAK Indeks 63,5 65,0 67 69 71
Indeks Pelayanan Publik Indeks 4,66 4,66 4,68 4,7 4,72
- - Kepatuhan Terhadap
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima Standar Pelayanan Publik Skor 94,64 94 .6 94,66 94,68 94,7
Nilai SKM Nilai 87,45 85,0 87 88 89

*) perhitungan mandiri
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023
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Tabel 3.4. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2024-2026

T
TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 1 T OUTPUT UTAMA | RENCANA AKSI JML —v:'iVlL JML B
KOORD PELAKSANA
2024 f 2025 [ 2026 SATUAN INDIKATOR 2024 ANGGARAN 2025 f ANGGARAN l 2026 ANGGARAN
88.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel
Tersedianya kebijakan
penyederhansan birokrasi : an kebiiak: Juwlah Perwali
{(Penyederizmaan Strakung Penyusnnan kebijakan Peraturan Walikota i agic
Orpnnisusi i} . Pemhentukan, Kedudukan, - Pembe ki Bag!{m . Aagian
Penvederhanaan 18"“.”‘“.')/l"““!”“‘.“bl Susuuan Organisasi, Dokumen tenting Pew x fituka, 0 RpO 1 Rp200.000.000 0 RpO Organisasi Organisasi
N . otrganisasi berbusis kineija N Reduditkan, Susutian Setda Setda
Birokrasi : Tugas dan Fungsi Serta Lo b D
N Perscutase dan agile pada Sl Organisasi, Tugas dan
(Penvederhanaan ) h Tata Kerja N AP S
Peavede thanaan kementerian/ lembagaf pemcer Fungsi Serta Tata Kegja
Stuktur Sprl 100 100 100 ;
3 R ; N . Struktun intah dacral
Organisasi)/ transformasi Birokssi - - -
organisasi berbasis trokrst Terlaksananya wonitoring Penilaian Maturitas Penilaian Maturitas
kinerja dan agile dan evaluasi implemeutas, Kelembagaan pada Kelembagaan pada Bagian Selumh
itk . cele rhe By Des g .. 2T H : :
kebijakan penyederhiugan Perangkat Daciah di Pokumen | Perasigkat Ducrali di 1 Rp150.000.000 1 Rp150.000.000 1 Rp1350.000 000 | Organisasi Perangkat
birokrusi pada . . Lingkungun Setl Daerah
b Lingkungan Pemerintah N X , senda ¢
kewenterian/ lewmbagaf pemer Fota Surakarta Pemerintady Kota
intah dacral ot ) Sunkarta
sedianya kebijukan sistem .
crja berbasis fungsional dan Penvusinan kebijakan Jumlah peuctapiur SK . Sclurth
kinegja (nansformasi squil Si;t’ru; I(f‘; i y Dokumen Retua Tun kerja 1 RpO 1 Rpo 1 RpO BRPSDM Perangkat
model) pucka Instausi o ) Perangkat Dacral Dacrah
Pemerintah
Tersedianya sistew inforinasi
yaug mendukung kebijakan Penyusunan alur Jumlah dokumen atuy . .
sistem kerja barn dengon pembentukan POKJA atau Dokumen | pemebentukan POKJA 1 RpO 0 RpO 0 RpO BRPSDM BRPSDM
model fleksibel bagi pegawai Tim kerja atan Tim Kenja
ASN
Pelaksanaan Sistem l{l?gkill'{‘f{!illllll] T(;lf:fh:];l)‘u lf}'lu};]l};::n- m(-),d;‘l Do tanen Menmicine l‘x‘::(inl;n}w‘ A:N vaug
Ketja Baru dengan Sistem Kerja - - Jabatan fungsional baru (job cncrapan Manajemen Persen sudal dipetakan 80 RpO 85 Rpo 90 Rpo BKPSDM BKPSDM
X . untuk 4 3 S Jamily based on competence Talcnta ASN berdasarkan kinerja
model fleksibel bagi g . ]
5 3 - Penvederhanaan domain) dan kowmpetensi
Peguwat ASN P ‘% : = - :
Birokrasi Tersedinnya kebijakan terkait . . . Jumlah kegiatan Perangkat
sistem kerja b dengan Evaluasi lwplementasi terkait cvaluasi (P ¢
i Ja b DR . Jadwal Kerja Kliusus kegiatan Lo e 1 Rp2.400.000 0 RpO 0 RpO BRKPSDM Daegah
mordel fleksibel bagi pegawai (Shift) ) implementasi jadwal Tertantu
ASN : kerjn khusus/shift
Terlaksanauya monitoring
dan evaluasi implementasi Jumlah kegintan . .
kehijakan sistem kerja pas Moty b fek tivitas Ty ;nmn;m'in:g:ml I'H\PSD.M BI\PSDM dan
penyvederhanaan bitokrast . Kegiatan o o M o Rpo —+ Rpo 1 RpQ dan Bagiay Bagian
dan sistem kerja baru Kerja L_le_uasl clokuvitas Tim Organisasi Organisasi
N R N KRetja
dengan model fleksibet bagi
. pegawat ASN
Tersedianya kebijakan . . N jumlah dokumen s 5 - Liskominfo Diskowinfo
- N . s . , - . 2 N 00 0 RpO N i
Arsitektur SPBE Nasional Review Avsitektur SPBE Dekrmen review SPBE - Rp0 Rp3.000.0 "l st st
Prinksanaan Arsitcktur Reviu Peraturzn Wali Kota Jumlah dokuwen , Diskominfo Diskominf>
- X Indeks SPBE 3,7 3.8 4 ) i B < dokumen Reviu Peraturan Wati 2 RpO 2 Rp3.000.000 0 Rpo sp Sp
SPRBE Nasional Swrakarta tentang SPBE . . A k v
Rota tentang SPBE
= R, Jumlah Dokumen Diskotuinfo Diskominfo
h_Lvm kebl}d}(dIl <I m NDokumen Reviu Kebijakan Tim 1 RpO 1 Rp3.000.000 o RpO 51 SP
koordinas: SPBE . . A N S >
Koordinasi SPBE,

"'
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—

PERANGKAT DAERAH

TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR OUTPUT UTAMA RENCANA AKS!
JML JML JML KOORD PELAKSANA
2024 | 2025 | 2026 SATUAN INDIKATOR 2024 ANGGARAN 2025 ANGGARAN 2026 ANGGARAN
wviu kebiiakan Ti Jumlah Dokumen Diskowinfo Diskominfo
i::m k.(lbl{,:!}::.'; LIIL,I;W Dokumen | Reviu Kebijakan Tim 1 RpO 1 Rp3.000.000 0 RpO sp sp
ssesor fufermal > ’ Assesor Internal SPBE
. o Jumlah Dokumen .
Reviu Kebijakan o YT e )is info Diskowminfo
Penyelenggaraan SPBE Dokumen | Revit Rebyjakan . 0 RpO 0 RpO 1 Rp5.000.000 ! ]Sk:;[uru ' sP
Kota Surakarta Penyelenggaraan SPBE N N
rota sur Rota Surakarta
Terlaksananya inisiatif’
Strategis Arsitektur SPBE . i ’ Jumliah dokumen Diskominfo Diskominfo
Nasional vang ditargetkan g‘l“k?“"'“‘:;' L::;:;:é‘r;r?;n Dokumen | pelaksanaan unsu 3 RpO 3 Rp3.000.000 2 Rp1.000.000 op ap
dafeun kebijakan Arsitektur omatn tat ' ’ tata kelota SPBE
SPBE Nasional
is i is info
- . Juwlal dokuien Diskowinfo Diskowint
& . PO 1 .000.000 1 Rp2.000.000 N <
Pelaksanaan audit TIK Dokumen peliksanaan Audit TIK 2 Ry Rp2 P sp sP
Selwruh
R ST Jumlah dokumen Diskominfo
Si}f;tsmm}m Massgemen Dokumen | pelaksanaan 2 RpO 2 Rp2.000.000 2 Rp3.000.000 e Pe’mngl](al
: Manajemen SPBE Daerah
Terlaksananya monitoring Jumlah dokumen Diskomin Diskominfo
dan evalnasi inpl mentasi Monitoring dan Evaluasi . Monitoring dan Rp73.000.000 1 R175.000.000 iskominlo 18KO
kebijakan Arsitektur SPBE Peta Rencana SPBE dokumea Evahiasi Peta Rencana ! Rpo ! pee ' ¥ sk sP
Nasional SkBE
Ana i Julah dokutnen Diskominfo Diskominfo
z;];;(,s;\}”:‘;gli::(l::til Dokumen | pelaksanaan Evaluasi 1 RpO 4 Rp 10.000.000 4 Rp10.000.000 Sp sp
PrRE hotar A SPBE Kota Surakarta
Tersedianya kebijakan Penyusunan Sarat Fdaran iull(l:ldlﬂfu;;li‘jﬂum‘ Bngi{—m . Bagian
penguatan akuntabilitas Sekretaris Daerah tentang dokumen u‘; lu‘:n ?Al‘l(:’\'an 1 RpO 1 Rp1.000.000 1 Rp1.000.000 Organisasi Orgauisasi
kinerja pemerintah (SAKIF) SAKIP tang SALT yang Setda
tersusun
! Jumbih Pescrta Bagian Bagian
P ;R;\ell; nggamaan Workshop | o Workshop yang 100 Rp21.700.000 100 Rp28.000.000 100 Rp28.000.000 | Organisasi Organisasi
Pelaksanaan Sistem « memalhiuni ¢SAKIY Setda
Akuntabilitas Kinerje ot QAL = - o P
L l,‘““:“r];““:‘_f:::‘_?_d Nilai SAKIP 85 90 95 lerlaksananya mommnngl
yang terintegrasi ::::i;‘i'::;-:;?::rmcumm Pengisian STSAKIP TW 1 -
4 s ; TW IV schingga unsur . S ) .
pcmm dnd'm‘. pt_‘ngd_.uggamu Pencapaian Kinesja KU Lé_ipox.an‘(:apd}an Bagian Seluruh
den informasi kineija yang Perangkat Dacmb inenjadi Laporan kinerja Triwulanan 1 Rp10.000.000 1 Rp10.000.000 1 Rp10.000.000 Organisast Perangkat
terintegrasi, berbasis i X Perangkat Dacrah yang Sctda Dacrah
teknologi informasi, van salah satu unsur besaran disus .
g1 uflonnas, vang TPP bewdasar penilaian susun
wendorong peningkatan P .
akuntabilitas kinetja produktivitas Kerja
__prwncrintah
Indeks Sistem 'rf"r::S(j(i ianva }\;I]I?ljﬂ)l(.a!] . PF""."SA"."'““ SOP Lavanan Dokuen \{pnxlah SOP vang 2 RpO 0 RpoO ) RpoO DEMPTSP DPMPISE
Pemerintahan elayanan Publik Digita MPP Digital disusun
Pelaksanaan Pelayanan . . .
Publik Digital E;'::;Mblk 3.7 5.8 4 Dok ‘1 Perizinan ve Jumlah Doknmen PTSP
(Sl’l}l-‘;m Tersedianya MPP digital \ ‘01 i lll,d ”’fdulx,;‘[)\‘u:i Dokumen | Perizinan vang terbit 15 RpO 24 RpO 28 RpO DPMPTSP DPMPTS
Bt crbit meladut 18l melalui MPP Digital
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TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI JML JML JML KOORD PELAKBANA
2024 | 2025 | 2026 SATUAN INDIKATOR 2024 ANGGARAN 2025 ANGGARAN 2026 ANGGARAN
Terlaksananya Monitoringl Monitoring dan evaluasi Jumiah laporan monev
dvan..bvahmm lmpk:mcnmS} peu\'ek:ngiammx MPP Dokumen ptn_\‘elcnggaaan MPP 1 RpO 1 RpO 1 RpO DPMPTSP DPMPTSP
Kebijakan Pelayanan Publik Digiﬁﬂ Digital
Digital dan MPP Digital i
Perangkat
Melakukan Pendampingan Jiwsnlah OPD yang Daerah
Terlaksananya pembangnnan | dan evaluasi pelaksanaan dilakukan Dalam
. zona integritas kawasan dan Pembangunan Zona OPD pendampingan dan 10 Rp40.050.000 11 Rp78.000.000 12 Rp80.000.000 Inspektorat Pembanguna
Tingkat sektor strategis Integritas Menuju evaluasi Pembangunan n Zona
Pembangunan Zona Keberhasilan - WHK/ WBBM ZI WBK/WBEM Integritas
Integritas di unit keija Pembangunan 0,75 0.75 1.5
Zona Integritas Jumlah Laporan
{Zy Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Zona Laporan Pembangunan Zona 1 Rp500.000 1 RpS550.000 1 Rp600.000 Inspektorat Inspekiotat
Integritas Kota Surakarta integritas Kota
Surakarta
Jumlah OPD yvang
Terlaksananya penguatan Melakukan Pendampingan dikikukm? _ L . o . torat Inspektorat
SPIP i dan Evaluasi Pcnerapan OPD Pendampingan dan 35 Rp30.000.000 3as Rp45.000.000 35 Rp30.000.000 nspe. spe
: SPIP Terintegrasi Evaluasi Penerapan
SPIP Terintegrasi
* Melibatkan unsur pejabat
Perangkat Dacrah dalam
Pengelolaan Risiko dan
menckankan kepada
Prangkat Daerah dalam
materi sosialisasi bawa
Pejabat dalam suatu
Perangkat Daerah adalah
Unit Pemilik Risiko
sehingga harug ikut andil
Tingkat dalam Identifikasi Risiko,
Maturitas FGD dan penyusunan RTP
Penguatan implementasi Sistem serta lebih memperhatikan
sistem pengendalian Pengendalian 3 3,2 3,4 risiko Fraud dalam
intern pemevintal (SPIP} Intern penyusunannya Bagian
Pemerintah * Penyusunan Risiko jumlah Laporan Hasil Adm. Bagian Adm.
{SPIP} bendasar Critical Success Laporan Pengelolaan 1 Rp105.200.000 2 Rp125.000.000 2 Rp135.000.000 Pemb. Pemb. Sctda
Factor dan difasilitasi Manajemen Risiko Setda
dalam sistem SARKEMIS
* Membuat Arah Kebijakan
supaya Perangkat Dacrah
lebih terbuka terhadap
kemungkinan risiko fraud
dan taging fraud akan
dimulai saat ideutifikasi
risiko sampai RTP
* Penanganan realisasi
capaian Sakip dibawah
70% wajihy membuat
Ketertjadian Risiko (AB3)
dan mencatatnya sebagai
risiko di tahun berikutnya
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TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI IML ML
2024 2025 2026 SATUAN INDIKATOR 2024 ANGGARAN 2025 ANGGARAN 2026 ANGGARAN KOORD PELAKSANA
Terlaksananya kolaborasi &iiﬁ:;ﬂf valuasi atas Jumlah OPDfUnit yang
i i i N Diskominft Diskominfc
l‘;‘n".umtgk::‘]a‘;;‘l;;‘}“as tindak | ) han/ masukan dan oPD menyelesaikan aduan a84 Rpo 484 | Rpl110610.000 | 484 | Rp110.610.000 | “SKCRNR e
majs vaur;kz;lt be;{)asis - konsultasi setiap bulan vang masuk i
- sekali
. . Jumlah Pescrta Bimtek
Bimtek Peningkatan ! . N . . .
Kapasitas SDM Pengelola | orang yang memahami peran 125 Rp41.037.500 125 Rp33.150.000 125 Rp50.000.000 D‘Skg’;‘mf" D‘s“,‘;’;““’b
Aduan dan fungsi sbg S
pengelola aduan
Tingkat Tindak
Lanjut jumlal: Perwali
Penguatau Pengelolaan ;:'Sf;d:;:t 5 s 5 Review Perwali No 8.1 Pengelolann Aduan Diskominfo | Piskominfo
Pengaduan Masyarakat (LAPbR) yang tahun 2023 tentang Ulas Dokumen Masyarakat yang lrt'nh o] RpO o} Rp1.500.000 1 Rp1.500.000 SP ‘
Sudah luas pengaturannnya
Disclesaikan vang diterbitkan
: . Jumlah laporan hsit . . . .
Evaluasi Pelaksanaan X Diskominfo Diskominfo
-neclola ¢ .960. 57.960.000
Pengelolaan Aduan Laporan g;.iri(gt,lola aduan lebih 4 RpC 4 Rp57.960.000 4 Rp57.960.0 SP SP
koordinasi dan konsultasi jumlah dokmen hasil . e : .
dengan kemeopan b dan Dokumen sinkronisasi aplikasi 0 RpO 1 Rp15.000.000 1 Rp15.000.000 stkggunfo Dlsk;gnnfo
kemenkotinfo Ulas dan SP4N Lapor ’
Terlaksananya monitoring s Jumlah Laporan Hasil
dan evaluasi penvelesaian m‘”@;‘;“ﬁ’; ﬁf\i‘;‘;ﬁ:’fﬁ Laporan | Pemeriksaan Tujuan 12 Rp88.500.000 12 Rp95.000.000 12 Rp100.000.000 | Inspektorat | Inspektorat
pengaduan masyarakat u i o Tertentu/ Khusus
Melakukan Koordinasi, h
Terlaksananva Survei Monitoring dan Evaluasi ‘:u . lgll)(oran
P S serta Verifikasi Pencegahan | Laporan -Apalan Aksi 1 Rp55.590.000 1 Rp65.000.000 1 Rp77.500.000 Inspektorat Inspektorat
Penilaian Integritas Pencegahan
dan Pemberantasan . .
Korupsi Korupsi Kota Surakarta
Sosialisasi Anti Korupsi Jumiah Laporan
dan Whistle Blowing Laporan Pelaksanaan Sosialisasi 2 Rp31.200.000 2 Rp35.000.000 2 Rp38.000.000 inspektorat | Inspektorat
System Anti Korupsi dan WBS
Penguatan Upaya Swivei Penilaian .
Pencegahan Korupsi integritas (SP) 83,9 84 84.2 jumlah dokumen
U . laksanaan monev
Monitoring dan Evaluasi pe . . . . .
. ; N - Keterbukaan Informasi E - . Diskominfo Diskominfo
PPID dtll:?ksandkan per Kegiatan Publik di scmua 2 Rp750.000 2 Rp30.000.000 2 RpS50.000.000 Sp Sp
semester perangkat daerah
kategori informatif
Kegiatan pengelolaan
. ; keterbukaan . . Seluruh
B“l’:‘zig;‘g}‘;ﬁ;&ksmla Kegiatan | informasai di PPID 1 Rp3.445.000 2 Rp22.540.000 2 Rp22.510.000 | DKM | perngiar
peng Pelaksana berjalan Daerah
sesuai ketentuan
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PERANGKAT DAERAH

TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ML IML ML
2024 0! 6
2025 | 202 SATUAN INDIKATOR 2024 ANGGARAN 2025 ANGGARAN 2026 ANGGARAN KOORD PELAKSANA
kegiatan uji
konsekuensi Diskominfo Seluruh
Uji Konseknensi PPID dokumen menghasilkan 1 Rp14.680.000 0 Rp0O 0 RpO sp Perangkat
dokumen informasi ) Daerah
vang dikecualikan
jumlal kegiatan
Sosiulisasi Penanganan N sosialisasi pelanguran ;
Benturan Kepentingan kegiatan benturan ke pentingan t Rp7.100.000 1 RpO ! Rp0O BKPSDM BRPSDM
vang dilaksanakan
jumlaly dokumen
Implementasi Penanganan implementast Scluruh
Benturan Kepentingan dokumen penanganan bentwran 1 Rp0O 1 RpO 1 RpO BKPSDM perangkat
kepentingan yang dacrah
disusun
jumlah dokusuen
Monitoring «an evaluast rzlimlnto?zl\g dan
benturan kepentingan di cvaluasi bentumn : -
. . dokumen kepeutingan di 1 Rp0O 1 RpO 1 RpO BKPSDM BKPSDM
lingkungan Pemerintah lingk Pemerintal
Kota Sur 18 ngkungan Pemerintah
Kota Surakarta yang
disysun
Penvusunan SE Pedoman ‘l]l'l":l‘hhpsp‘ P(;;L(;(}lnn
Terlaksananya tata kelola Umum Formulasi, lml )1';:1(::1:: '}.,“:j‘]‘”ni Bagian Bagian
kebijakan yang baik Implementasi, Evaluasi Dokumen mpler A 1 Rp2.000.000 0 RpO 1 Rp2.000.000 Hukum 1
. : R, L Kinevja dan Revisi N Hukum Setda
fevidence based policy}) Kinerja dan Revisi Kebiiakan Publik Setda
Kebijakan Publik Daerah rebiakan Pt
Daerah vang tersusun
. . Jumlah Sawmpel Produk Bagian Scluruh
ﬁzzg;ﬁm IKK (self Dokumen Hukum Dacrah yang 1 Rp5.000.000 0 RpO 1 Rp5.000.000 Hukum Perangkat
Pelaksanaan Tata Kelola Indeks Kualitas 60 65 70 diukur Sctda Daciah
Kebijakan Publik Kebijakan > > Perangkat
Daerah
Pengukuran KK }{ll::;tllllax: B:::_[;‘l V"Jla;::"k Dugiz petrakursy
4 1419 3 ~ 3
berdasarkan timeline LAN Dokumen terpilih LAN untik (¢} RpO 1 Rp3.000.000 0 RpO Hukum Produk
. Sctda 1lukum
diukur Dacr:
acrih
tersampling
Bagian .
Evaluasi IKK Laporan Juf.",‘ah Lapolgn | 4] RpO 1 Rp35.000.000 o] RpO Hukum Bagxafl
Pe E Hukum Setda
Scida
1. Harmonisasi dan
Terlaksananys Pembentukan sinkronisasi peraturan Jumlah Laporan Hasil Bagian Bagian
Peraturan Perundang- dacrah/ Perwali yang akan Laporan Harmonisasi 20 Rp10.000.000 20 Rp10.000.000 20 Rp10.000.000 Hukum Hukuxi Setda
Pelaksanaan Indeks undangan vang baik disusun n.nm dinjukan Perda/ Perwali Sctda -
Pembentukan Peraturan Reformasi 70 80 85 Teriaked - — p“mh"'h‘qf{,m -
Perundangan-undangan Hukum erlaksananya monitoring 1. Evaluasi terhadap -
dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang Jumlah Laporan Akhir Bagian Bagian
- tata kelola kebijakan dan sudah tidak sesuai dengan Laporan £ ml - szm w 2 Rp38.400.000 2 Rp38.400.000 2 Rp38.400.000 Hukum Hukuxﬁ Setda
pembentukan peraturan permaturan perundang- st o ) - - + Setda -
perundang-undangan undangan
i Tingkat . . . . Menvusun dokumen Jumtah dokumen Seluruh
Pelaksanaan Arsij kA . - sedianya Kebijake s > b A A
Digital sip Digitalisasi 86,5 87,5 Q0 [l;l?;:jmwd Rebijakan Arsip kebijakan pengelolaan Dokumen kebijakan pengelolaan 1 Rp30.000.000 1 Rp262.222.000 0 RpO Dispersip Perangkat
Arsip e arsip arsip_yang diterbitkan Daerah
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TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI JML ML ML
2024 | 2025 | 2026 SATUAN INDIKATOR 2024 ANGGARAN 2025 ANGGARAN 2026 ANGGARAN KOORD PELAKSANA
Monitoring dan cvaluasi
Terlaksananya wonitoring Imple mentasi SRIKANDI - Jumlah instansi vang Seturuly
dan evuluasi Kebijakan Arsip Sistem [nforasi Instansi dilakukan monev 75 Rp50.000.000 119 Rp202.222.000 124 Rp102.222.000 Dispersip bPerangiat
Digital Kearsipan Dusamis Implementasi Srikandi Dacral
Terintegrasi (c-olfice)
Z(:::mmllﬁ (;‘f“ l;::d“ua:' Jumlah dokumen Seluruh
__.dm  pehigawasal Dokumen monev kearsipan 1 Rp6.2.000.000 1 Rp100.370.000 1 Rp8&0.000.000 Dispersip Perangkat
kearsipan witernal dan .
cksternal internal dan eksternal Daerah
Menginventarisi
kebutuhan layanan lain Jumlah na Schuruh
untuk diintegrasikan Instansi man penggy 106 Rp30.000.000 120 | Rp262.222.000 137 | Rp102.222.000 | Dispersip Perangkat
. : aplikasi SRIKANDI
dengan lavanan kearsipan Dacrah
cksisting (Aplikasi TNDI)
Menginventarisi
kebutuhan Jayanan lain N
untuk nliimrg}nsik:m an Jumlah pengguna 50 Rp36.413.700 100 Rpp6. 288.000 150 RpS5.000.000 Dispersi P§clurl;(ht
dengan lavanan kearsipan orang lavanan SIKN/JIKN 2 P64 13 PAo- . P ! spersip gm::\ha
cksisting SIKN/JIKN ac
tevintegrasi ANRI
N - s Pembinaan Statistik Jumlih Perangkat N
Tersedianya Kebijakan N B . . Seluruh
. ral Ral R L7 & acrah v cncke - Dis
Penyelenggaraan data Sektoral Ritbu ¢ ml‘xk a Perngkat | dact ‘h.} g mu."l wpat 17 RpS.300.000 18 Rp7.000.000 35 Rp15.000.000 Diskowiufo Perangkat
bl Perangkat Dacrah Kota Dacraly permbinaan statistik sp
statistik sektoral X Daerah
Suraksta scktoral Rabu Cantik
Bimtek penynsunan i R e . Seluruh
metadata indikator, orang Judah pe ‘L'lf::?t‘"‘:“f; 60 Rp12.780.000 60 Rp28.180.000 60 RDP30.000.000 D"kg‘rﬁ‘“‘r" Perangkat
i kegiatan, variabel yang ucng ' Daerah
Tingkat
Kematangan Bi i
e y : imtek Peningkatan
thlks‘i';(na"“ Data Penyekenggaraan 2,5 2,7 3 Kapasitas Ap:ratur Jumlah pengelola data Diskowminfo Seluruh
Statistik Scktoral Statistik P orang vang mendapatkan 60 Rp12.780.000 65 RpaA. 255.000 63 Rp35.000.000 e Perangkat
sektoral crerin hota caram peningkatan kapasitas : Dacrah
Sektor Pengelolaan Data Sektoral
. Jumlah kegiatan
Penilaian kematangan B . . . .
penyelenggaraan statistik kegiatan Ip‘f’"?’"\"‘ matangan 1 Rp16.250.000 1 Rp44.795.000 1 Rpas.000.000 | © ““k;’{':""f” Diskominfo
sektoral enyelenggaraan b spP
Statistik Scktoral
Terlaksananya monitaring 3 Londnk s
dau L‘Valu'dsi I‘;anlla§i L l’:’l»\}llhl”]dll | \I\llllll'lll'“‘ g Dl i Disl b
ek cwaan data Metadata Kegiatan, kegiatan evaluasi penyusunan 1 Rp43.600.000 1 Rp16.180.000 1 Rp17.000.000 sp S
penyelenggaradn da Indikator, dan Variabel metadata
stutistik scktoral
Bagian Begian
Terlaksananya pengadaan Pemenuhan Indeks Tata Nita Heasil Penilaian Pengadaan Pen, ‘?(h,m
barang dan jasa pemerintah | Kelola Pengadaan Minimal | Nilai s 1 70 Rp487.386.000 725 | Rp931.400.000 75 Rp931.400.000 Barang N
! . R ITKP olch LKPP Barang dan
yang baik Baik dan Jasa Jase
Peuguatan Pengadaan Indeks Tata Setda asa
Barang dan Jasa Keloia 70 7275 75 Lo L _ .
Pewmerintal Pengadaan Pe ndr‘umpmgfun Monitoring ) Bagian Bagien
dan Fvaluasi Pencrapan Jumlah kegiatan Pengadaan Pengadsuzai
Standar LPSFE (Surveilens Kegiatan swveilens 1SO 17 0 RpO 1 Rp$2.000.000 1 Rp52.000.000 arang B &
- ) arang dan
ISO 17 Standar Layanan Standar Lavanan LPSE dan Jasa Jasa Setds
LPSF) Setda asa Setda
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TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI JML IML ML
2024 | 2025 | 2026 SATUAN INDIKATOR 2024 ANGGARAN 2025 ANGGARAN 2026 ANGGARAN KOORD PELAKSANA
. Bagian .
Pemeliharaan aplikasi J)::::::}ll‘?:hk;il adaan Pengadaan Penﬂgl::a"
pendukung Pengadaan Aplikasi g ) 1 Rp75.450.000 t RpY0.000.000 1 Rp90.000.000 Barang e o
Barang dan Jasa ter lﬁ]am Jasayang dan Jasa ) ?}?ga
e Setda Jas
Bagian
Pembinaan/ sosialisasi Jumlah Pejabat Peugadaan Seluruh
Pejabat Pembuat Orang Pembuat Komitmen 162 Rp78.057.000 162 Rp150.000.000 162 Rp150.000.000 Barang Perungkat
Romitmen dan PPi3J dan PPBJ yang dibina dan Jasa Dacrah
Scida ]
pamn | pogin
Pelaksanaan Clearing Kegintan Jumlfah kegiatan 4 Rp42.630.000 4 Rp54.000.000 4 RpS4.000.000 Barang Pengadaan
House clearing housc d Barang dan
an Jasa Jas
Setda wnsn
Jumlah OPD/unit Bagian Bagian
L . N : penyedia vang Pengadaan '
Pendampingan cKatalog OPD/unit | qa-ikan 100 Rp26.300.000 100 Rp15.000.000 100 Rp15.000.000 Rarang Peugadaun
Lokat penvedia ; Barang dan
N pendampingan dan Jasa Jasa Sctda
eKatalog Setda asas
) . Bagian
Sosialisasi Pengadaan ilc?x];aﬂ}(lu(l)lrgzgx;ﬂ:‘ﬁﬂ Peugadaan Seluruh
Orang T 162 Rp75.757.000 162 Rp105.000.000 162 Rp105.000.000 Baang Perangkat
Barang/Jasa Pengadaan Barang dan
dan Jusa Daecrah
Jasa
Setda
Bagian
ah Ore @
Peningkatan Kapasitas Jm‘:-lxl:ﬁlkluul:lclﬁiil;l:fmm Pengadaan Seluruh
, A Orang o 30 Rp38.615.000 30 Rp105.500.000 30 Rp105.500.000 Barang Perangkat
Pengadaan Barang/Jasa Kapsitas Pengadaan
dan Jasa Daerah
Barang dan Jasa .
Setda
Bagian
Asistensi Pengadaan Jumlah OPD yang Pengadaan Seluruh
y 1 Peng OPD/unit | mendapat asistensi 200 Rp17.860.000 200 Rp21.600.000 200 Rp21.600.000 Barang Perangkat
Barang/Jasa 120t as . e 3 o o
pengadaan barung/ jusa deur Jasa Dacralt
Sctda
Bagi
Jumlah OPD yang Pengadaan Selurnih
Pelatilian Sirup OPD/unit | mengikuti Pelatihan 200 Rp9.911.000 200 Rp25.000.000 200 Rp25.000.000 Barang Perangkat
sirup e JasT Daeradr
Setda
Bagian
' Pengadaan Seluruh
Review PDN Barang Jasa oPDJunit | Jumiah OPD yang 160 RpO 160 Rp20.000.000 0 Rp20.000.000 Barang Perangkat
ditakukan review PDN
dan Jasa Daerah
Scula
Melakukan reviu tata Laporan Hasil Reviu =, P
kelola PR Laporan tat‘a kelola PBJ 1 B Rp1.650.000 1 Rp5.500.000 1 Rp6.000.000 Inspcktorat Iuspckto@l -
Terlaksananya monitoring Bagian Bagian
dan cvaluasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Junlah laporan rakor Pengadaan Pe agldaan
pengadaan barang dan jasa Pengadaan Barang dan Laporan Monev bawang dan jasa 4 Rp39.632.000 1 Rp95.500.000 4 Rp95.500.000 Baraug B nga dan
serta pengelolaan keuangan Jasa vang terlaksna dan Jasa Jam.nézc da
dan asct Scida asa:
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PERANGKAT DAERAH

TARGET ouUTPUT TARGET PENYELESAIAN
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ML JML JML
2024 2025 2026 SATUAN INDIKATOR 2024 ANGGARAN 2025 ANGGARAN 2026 ANGGARAN KOORD PELAKSANA
> it v
Terlaksananya monitoring Monitoring dan evaluasi ‘{:}l:kl:t Olllljé::;ii]a“g Seluruly
dan evaluasi pengelolaan mitoring da St OPDfunit | ¢ an £ 644 Rp364.853.000 614 Rp700.000.000 644 Rp700.000.000 BPKAD Perangkat
k Pengelolaan Keuangan dan evaluasi
cuangan dan asct Dacrah
pengelolaan keuangan
Jumlah OPD/Unit yvang
Monitoring dan evaluasi Lk ke itori Selurnh
onttoriug dan cvaiuas OPDjunit | Llakuxan monionug 644 Rp301.340.000 644 RpS00.000.000 644 RpS00.000.000 BPKAD Perangkat
Pengelolaan Aset dan evaluasi
Dacrah
pengelolaan aset
. ; it T erranies Laporan Hasil Reviu
Melakukau reviu Laporan Laporan Laporan Keuangan 1 RP70.000.000 1 Rp88.000.000 1 Rp90.000.000 | Inspektorat | Inspektorat
Keuangan Dacrah
Daerah
Melakukan 1eviu tata Laporan Hasil Reviu [ §
Opini BPK WP WP WIP kelola BMD Laporan tata kelola BMD 1 Rp4.650.000 1 RpS5.500.000 1 Rp0.000.000 Inspektorat Inspektorat
Terlaksananva pengelolaan Pelaksanaan Pengelolaan Jumlah OPD/Unit yang Seluruh
P sananya peng o Keuangan Sesuai atumn OPDf unit welaksanakan 644 Rp3235.000.000 044 Rp350.000.000 0644 Rp350.000.000 BPRAD Peraugkat
enguatan Pengelolaan keuangan dan aset vang baik
Keuangan dan Aset b ) vaug berlaku pengelolaan keuangan Daerall
Pelaksanaan Pengelolaan Jumlah OPD/Unit yang Selurub
Asct Sesuai aturan vang OPD/f unit me laksanakan 044 Rp0GO3.015.400 044 Rp600.000.000 0644 Rp600.000.000 BPRAD Perangkat
berlaku pengelolaan Aset Dacral
Jumlah paket
Melakukan pemelibaraan pewcliharaan dan
dan pematakhiran serta pemutakliran serta Bagian Bagian
perbaikan sisteu Paket perbaikan sistcuw 1 Rp75.000.000 1 Rp75.000.000 ] Rp75.000.000 | Organisasi Organisasi
perencanann, pereneanaan, 3 etela
e Setda Setda
penganggaran, dan Kinerja penganggaran, dan
herbasis Elektronik Kineija berbasis
fllektronik
Tingkat tindak
lanjut . -
. . ‘Terlaksananya Monitoring i ;
e kn_m(‘nrl.)st 96 97 97,5 dan Evaluasi Tindaklanjut Melaksanakan Kegiatan Kegiatan J'un‘ulah pelaksanaan 4 Rp2.800.000 4 Rp3.780.000 4 Rp4.000.000 Inspektorat Inspektorat
Hasil hasil iks BPK Rakorwas & Kegiatan Rakorwas
Pemeriksaan 1asil pemeriksaan BPK
BPK
88 2 Buduya sirokrust BerARHEAK dengan-ASN-yang-Profesi 1
Tersedianya kebijukan Pembinaan jabatan Jumlah kegiatan Scluruh
penataan jabatan fungsional embinaan ja kegiatan pewbinaan jabatan 1 RpG.730.000 1 RpO 1 RpO BKPSDM Perangkat
. fungsional N .
ASN fungsional Dacrah
1. Penataan Jabatan
Fungsional 2. Penguatan K
Manajemen Talenta ASN Indeks Sistem - jumlah kegiatan 3 .
: o . 324 325 | 327 s ; corks Selurub
3. Penigelolaan Kinerja Merit _ Workshop untuk jabatan it workshop untuk . e .
Pegawai ASN 1 fungsional 8 jabatan fungsionat 1 Rp0 ! Rpo ! Rpo BRPSDM ! L’ rungKat
Penguatan Sistem Merit penyetaraan
Terlaksananya Monitoring evaluasi hasil tindak lanjut
dan Evaluasi implementasi workshop tentang . jumlaly kegiatan yang .
penataan jabatan fungsionad PCLCTAPAN PCIMCHpan kegiatan dilaksanakan 1 RpO 1 Rp0 ! Rpo BKPSDM BRPSDM
ASN nomor 1 talwn 2023




19

TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ML L T e
L
2024 | 202% | 2026 SATUAN INDIKATOR 2024 ANGGARAR 2025 ANGG 2026 ANG KOORD PELAKSANA
mengkikuti penidajan
I sistewm merit pada area
Terlaksananva Monitoring Ketign pengembangan Karl Jumlall dokutuen vk PG
dan Fvaluasi imple mentasi (!Lug:‘rlmﬁ u.\rl;k%lk:uxcuu Dokumen disusun © yang 1 Rp29.040.000 1 RpO 1 RpO RKPSDM BRPSDM
manajemen talenta ASN I 8
poentaia selalu
miclakukan monev
Tersedianya kebijakan pembenian penghargaan i, jumlah kegiatan vang ) . Scluruh
kesejahteraan ASN bagi ASN Berprestasi keglatan dilaksanakan ! Rp. 60.080.112 ! Rp0 1 RpoO BRPSDM Perangkat
Dacral
pembekalan bagi ASN . jumlaly kegiatan v g i
L menjelang purna tugas kegiatan dilik sanakan ! Rp142.012.624 ! RpO ! RpO RBRPSDM BKPSDM
pendumpingan . :
kewlbausahaan bagi ASN dokumen J{::::::I:Qk“m?n yeng 1 RpS51.870.470 1 RpO 1 RpO BRI'SDM BEPSDM
Purtiy tugas ha
Terselenggaranya [avanan . jimnlah dokumen vang - . Scluiuh
Adiministrasi kepegawaian dokumen tersusun 1 Rp14.795.400 1 Rpo 1 Rpo BRPSDM Perangkat
Dacrzdy
Terlaksananya kebjakan perumusan kehijakan jumlah laporan van
tentang progelolaan kineija lx»ngt‘lniaan Kineria Dokuwncett ':ﬁg“;"“' 1 vang 1 Rp1.913.000 1 RpO 1 RpO BEPSDM BRPSDM
pegawii ASN e e i
jumlah kegiatan
; . . - . evafuast peiladun 3y == . Selurth
evaluasi penilaian kinenja kegiatan k%“uja Ve 1 Rp22.550.000 1 Rp0O 1 RpO BKPSHM Perangkat
diluksanukan Daerah
jumiah dokumen
coaching dan mentoring . coaching dan N . Scluruh
peningkatan kinerja dokumen mentoring peningkatan 0 Rp0 ! Rpo 1 Rpo BRPSDM Perzngkat
| kinerja vang disusun Dacrah
G . - jumiah dokumen uji
i esehatan bagi PNS dokumen | keschatan bagi PNS 1 Rp9.976.260 1 RpO 1 RpO RKPSDM RRPSDM
) sakit yvang disusun
jumlah dokumen hasil
pemeriksaan tes narkoba lokumen pemeriksaan tes o RO " e
bagi ASN dokuiie narkoba bagi ASN yang N Rpo 1 Rpo BRPSDM BRISDM
disusun
Menyusu info fuktor ) T
jabatan (bagin organisasi J\lmlah}\d_okumrn_ Bagian o B:lg‘.‘_u,‘ .
erkaitan dengan cvaluasi dokumen evaluasi jabatan yang 1 Rp187.000.000 1 RpoO 0 RpO Organisasi g(‘\s‘llllll;dil
abat disusun Setda ctda Kot
Jubatan) Swrakauta
Teriaksananya Mouttorug jumlab FGD evaluasi
dan Evaluasi unplementasi FGD cvaluasi pelaksanaan ) ;)cluksglman _ ~ Seluruh
wanajewen Kesejulite raaa pemberian penghargaan kegiatan pemberian 1 Rp5.312.521 1 RpO 1 RpO BRPSDM Perangkat
ASN dan pengelolaan kinerja peugliarguan ya, a1z
P i N 4 Dacraly
pegawal ASN dilaksanakan
Terlaksanannyva Pembinian Menyusun Dokumen Jumlaty dokumen o
dan Pengawasan Rencana Suksesi untuk rencani suksesi untuk
impleme ntast sisteim werit wenduduki jabatas (talent dokuuen alcut pool yang ! Rpo ! RpO ! Rpo BKPSDM BRPSDM
dan sistem manajemen ASN pool) disusun
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TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR OUTPUT UTAMA RENCANA AKS!I oML ML ML
2024 | 2025 | 2026 SATUAN INDIKATOR 2024 ANGGARAN 2025 ANGGARAN 2026 ANGGARAN KOORD PELAKSANA
jumlah dokumen
rencana kebutuhan,
Menyusun dokumen jenis dan jumlah
perencanaan kehutuhan Dokumen | jabatan untuk 1 Rp45.636.700 1 Rpo 1 Rp0 BKPSDM BKPSDM
ASN pelaksanaan
pengadaan ASN vang
disnsun
Pembangunan dan Jumlah sistem
Pengemhangan aplikasi paket informasi kepegawaian S Rp230.000.000 53 RpO 3 RpO BKPSDM BKPSDM
SIMPEG vang dikelola
jumtaly laporan terkait
Seluruh
Pengelolaan Data pengolahan data -
Ke pegawaiat laporan kepegawaian yaug 1 RpO 1 RpO 1 Rp0O BKPSDM Perangkat
. Daerah
terlaksana
Monitoring an Evaluasi jumlah dokumen Selurtth
pelaksanaan pelatiban dokumen money pelatihan vang 1 Rn8.688.800 1 RpO 1 RpO BKPSDM Perangkat
dilaksanakan Daerah
jumlah laporan hasil
Pengembangan kompetensi pelaksanaan
. P N laporan pengembangan 3 Rp1.019.353.200 3 RpO 3 RpO BKPSDM BKPSDM
ASN sesuai bidang tugas S .
kompetensi ASN sesuai
bidang tugas
jumlah dokuwen
Menyusun dokumen analisis kesenjangan
analisis kescnjangan dokumen kompctensi 1 RpO 1 RpO 1 RpO BKRPSDM BKPSDM
kowmpetensi (pendidikan) yang
disusun
Terlaksananya monitoring jumlah dokwmen
dan cvaluasi pelaksanaan penilaian mandin sistem penilaian mandiri ! - .
Sistem Merit dan Sistem merit dokumen sistem merit yang 1 Rp29.040.000 1 Rp0 ! Rp0 BKPSDM BKPSDM
Manajemen ASN disusun
Terlaksananya Survei Nilai Melaksanakan kegiatan jumiah kegiatan seluruh
Employer Branding dan sosialisasi perwali kode kegiatan sosialisasi perwai kode 1 Rp1.800.000 1 RpG 1 RpO BKPSDM perangkat
Indeks BerAKHLAK etik etik daerah
Jumlah kegiatan seluruly
Sosialisasi Tim Agen o sosialiasi agen - . . 3
Pernbahan kegiatan perubahan yang 2 Rp8.450.000 1 RpO 1 Rp0 BRPSDM lxll'd{lg[(:“
dilaksanakan dacr
Pelaksanaan Core Indeks 67 69 71
Values ASN BerAKHLAK lwplementasi Budaya Jumlah Laporan Bagian seluruh
K p be »/;KHI Al S Laporan Implementasi Budava 4 Rp10.600.000 4 Rp2.000.000 4 Rp2.000.000 Organisasi perangkat
e S ¢na ber gl Kerja ber-AKHLAK Setda daersah
Monitoring dan evaluasi Jumlah laporan monev .
»encrapan Budaya Kevja di pencrapan budaya Bagian seluruh
ponerape aya hews Laporan ketja di Lingkungan 1 Rp75.000.000 1 Rp75.000.000 1 Rp75.000.000 { Organisasi perangkat
.ingkungan Peimerintah o . 4
. Pemerintah Kota Setda daerab
Rota Surakarta o
Surakarta
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TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI JML
2024 2025 2026 SATUAN INDIKATOR 2024 ANGGARAN 2025 ANGGARAN 2026 ANGGARAN KOORD PELAKSANA
Terbangunnya Manajemen . .
h LA Pemantauan dan Evaluasi Bagian seturuh
Pengetahuan (Knowledge Kincrja Penyelengaraan Dokumen Juni‘lah Laporan 1 Rp100,000.000 1 RpO 1 RpO Organisasi perangkat
Management) Pelayanan ) : PEKPPP 4
Publik - Pclayanan Publik Setda daerah
Penyusunan Peta Proses J:li]f;h .d::km;:en 0ses Bagian scluruh
Bisnis Pemerintah Kota dokumen penetapan pela prose 1 Rp250.000.000 1 RpO o] RpO Organisasi perangkat
Indeks Surakarta dan OPD bisnis Pemeriniah Kota Setd: daeral
Pelayanan 4,68 4,7 4,72 Surakarta dan OPD petda acral
Publik -
- : Jumlah dokumen Bagian scluruh
h:’;:“mitﬁzﬂz’zl::séop dokumen laporan monev peta 1 RpO 1 Rp100.000.000 1 RpO Organisasi perangkat
F proses ’ proses bisnis dan SOP Setda dacrah
. Bagian seluruh
r;l‘]::v penerapan Sistem Laporan Ju:;‘ff: la]xs)xi::‘;u;\}:e\./a 1 RpO 1 RpO (o] RpO Organisasi perangkat
] pe b i 1 Setda daerah
Terlaksananya Evaluasi atas . .
. B Monitoring dan Evaluasi .
5 Kepatuhan Standar ) ST : ’ Bagian scluruh
Sefl]:kmF aan Pelayanan . Pelayvanan [Stan;iar I‘Llai‘)MIalr{“i:ah Dokumen é‘:ﬁmx Sl.g):mn money 1 Rp40.000.000 1 Rp0O 1 RpO Organisasi perangkat
v a Tingkat kementerian/ lembaga/ pemer Angkungan Femenin sEdan Setda daerah
Kepatuhan intah dacrah Kota Surakartn
?’éal.:\i:an 94,66 | 94,68 94,7 Mclakukan evaluasi atas
V: penanganan " . - . - Scluruh
Publik keluhan/ masukan dan dokumen | Jumlah buku analisis 4 Rp3.590.000 4 Rp33.475.000 4 Rp35.000.000 | DIEKIEING | perangicar
konsultasi setiap bulan - i Dacrah
sekali
Terlaksananya Survei Pelaksanaan Survei Bagian seluruh
Kepuasan M'aﬁ\: rekat Kepuasan Masyarakat 4 Laporan Jumlah Laporan SKM 2 Rp75.000.000 2 Rp75.000.000 2 Rp75.000.000 Organisasi perangkat
Survey P SYa kali setabun Setda daerah
a‘p‘fasfm 87 88 89 Terlaksananya wonitoring
(S?(Srsl‘)"dkm dan evaluasi terhadap Bagian seluruh
budaya Pelayanan prima Pelaksanaan monev SKM Jumlah Laporan tinjut 3 . N
pada seluruh seluruh UPP Dokumen hasil SKM 2 Rp100.000.000 2 Rp100.000.000 2 Rp100.000.000 Orgax‘lcllsam p;mnél;at
kementerian/ lembaga/ pemer cia ae
intah daerah

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023
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Tabel 3.6. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2024

ARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR T 202 4 OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ™™ prae
SATUAN INDIKATOR TWI ‘ TWII } m i v ' TOTAL I JML ANGGARAN KOORD PELAKSBANA
i
88.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel
P g
Tersedianyva kebijakan penyederhanaan Jumlah Perwali
birokrasi {Penvederhanaan Struktur Penyusunan kebijakan Peraturan Walikota
Penycderhanaan ()lganfsasQ/na’nsl'onnag organisasi l—'eu‘xbtmuka.u. l.\f"dll‘d'lgkall,. Dokumen t('ﬂnl‘:vu:g Pcmh‘en‘tukan, 0 0 o 0 0 RpO ] B_agu.a_n‘ Bagmn\()ngamsasx
Birokrnsi berbasis k\xxexja dan agile pada Susunan ()lrgmnstish luga§ Kedud vukavn, Susunan Organisasi Setda Setda
(Penyederhanaan Persentase kementerian/lembagaf dan Fungsi Serta Tata Kenja Organisasi, Tugas dan
)ﬁtmk!ur : Penyederhan 100 pemerintah daerah Fungsi Serta Tata Keija
Organisasi)/ transformasi aaé;:;‘:;:::“ Penilaian Maturita
organisasi berbasis Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penilaian Maturitas l\";-ll::ml)agﬂz:l ‘ll’l;d:
kineja dan agile u?)plrmo.ntﬁsn kebijakan penyvederhanaan kelrn\h:igna_n pada Perangkat Dokuwen Perasigkat Dacrah di 0 0 o 1 1 Rp150.000.000 ﬁagmln Selurmh Perangkat
birokrasi pada Daemh di Lingkungan . N Organisasi Setda Daerah
) . N - Lingkungan Pemerintah
kementerian/ lembagaf pemerintah daerah Pemerintah Kota Surakarta g . .
ota Surakarta
Tersedianva kebijakan sistem kerja berbasis e - Jumlah penetapan SK § - )
fungsional dan kinerja (transformasi squad 2‘:::;;1:"“; kebijakan Dokumen Ketua Tim kerja 1 ¢ 0 o 1 RpG BRPSDM Selur l[l)h Pcr{mgkut
model) pada Instansi Pemerintah i N Perangkat Daerah acrah
Tersedianya sistem informasi yang Penyusunan atur Jumlah dokumen alur
mendukung kebijakan sistemn kerja baru pembentukan PORJA atau Dokuuict peemicbentukan POKJA 1 0 ] 0 1 RpO BKPSDM BKPSDM
. dengan model fleksibel bagi pegawai ASN Tiwm kerja atau Tun Kegja
Tingkat
Pelaksanwan Sistem ‘A(‘apala'n ; Tersedianya kebijakan model jabatan persentase ASN vang
Kerja Baru dengan Sistem Keja o Jarkarl ] Pencrapan Manajemen sudah dipetakan e .
¢ dengan untuk 4 fungsional baru obr family based on Persen i Kineria da 0 0 e} 80 80 RpO BKPSLM BKPSDM
model fleksibiel bagi ! competence domainy Talenta ASN herdasarkan kinerja dan
Pegawai ASN Penyeder- were kompetensi
hanaan e . . L . Jumlah kegiatan terkait
Birokrasi* Tersedinuya kebijaken terkait sistew kerja Fvaluasi Implementasi evaluasi implementasi Perangkat Daerah
ba‘ru dengan model fleksibel bagi pegawai Jadwal Kerja Khusus (Shift) kegiatan jadwal kerja 1 0 o] 0 1 Rp2.400.000 BRPSDM tertentu
ASN .
khusus/shift
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
implementasi kebijakan sistem kerja pasca Jumlah kegiatan BRPSDM dan BKPSDM da
penyederbanann birokrasi dan sistem keja Moncev Efcktivitas Tim Kerja kegiatan monitoring dan cvaluasi 4] 0 o] 0 o RpO Bagi:ut S aan
N . L . T s Bagian Organisasi
baru dengan model fleksibel bagi peganvai efektivitas Tim Kegja Organisasi
ASN
Te o] i o =1y11za ks site - SPP13E H n 3 e
Tersedianya kebijakan Arsitektur SPBE Review Arsitektur SPBE Dokumen | Jumlah dokuwen review 1 1 0 0 2 RpO Diskominfo SP Diskominfo SP
Nasional SPBi
. - Juwlah dokumen Reviu
Z:‘::;(:;T:::::n\:zl}l’}i\;n dokumen Peraturan Wali Kota 1 1 o] 0 2 RpO Diskominfo SP Diskowminfo SP
Pelaksanaan Arsitektur < tentang SPBI
SPBE Nasional Indeks SPBE 3,7 -
b asio! Reviu kebijakan Tim Jumlah Dokumen Reviu
- Soevin _‘.1 NS tokmmen Kebijakam ‘Pim o 0 - o o 1 RO Diskominfo SP Diskominfo SP
Koordinasi SPBE N X e
Koordinasi SPBE
Reviu kebijakan Tim Assesor Jumlah Dokumen Reviu
e o Dokuwcen Kebijakan Tim Asscsor 1 0 o] 0 1 RpO Diskominfo SP Diskominfo SP
Internal SPBE Interd SPBE
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TARGET OouUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 2024 OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ™ ™
SATUAN INDIKATOR TWI TWII I w TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
Reviu Kebijakan .[J(uz:}ai:all)lokmnen Reviu
Penycelenggaraan SPBE Kota Dokumen P:n\l:‘:k-nggajaan SPBE 0] 0 0 0 0 RpO Diskominfo SP Diskowinfo SP
Surakaita Kota Surakarta
Terlaksananya inisiatif Strategis Arsitektur Pelaksanaan unsur dal Jumlah dokumen
SPBE Nasional yang ditargetkan dalam D;muhl tata kelola SPBE Dokumen pelaksanaan unsur tata 1 1 1 0 3 RpO Diskominfo SP Diskominfo SP
kebijakan Arsitektur SPBE Nasional ¥ © . kelola SPBE
Pelaksanaan audit TIK Dokumen gmﬁ?x?&:l FIK 1 1 0 0 2 Rp0O Diskominfo SP Diskominfo SP
. Jumiah dokumen
}Teldlssdnadu Mangjemen Dokumen pelaksanaan Manajemen o] 1 1 0 2 Rp0 Diskominfo SP Seluruh Perangkat
SPBE SPRE Daerah
Terlaksananya monitoring dan cvaluasi - . . Jumiah dekumen
implementasi kebijakan Arsitektar SPBE x:;lcl;;r:g}:::: Evaluasi Peta dokumen Monitoring (an Evaluasi 0 1 0 0 1 RpO Diskominfo S Diskominfo SP
Nasional ’ Peta Rencana SPBE
N Jumlah dokumen
i{;’l:‘k;n“ ;:::,ivnhms: SPBE Dokumen pelaksannan Evaluasi 1 1 1 1 4 RpO Diskominfo SpP Diskowinfo SP
o SPBE Kota Surakarta
Penyusunan Surat Edaran Jumiah Surat Edaran
Tersedianya kebijakan penguatan Sek{ﬂaﬂ's l)e;erall tclulau dokumen Sekretaris Dacrah 1 0 0 o 1 R Bagian Bagian O isasi
akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP SAKIP 4 tentang SAKIP yang L Organisasi Setda glan Orgaiisas
\ tersusun
Penyelenggaraan Workshop Jumlah Peserta Bagian
y ; 5, . -
Pelaks 1 Sistem CSAKSP Orang x::::l?;%l\:gﬁmp 0 100 0 0 100 Rp24.700.000 Organisasi Setda Bagian Organisasi
Akuntabilitas Kinerja Nilai SAKIP 85 - -
lostansi Pemerintah ' ) o . Pengisian S1 SAKIPTW | - TW
| N i Terlaksananya monitoring dan evaluasi L |
yang terintegiast . - . f 1V sehingga unsur
implementasi kebijakan sistem T X . . . . .
perencanaan, penganggaran dan infornasi Peticapuian Kiuerja IKU Laporan Capaian kincrja Bagian Seluruh Perangkat
S s R L . Perangkat Dacrah menjadi Laporan Triwulanan Perangkat 1 i 1 1 4 Rp10.000.000 Lo }
kinetja yang terintegrasi, berbasis feknologi X 3 ; . Organisasi Setda Daerah
: P . salah satu unsur besaran Daeral yang disusuu
informasi, vang mendorong peningkatan TPP berdasar penilaian
akuntabilitas kinerja pemerintah PO pew
produktivitas kerja
Tersedianya Kebijakan Pelayanan Publik Penyusunan SOP Lavanan Jumlah SOP yang ; e .
Indeks Digital MPP Digital Dokumen disusun 0 0] ¢ 2 2 RpO DPMPTSP DPMPTSP
Sistem .. } Jumlah Dokumen
Pelaksanasan Pelayanan Pemerintaha 37 Tersedisnya MPP digital z(x::x::;}ax?ﬁ?’;nga::g] Dokuwwmncen Perizinan yaung terbit 0 S S S 15 RpO DPMPTSP DPMPTSP
Publik Digital u Berbasis e . : 18 melalui MPP Digital
Elcktronik Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi Jumiah laporan monev
(SPBE) lmplementasi Kebijakan Pelayanan Publik B df i Dokumen | penyelenggaaan MPP 4] 0 0 i 1 RpO DPMPESP DPMPISP
Digital dan MPP Digital ? penyelenggaraan MPP Digital Digi\al
Tingkat Melakukan Eendam])mgan J}lm]ah OPD vang Perangkat Dacrah
Pembangunan Zona Keberhasilan Terlaksananya pembangunan zona dan evaluasi pelaksanaan dxla.kuka.g Dalam
integritas < unit kerja Pembauguna 0.75 integritas kawasan dan scktor stroategis Pembangunan Zona OPD pendamipingan dan 0 10 0 0 1o Rp40.050.000 Inspektorat Pemb; Zona
gritas i unil je o Z«;ﬁa i gk AW as € ateg integritas Menuju evaluasi Pembangunan o )Im:gm?:u; ona
- WBK/WBBM Z1 WBK/WBBM ntegritas
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OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR | THRONT OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI e R
SATUAN INDIKATOR TWI T™WII I v TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
[ntegritas Jumlah Laporan
(Z1) Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Zooa Laporan Pembangunan Zona ¢ 0 0 1 1 Rp500.000 inspektorat Inspektorat
Integritas Kota Surakarta Integritas Kota
Surakarta
Jumlah OPD yang
Melakukan Pendampingan dilakukan
Terlaksananya penguatan SPIP dan Evaluasi Pencrapan SPIP OPD Pendampingun dan 0 0 35 [ 35 Rp30.000.000 Inspektorat Inspektorat
Terintegrasi Evaluasi Penerapan SPIP
Terintegrasi
* Melibatkan unsur pejabat
Perangkat Daerah dalam
Pengelolaan Risiko dan
menekankan kepada
Prangkat Daerah dalam
materi sosialisasi bawa
Pejabat dalam suatu
Perangkat Daerah adalah
Unit Pemilik Risiko sehingga
Tingkat harus ikut andil dalam
Maturitas Identifikasi Risiko, FGD dan
Penguatan implementasi Sistem penyusunan RTP serta lebih
sistem pengendalian Pengendalia 3 memperhatikan risiko Fraud
intern pemerintah (SPIP} n Intern dalam penyusunannya . .
Pemerintah * Penyusunan Risiko Laporan ﬁ?iﬁ;ﬁ:ﬁ;ﬁﬁm o 0 0 1 1 Rp105.200.000 Bagian Adm. Bagian Adm. Pemb.
(SPIP) berdasar Critical Success ¥ Rmio ue y pAUS.£L0. Pemb. Setda Setda
Factor dan difasilitasi dalam i
sistem SARKEMIS
* Membuat Arah Kebijakan
supayva Perangkat Dacrah
lebih terbuka terhadap
kemuungkinan risiko fraud
dan taging fraud akan
dimulai saat identifikasi
risiko sampai RTP
* Penanganan realisasi
capaian Sakip dibawah 70%
wajib membuat Keterjadian
Risiko (AB3) dan
mencatatnya sebagai risiko di
tahun berikutnya
Terlaksananya kolaborasi peningkatan Melaku?(a{l evaluasi atas Jumiah OPD/Unit yang
kualitas tindak lanjut pengaduan kpiﬁx‘fn“;‘;"l ukan dan OPD menyelesaikan aduan 121 121 121 121 484 RpO Diskominfo SP Diskominfo SP
”[I“mgl:: masyarakat berbasis Tl konsultasi setiap bulan sekali yang masuk
inde — -
Lanjut Bimtek Peningkatan Jumlah Pe:lc:;_Bnn;k
Penguatan Pengelolaan Pengaduan 5 Kapasitas SDM Pengelola _orang ;\;angfmem- 1ami pe k;ia 125 0 4] 0 125 Rp41,037.500 Diskominfo SP Diskominin SP
Pengaduan Masyarakat Masyarakat - B T Aduan dan fungsi shg penge
(LAPOR) aduan -
y N jumlah Perwali
g).an%;:g(ah Review Perwali No 8.1 tah Pengelolaan Aduan
1 A o Dokumen | Masyarakat yang lebih 0 0 o 0 0 Rpo Diskominfo SP Diskominfo SP
- 8 luas pengaturannnya
yang diterbitkan
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OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR TAzl;ng QUTPUT UTAMA RENCANA AKSI e ™
SATUAN INDIKATOR TWI1 TWII 1 w TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
Fvaliasi Pelnksana: Julab kaporan hsil
svatias Feiksanasn Laporan pengelola aduan kebih 1 1 1 1 4 RpO Diskowinfo 5P Diskominfo SI°
Pengelolaan Aduan Divik
koordinasi dan konsultasi jumlah dokmen hasit
dengin kemenpan ibh dan Dokumen sinkronisast aplikasi 0 0 0 0 4] RpO Diskominfo SP Diskowmifo SI°
keme nkowinfo Ulas dan SPAN Lapos
- " i X . " e, Julah Laporan Hasil
ICr‘le:-dH.?ll_\ﬁ monitoring dan evaluasi Mflaknkan nemeriksaan Laporan Pemeriksaan Tujuan 3 3 3 3 12 Rp88.500.0060 Inspekiorat Inspektornt
ajan pengaduan masyarakat mjuan tertentu/ khusus A
’ Tertentn/ Khusus
Melakukan Koordinasi, P I
Monitoring dan Evaluasi J\lmlah‘ aporan Capaian
Terlaksananva Survei Penilaian Integritas ey R Laporan Aksi Pencegahan 0 0 4] 1 1 Rp355.590.000 Inspektorat inspektorat
serta Verifikasi Pencegahan K e 3
. . orupsi Kota Surakarta
| dan Pemberantasan Korupst
Sosizlisasi Anti Ko Lde Jumnilah Laporun
postuisisl Anll horupst dan Laporan Pelaksanaan Sosialisasi 0 0 0 2 2 Rp31.200.000 Inspektorat Inspektorat
Whistle Blowing System e . YN
? Anti Korupsi dan WBS
jumbd dokumen
polaksanaan money
1o an Bviduasi PP L oterhkos - . . . o
Mn)m(ullﬂg dan {»v vuasi PO Kegintan Ketehtk r} e ferkortuast 1 o 1 o 2 RP750.000 Diskominfo SP Diskomingo S¥
dilaksanakan per semester Publik di semua
perangkat dacrah
kategori informatif
Kegiatan pengelolaan
Survei . keterbukaan informasai
Penguatan Upaya Penilaian 830 Dlgtek penguatan pengelola Kegiatan | i PPID Pelaksana 1 0 ) 0 1 Rp3.4145.000 Diskominfo sp | Sclusuh Perangkat
Pencegahan Korupsi Integritas : PID belaksana berjalan sesuai Dacrah
{SPn ketentuan
kegintan nji konsckuensi
Uji Konsckueusi PPID dokumen !neughns_llkm\ dokumen 1 0 o 0 ! Rp 14,680,000 Diskowinfo SP Sehnuh Perangkat
informasi yang Daerah
dikecualikan
juinlah kegintan
Sosinlisasi Penanganan . sosialisasi penanganan s .
Benturan Kepentingan kegiatan henturan kepentingan ! 0 0 0 ! Rp7.100.000 BRPSDM BRESLM
vang dilaksanakan
jumlab doknmen
e Dt implementasi .. - .
hmpleme m'.hl I prugan dokumen penanganan benturan (] 0 1 0 1 RpQO BRKPSDHM Seluzul perangkat
Bentuwran Kepentingan : i dacral
kepentingan vang
; disnsun _
jumnlah dokumen
Monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi
| bernturan kepeutingan i benturan kepentingan di . i
| oc .
H fingkungan Pemerintah Kota dekumen lingkuugan Pemerintah o o © i i Rpo BRPSHM LrrsbM
Sunkarta Kota Surakarta vang
disusun
N arna R e Indeks : ok cr i cees fortn el kelsiioalea ) e Penmvusunan SFE Pedoman Jumlah SE Pedoman . .
Pelaksanaan Tata Kelola 60 Terlaksuananya tata kelola kebijakan yvang Umum Formulast, Dokumen Umum Formulasi, 0 0 1 o N RP2.000.000 Uagm;z IIl‘ukuul Bdg]‘::‘llkililkllm
Setda Setde

Kebijukan Publik

Kualitas
Kebijakan

baik {cvidence based policv)

Implementasi, Evaluasi

Implementasi, Evaluasi
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TARGE OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 20:4T OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ™ ™
SATUAN INDIKATOR TWI TWII m v TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
Kinerja dan Revisi Kebijakan Kinerja dan Revisi
) 1 ]
Publik Dacrah Kebijakan Publik Dacrah
yaug tersusun
. Jumliah Sampel Produk ; Selur
Pengukuran [KK (self Doknmen Hukum Dacrah vang 0 [¢] 0 1 1 Rp5.000.000 Baglaj‘x Hukum Seluruh Perangkat
Assessment) divkur - Setda Daerah
Jumlah Sampel Produk Perungkat Dacrah
Peangukuwan KK berdasarkan 1tukum Dacral yang Bagiun Hukum pemrakarsa Produk
tincline LAN Dokumen terpilih LAN untuk 0 0 0 0 0 RpO Sctdu Hukum Dacrah
diukur icrsampling
P Juwlah Laporan Bagian Hukum Bagian Hukum
Fvaluasi IkK laporan Pelaksanaan Evaluasi 0 0 0 0 0 Rp0 Setda Setda
1. Harmonisasi dan
X sinkronisasi peraturan Jumlah Laporan Hasil . .
Terlaksananya Pembentukan l?‘t‘mmmn dacraf/ Perwali yang skan Laporan H onisasi 5 5 5 5 20 Rp10.000.000 Bagian Hukum Bagian Hukum
Perundang-undangan yang baik Y Al - Setda Sctda
disusun atau diajukan Perda/ Perwali
Pelaksanaan indeks vrabees b res
. pembahasan.
Pembentukan Pernturan Reformasi 70 T -
, - . 1. Evaluasi terhadap
Perundangan-undangan Hukum Terlaksananya monitoring dan cvaluasi peraturan daciah vang sudah
pelaksanaan tata kelola kebijakan dan . AT Jumlah Laporan Akhir ; Bagian Hukmn Bagian Hukum
pembentukan peraturan perundang- m.lak Sf;su‘u d_ulgd" Laporun Fvaluasi Perda ¢ 0 < 0 2 Rp38.400.000 Setda Setda
undangan peraturan perundang-
undangan
. Jumlah dokumen
Terscedianya Kebijukan Arsip Digital Mmpusnn dokumen . Dokumen kebijukan pengelolaan [¢] [¢] 1 [¢] 1 Rp50.000.000 Dispersip Seturih Peranghat
¥ kehijakan pengelolaan arsip arsip yang diterbitkan Daerah
— R Mouitoriug d'fm CVE}lllHSi Jumlah instansi vang K
r.“k.‘.kbdumlya. inonitoring dan cvaduasi Iijk mu“d?‘ bk.anN_D.l ) Instansi dilakukan monev 0 15 60 o] 75 Rp30.000.000 Dispersip Seluruh Perangkat
Kebijakan Arsip Digital Sistew Informasi Rearsipan Implementasi Srikandi Dacrah
Dinamis Terintegrasi {¢-office) P o
x(xl:‘:i\j’;‘ (::‘:xl E:,\‘f:i:l' Jumiah dokumen monev Scluruh Perangkat
s Ao, peigawis Dokumen kearsipan internal dan 0 0 0 1 1 Rp62.000.000 Dispersip ; 8
: Tingkat kearsipan mternal dan Dactuh
Pelaksanaan Arsip P - “ksternad eksternal
Digital Dlgllﬂlllsdbl 86,5 cksterin
Arsip Menginventarisic kebutuhan
layanan luin untuk
diintegrasikan dengan Instansi \;\)111'1;(1:11' };ckr;ﬁi;\‘n& 0 0 ¢ 106 106 Rp30.000.000 Dispersip Selun[\j) f:;i’ngkm
layanan kearsipan cksisting plikasi = a
{Aplikasi TNDE)
Menginventarisiv kebutuban
Layanan-lain untuk
. Jumlah pengguna = : : Seluruh Perangkat
diintegrasikan dengan orang A . 0 o] 0 50 50 Rp36.413.700 Dispersip .
ayanan kearsipan cksisting layanan SIKN/JIKN Daerah
SIKN/JIKN terintegrasi ANRI
. o Julah Perangkat
el ot om e les o Pembinaan Statistik Sektoral e I i ol . )
Tingkat Te lb(,(lkulyv.l Kebijakan Penyelenggaraan Rabu Cantik di Perangkat }le{lskill (lc:l(Jle: yang mu.xd<j1pdt 9 8 o o 17 Rp5.300.000 Diskominfo SP Seluruly Perangkat
K . datu statistik scktoral Paerah Kota Surakarta Dacrali peinbinaan statistik Dacrah
Pelaksanaan Data P\rma‘:ngan 25 : scktorul Rabu Cantik
Statistik Sckioral ?"'W: ngg_alr " N
3 5 i B N 7 Bimtck penyusunan Jumlah pengelola data i Seluruh Perangkat
Scktoral metadata indikator, kegiatan, orang vanl:; u:cr;;i}?uli hix(mck [ 0 60 0 60 Rp12.780.000 Diskominfo SP un:)at::h ks
variabel b
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TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 2025 OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ™ ™
SATUAN INDIKATOR TWI TWII m 1w TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
Bimtek Peningkatan
. i : Jumlah pengelola data
Rapasitas Aparatur orang yaug mendapatkan 0 60 0 Q 60 Rp12.780.000 Diskominfo SpP Scluruh Perangkat
Pemerintah Kota dalam Deningkatan kapasitas Daerah
Pengelolaan Data Sektoral peighs b
Penilaian kematangan ;I(::qla}gnk;f:ﬁtan Lomba
penyelenggaraan statistik kegiatan ; e & 0 0 0 1 1 Rp16.250.000 Diskominfo SP Diskowinfo SI’
sckioral Pen_\_f enggaraan
: : Statistik Sektoral
Terlaksananya monitoring dan cvaluasi Evaluasi Penyusunan Jumlah kegiatan
criaxsanany ring ca Metadata Kegiatan, Indikator, kegiatan evaluasi penyusunan 0 0 1 0 1 Rp13.600.000 Diskominfo SP Diskominfo SP
penvelenggaraan data statistik sektoral .
dan Variabel me tadata
Terlaksananya pengadaan harang dan jasa Pewenuhan Indcks Tata Nilai Hasil Penilaian Pcigilr?':;n Bagian Pengadaan
pemerintah S’ang baik ;:i’a Pengadaan Minimal Nilat ITKP oleh LKPP o 0 0 70 70 Rp487.386.000 Barang dan Jasa Barang dan Jasa
Setda
3 .. i . H q i
i Evebngs Peme i+ Jumlah kegiatan Pengatuw | Pagian Pengataan
. N ot g A Kegiatan surveilens 180 17 0 [¢] 0 0 0 RpO Barang dan Jasa
Standar LPSE (Surveilens 1SO Standar Lavanan LPSE Barang dan Jasa Setd
17 Standar Layausan LPSE) ! o Sctda wetda
B . R Jumiah aplikasi Bagian
Pemeliharasn aplikasi > . : .
pendukung Pengadaan Aplikasi penduknng Pcnga(laan 0 0 o} 1 1 Rp735.150.000 Pengadaan Bagl_an Pengadaan
barang dan jasa vang Barang dan Jasa Barang dan Jasa
Barang dan Jasa AN "
terpelihara Setda
Pembinaan/ sosialisasi Jumliah Pejabat Pembuat Pc%qﬁz‘f'm Scluruh Perangkat
Pejabat Pembuat Komitmen Qrang Komitmen dan PPBJ 162 [¢] [¢] [¢] 162 Rp78.057.000 aran g:h‘n‘ Tasa y Dact r}(]u L
dan PPBJ yang dibina o ’gc'lc‘ln e acra
Penguatan Pengadaan Indeks Tata Bagian
Barang dan Jasa Kelola 70 . S Jumlah kegiatan Peugadaan Bagian Pengadaan
. 2.630.
Pemerintah Pengadann Pelaksanaan Clearing House Kegiatan clearing house 1 1 1 1 4 Rp42.630.000 Barang dan Jasa Baraug dan Jasa
Scida
i Bagian ;
. . . Jumlah OPD/unit Bagian Pengadaan
et an cRats oP . ! _ Pengadas
L(;:iampmgam chatalog ifilatlll:l penyedia yang dilakukan 2 25 25 25 100 Rp26.300.000 Bmttilgjfﬁaj{ < Barang dan Jasa
penyedia pendampingan ekatalog w S%L 1:13 vasa Setda
Jumlah Orang yang Bagian
Sosialisasi Pengadaan mengikuti Sosialisasi - Pengadaan Seluruh Perangkat
(¢} 2 5.757.
Barang/Jasa TAng Pengadaan Barang dan 0 0 162 0 162 Rp75.757.000 Barang dan Jasa Daerah
Jusa Setda
Jumlah Orang vang Bagian
Peningkatan Kapasitas 3 mengikuti Peningkatan = Pengadaan Seluruh Perangkat
7 4 O 3 . . X
Pengadaan Barang/Jasa Orang Kkapsitas Pengadaan 0 0 0 30 Rp38.615.000 Barang dan Jasa Daerah
Barang dan Jasa Setda
S - - T T - ST - - - 4 Bagian -
) . Jumlah OPD yang | ., 5
Asistensi Pengadaan OPD/unit | mendapat asistensi 100 0 0 100 200 Rp17.860.000 Pengadaan Seluruh Perangkat
Barang/Jasa . " y Barang dan Jasa Daeral
pengadaan harang/jasa Setda
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TARGE OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 202 4T OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ™ ™
SATUAN INDIKATOR T™WI TWII i v TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
Bagian
Jumlah OPD yang - - .
Pelatihan Sinp OPD/unit | mengikuti Pelatihan 100 0 0 100 200 Rp9.911.000 Pengadaan Scluruh Perangkat
X Barang dan Jasa Daerah
sirup Sctda
Bagian
. : Jumlalr OPD yang Pengadaan Seluruh Perangkat
Review PDN Barang Jasa OPD/unit ditak ukan review PDN 160 4] 0 0 160 RpO Barang dan Jasa Dacrah
Sctda
Melakukan revin tata kelola . Laporan Hasil Revin tata 5 §
PRJ Laporan kelola PRJ o] 0 0 1 1 Rp4.650.000 Inspektorat nspektorat
Terlaksananya monitoring dan evaluasi Monitoring dan Fvaluasi Jumlah laporan rakor P nag‘;‘:’m Bagian Pengadaan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pcn'"ﬁ: ’né R('w-n; N dq‘" Jasa Laporan Mouev barang dan jasa 1 1 1 1 4 Rp39.632.000 Ra ('ng;(' ‘]' Jasa Barang dan Jasa
serta pengelolaan kenangan dan aset gadaan barang aan Jas yang terlaksna m"gct(‘;; i Seida
Jumlah OPD/Unit vang
Terlaksananya monitoring dan cvaluasi Monitoring dan cvaluasi . dilakukan monitoring R . Seluruh Perangkat
pengelolasn keuangan dan aset Pengelolaan Keuangan OPD/unit dan evaluasi pengelolaan 161 161 161 161 644 Rp564.853.000 BPKAD Daerah
keuangan
Jumlah OPD/Unit vang
l\flomlormg dan evaluasi OPD/unit dilakukan wonitoting 161 161 161 161 644 RPS01.340.000 BPKAD Selurub Perangkat
Pengeloluan Aset dan evaluasi pengelolaan Daerahi
aset
. 3 T Laporan Hasil Reviu
M"hku}(“m nvx.u Laporan Laporan Laporan Keuangan 1 (V] 9] [¢] 1 Rp70.000.000 Inspektorat Inspektorat
Keuangan Dacrah
Daerah
Mclakukan reviu tata kelola Laporan Hasil Reviu tata .
BMD Laporan kelola BMD 0 0 1 [} 1 Rp4.650.000 Inspektorat Inspektorat
Pengnatan Pengelolaan - . .
Keuangan dan Aset Opini BPK wre
sl b ot treative st o bl . Pelaksanaan Pengelolaan Jumlah OPD/Unit vang . 1o ;
Tedaksananya pengelolaan keuangan dan Kenangan Sesuai aturan OPD/unit | melaksanakan 161 161 161 161 644 Rp325.000.000 BPKAD Seluruh Perangkat
asct yang baik ) ; Dacrah
vang berlaku pengelolaan keuangan
Pelaksanaan Pengelolaan Jumiah OPD/Unit vang Seluruh Perangkat
Aset Sesuai aturan yang OPD/ unit melaksanakan 161 161 161 161 644 Rp605.015.400 BPKAD ) &
J Daerah
beriaku pengelolaan Aset
Jumlah paket
Melakukan pemeliharaan dan pemeliharaan dan
pemutakhiran serta pemutakhiran serta
perbaikan sistem ket perhaikan sistem ' e Q o 1 Rp75.000.000 Bagian Bagian Organisasi

PETENCATIAAT, PETIZATIZRATATI,
dan Kinerja berbasis
Elektronik

perencanaan,
penganggaran, dan
Kinerja berbasis
Elektronik

Organisasi Setda

Setda




29

TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 2024 QUTPUT UTAMA RENCANA AKSI g ™
SATUAN INDIKATOR T™WI T™WH 1 w TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
Tingkat
tindak lanjut
rekomendasi Terlaksananya Monitoring dan Fvaluasi Melaksanakan Kegiatan S Jumiah pelaksanaan bar R
Hasil 96 Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK Rakorwas Regiatan Kegiatan Rakorwas ! ! 1 1 4 Rp2.800.000 tnspektorat fnspekionat
Pemeriksaan
BPK
88.2: Budaya Blrokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional
. . . . . Jumlah kegiatan .
Trrse{llallya kebijakan penataan jabatan Pemhfn:lan jabatan kegiatan pebinaan jabatan 1 0 0 0 1 Rp5.750.000 BKPSDM Seluruth Perangkat
fungsional ASN fungsional i Lo Daerah
ungsional
. jumlah kegiatan
Workﬁhop tmtik jabatan kegiatan workshop untuk jubatan 0 4] 1 0 1 RpO BRPSDM Seluruh Perangkat
fungsional S i 3 Naerah
fungsional penye laraan
Terlaksnnanya Monitoring dan Evaluasi ;\::1‘:‘:5;l)ltﬁé::ddk::i'il::“ iumlah Kegiatan ven,
implementasi penataan jabatan fungsional o I, g‘pc al | kegiatan i ks l!(i yuug 1 0 0 0 1 RpO BRKPSDM BRPSDM
ASN permenpan notwor 1 tahun d sannkan
2023
wmengkikuti penifaian sistem
. . werit pada arca ketiga ‘b
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi NN e . Jumlah dokumen yang . BKPSDM
implementasi ajemen talenta ASN pengetubangan kavir dan ) Dokuinen Jisusun 0 0 1 o] 1 Rp29.010.000 BKRPSDM
sclama melakukan penilaian
sclatu_melakukan moncev
Tersedianya kebijz ) kescjahte 1+ ASN pemberian [wr:thug;mn bagi kegiatan J\}mlah kegiatan vang 9 o 1 o 1 Rp. 60.086.412 BKPSDM Scluruh Perangkat
ASN Berprestasi dilaksanakan Dacrah
1. Penataan Jabatan
Fungsional 2. Penguatan
Manajemen Talenta ASN Indeks 5 pembekalan bagi ASN o jumlah kegiatan yg . b
3. Pengelolaan Kineija Sistem Merit a24 menjelang purna tugas kegintau dilaksanakan 0 ! 0 0 ! Rp142.912.624 BRPSDM BRPSDM
Pegawai ASN 4. pendampingan
s 2 Ji% 't o 4 M o 7
Penguatan Sistem Merit kewirausahnan bagi ASN doknmen | Uil dokumen yang 0 0 1 0 1 Rp51.870.470 BRPSDM BKPSDM
purna tugas
Tem:lc'l.lggm:m\ya l.nym‘mn dokumen jumlah dokumen yang 0 o 0 1 1 Rp14.795.400 BKPSDM Selumh Perangkat
Administrasi ke pegawaian tersusun Daerah
Terlaksananya kebijakan wntang perumusan kebijakan Jumlab laporan yang . .
pengelolaan kinerja pegawai ASN pengelolaan kinerja Dokumen disusun ! 0 0 0 ! Rp1.913.000 BRPSDM BRPSDM
jumlah kegiatan evaluasi
evaluasi penilaian kinega kegiatan penilaian kinerja yang 0 1 (o] [¢] 1 Rp22.550.000 BKPSDM Seluruh Perangkat
. Daerah
dilaksanakan
jumdah dokumen
(‘oa("huu'; r'izux L.uc‘ufoung dokumen (\').'«"huu'g dann wetoring 0 0 0 0 0 RpO BKPSDM Selurubh Perangkat
peningkatan kincega peningkatan kinerja Dacrah
B N ) - o yang disusun ] ;s o N _ o ~ o - . o » _
jumlah dokumen uji
uji kesehatan bagi PNS sakit dokumen keschatan bagi PNS 0 0 0 1 1 Rp9.976.260 BKPSDM BKPSDM

sakit yang disusun
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OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR | THEO8T OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI —
SATUAN INDIKATOR ™1 TWII m v TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
jamlah dokumen hasil
pemeriksaan tes narkoba . pemeriksaan tes . SN
hagi ASN dokuwcn narkoba bagi ASN yang o 0 0 0 0 Rpo BRPSDM BRPSDM
disusnn
Menyusun info faktor jabatan Jumlah dokumen Bagian Bagian organisasi
(bagian organisasi berkaitan dokumen evaluasi jabatan yan, 0 o} 1 0 1 Rp187.000.000 aglan Sctda Kota
48 J yaug P Organisasi Setda
dengan evaluasi jabatzug) disusun o Swakarta
Teraksanauya Monitoritig dan Fvaluasi FGD cvaluasi pclaksanaan J;‘:;f-hﬂaigglc:caﬁllis:i&ux Seluruh Perangkat
implementasi manajemen kescjahteraan semberian !E’Lh aan kegirtan ¥ o l;ax aan ‘\'au 0o 0 0 1 1 Rp5.312.524 BRKPSDM ! Daeral
ASN dan pengelolaan kincija pegawni ASN pe pengharg pengharg yang acrali
dilaksanakan
Terluksanannya Pembinaan dan Menyusun Doku.mvn jumlah dokumen
N . Rencana Suksesi untuk ] ;
Pengawasan implementasi sistew merit dan . dokumen rencana suksesi untuk 4] 0 0 1 1 RpO BKPSDM BKPSDM
N . < menduduki jabatan (talent . e
sisten manajewcen ASN pool) talent pool yang disusun
junmlah doknmen
tencana kebutubhan,
Menyusun dokumen jenis dan jumlah jabatan = o T ‘bg
perencanaan kebutuhan ASN Dokuaien untuk pelaksanaan 1 o 0 0 1 Rp45.036.700 BRPSLM BRPSDM
pengadaan ASN vang
disusun
Pembangunan dan Jumlah sistem informasi
Pengembangan aplikasi paket kepegawaian vang 0 2 2 1 S5 Rp230.000.000 BKPSDM BKPSDM
SIMPEG dikelola
jumlah laporan terkait
o . ; se -
}'cugek)lm‘m Data laporan pcugo]a.h§D data o 0 o 1 1 RpO BKPSDM Seluruh Perangkat
Kepegawaian kepegawaian vang Daerah
terlaksana
- . jumlah dokumen monev - .
M"L"l‘('::]‘:“il:“:l"::]“‘::‘ dokumen | pelatihan yang 0 0 0 1 1 Rp8.688.800 BKPSDM Selur ‘3‘ pﬁ‘l“"gk‘"
pela an peiatihy dilaksanakan actab
jumlaly laporan hasil
Pengembangan kompetensi pelaksanaan
ASNg suajllliida.n ‘L s laporan pengembangan 0 0 3 [ 3 Rp1.019.353.200 BKPSDM BKPSDM
e B tug komnpetensi ASN sesuai
bidang tugas
jumlah dokumen
Menyusun dokumen analisis analisis kescnjangan . —
kesenjangan kompetensi dokumen kompetensi (pendidikan) 0 0 0 1 1 Rpo BRPSDM BRPSLM
vang disusun
Terlaksananya monitoring dan evaluasi enilaian mandid sistein jumlah dokumen
laksanaan Sistem Merit dan Sistemn | penwm I T dokumen | penilaian mandiri sistem | _ 0 0 1 o 1 .040.000 . BKPSDM BRKPSDM
i = - pe - mert .
Manajemen ASN merit vang disusun
Ny . jumlah kegiatan
Pelaksanaan Core Indcks Terlaksananya Survei Nilai Employer Melaksanakan kegintan : ] i . s scluruh perangkat
Valucs ASN BerAKHLAK 67 Branding dan Indeks BerAKHLAK sosialisasi perwali kode etik kegiatan :"ui'ahsas‘ penvai kode 0 0 0 1 1 Rp1.800.000 BKPSDM dacrah
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r OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2024 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR | TARGET OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI p——
SATUAN INDIKATOR TWI TWII 1 v TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
Jumlah kegiatan
Sosialisasi Tim Agen . sosialiasi agen = - seluruh perangkat
Perubaban kegiatan perubahan yang 1 0 0 1 2 Rp8.450.000 BKPSDM Ao
dilaksanakan
: o Yo Jumlah Laporan ot i
{)‘ffl;l‘:‘;;i‘;‘:‘ Budaya Kerja Laporan | lmplementasi Budaya 1 1 1 1 4 Rp10.600.000 oo Sc‘““g;fpﬁg‘““km
> Keija ber-AKHLAK & )
Monitoring dan evaluasi ;ggztlahp;pg:fg;;o?: x‘]"a
penerapan Budaya Kerja di P : - Bagian seluruh perangkat
Lingkungan Pemerintah Kota Laporan di ngku’ngnyn 0 0 1 0 ! Rp75.000.000 Organisasi Sctda daerah
Surakarta Pemerintah Kota
Surakarta
Pelaksanaan Pelayanan
Publik Prima : Pemantauan dan Evaluasi .
Terbangunnya Manajemen Pengetahuan . . . Bagian seluruh perangkat
(mek‘} dge Manoage n’1 on) Pe]avgnan bupi | Kineria Penyelengaraan Dokumen | Jumilah Laporan PEKPPP 0 0 1 0 1 Rp100.000.000 org ani:gsi Setda dac";h 8
- Pelayanan Publik .
Penyusunan Peta Proses ;:zlg};)::l;ﬁzc;n%s Bagian seluruh perangkat
P:Il;%:isan 4.68 g:ls:(:;al:;n;xﬂg:’l])kota dokumen bisnis Pemerintah Kota 0 0 o 1 1 Rp250.000.000 Oxgam'sési Setda daerah
‘P|;blik ’ i Surakarta dan OPD
o . Jumlah dokumen :
Monitoring dan Evaluasi peta Bagian seluruh perangkat
proses bisnis dan SOP dokumen laporan money peta 0 1 0 0 ! Rp0 Organisasi Setda daerah
proses bisnis dan SOP
Monev penecrapan Sistem Jumlah laperan monev Bagian seluruh perangkat
Kerja Laporan penerapan Sistem Kerja 0 0 0 ! ! Rp0 Organisasi Setda daerah
e . , Monitoring dan Evaluasi
Terdaksananya Evaluasi atas Kepatuhan Standar Pelayanan di Jumijah laporan monev Bagian scluruh perangkat
Standar Pelayanan . p . . Dokumen D Ao G 0o 1 0 0 1 Rp40.000.000 Organisasi Setd d
kemeuterian/ lembaga/ pemerintah dacrah Lingkungan Pemerintah Kota SP dan SOP rganisasi Setda acrah
Surakarta
Tingkat
Kepatuhan
Standar 94,66
Pelayanan Melakukan cvaluasi atas
Publik penanganan L Jumtiah buku apalisis " 1 y Selunib Perangkat
keluhan/masukan dan v aduan B B B ' * Rpa:S9U000 Disko oSt Daerah
konsultasi setiap bulan sekali
. Pelaksanaan Survei .
Terlaksananya Survei Kepuasan - 3 . . Bagian seluruh perangkat
Masyarakat l;:tg;?lsnan Masyarakat 4 kali Laporan Jumlah Laporan SKM 0 1 0 1 2 Rp75.000.000 Organisasi Setda dacrah
Survey s - s JEOR _ e ] _ I & _ | _ 1 . 5 I . N
Kepuasan
Masyarakat 87 N o R
)K b Terlaksananya monitoring dan evaluasi
(SKM) terhadap budaya Pelayanan prima pada Pelaksanaan monev SKM Dok 0 Jumlah Laporan tinjut o 1 0 1 2 Rp100.000.000 Bagian selurub perangkat
seluruh kementerian/lembaga/ pemerintah seluruh UpPP oxume hasil SKM P ! : Organisasi Setda daerah
daerah

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023




32

Tabel 3.7. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2025

TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2025 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 202: OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ™ w TW‘\r T T
SATUAN INDIKATOR TW1 , n l I j w l TOTAL } JML ANGGARAN KOORDINATOR } PELAKSANA
i
88.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel
Terscd is " Nty P . cocler] P n S cali Pers ..
lgmulm%x) a kebijakan ptu)l:(lklllculddll Penvustinan kehijakan Juu?l‘\l) Perwali Peraturan ] )
biokrast (Penyederhuaan Struktur Pembentukan, Kedudukan Walikola tentang Bagian Bagian
Penyederhanam Organisasi)/ tansformasi organisasi berbasis Sustman (); ;;n:‘m T ’ a:a Dokumen Pembentukan, Kedudukan, ¢] 1 0 0 1 Rp200.000.000 Organisasi Organisasi
Biroktusi kincija dan agile pada ;IR’I; Fungst Erﬁ}‘l"li‘("—l :5 .a Susunan (rganisasi, Tugas Setda Setda
(Penyederhanaan Persentase kementerianflembaga/ pemerintali dacrah ST SE o o dan Fungsi Scita Tata Kegju
Struktur Penyederhanaan 100
Organisasi)/ tansformasi Struktur Biroksasi* Penilaian M 3
organisasi beihasis Terlaksannya monitoring dan cvaluasi Penilaisin Maturilas enilaian Maturitas .
kinerjacdan agile implewentasi kebijukan penyvederhaneaan Kelemsbagaun pada Perangkat Relemhagaan pada Bagian Seluruh
npees Yitka pei B HADUBHL | 8 Nokiimen Perangkat Daerah di 0 ¢} 0 1 1 R 150.000.000 Organisasi Perangkat
birokrusi pada Daucrah di Lingkungan N - .
5 . § N - O . Lingkungan Pemerintah Setela Daerah
kewenterian/ lembagaf pemerintah dacraly Pecrintah Nota Surakarta . N
Kota Surakarta
Tersedimyva kebijakan sistemn kerja berbasis . . Jumlah penctapan SK Sclnruh
fungsional dan kincrja (transformasi squad }’f““ usunan kebijakan Dokumen Ketua Tin kerja Pesangkat 1 [¢] 4] 4] 1 RpO BRPSDM Perangkat
; X Sistem herja
wodel) pada lastansi Pemerintah Dacrah Dacraly
Tersedianya sistem informasi vang Penvisunan alur Jumlah dokumen alur
mendukung kebijakan sistem kerja baru pembentukan PORJA atau Dokumen pemchentukan POKRJA atan 0 Q 0 4 0 RpO BRKPSDM BKPSHM
dengan maodel fleksibel bagi pegmeai ASN Tim kerja Tim Kerja
Pelaksanaan Sistem Tingkat Capaian Tersedianva kebijakan model jabatan . persentase ASN vang sudah
Kerja Baru denge Sistem Kerja untuk . . 5 S Pencrapan Manajewmen N . - - . .
Ja Baru deugan isteln heja wiiu 3 fungsional baru (job family based on Talenta ASN Persen dipetakan berdasarkan 0 0 0 85 85 RpO BKPSDM BRKPSDM
wodel fleksibel bugi Penyederhanaau competence domain) ’ o kinerja dan kompeteusi
Pegawai ASN Birokrasi*
Tersedianya kebijakan terkait sistem keja Evaluasi lmplementasi Jumlah kegiatan terkait Perangkat
baru dengan model fieksibel bagi pegawai y asi fmple] . kegimman evaluasi implementasi 0 0 0 0 0 RpO BKPSDM Dacrah
Jadwal Kerja Khusus (Shift) . . .
ASN Jadwal kegga khusus/shift Tertantu
Terlaksananya monitoring dan cvaduasi
unplemer t kebijakan sistew kerja pasce Jumlah kegiatan BRPSDM dan BRPSDM dan
penyederhaniim birokrasi dan sistem ke Monev Efcktivitas Tun Kerja kegiatan wonitoring duan cviduasi Y] 4] [¢] 1 1 Rp0O Bagian Dagian
basu deaganwodel fleksibel bugi pegawai clektivitas Tim Kerja Organisasi Qrganisasi
ASN
rms_“llw‘~‘a kebijukan Arsitektur SPBE Review Arsitektur SPBE Dokumen ),um]"_‘h dokumen review 1 i 0 O 2 RpS.000.000 Diskominfo SP L?lskomux]\)
Nasional SPBE sp
. . . IR Jumlah dokumen Reviu . .
Pelaksanaan Arsitektu Indeks SPBE 3,8 Reviu Peraturan Wali Kota dokumen | Peratwrun Wali Kota 1 1 0 0 2 Rp3.000.000 Diskominfo SP Diskominfo
SPBF, Nasional Surakarta tentang SPRE s sp
tentang SPBE
. . Jumlah Dokumen Reviu . L
2 -bijakean T
l\lnvxu .k( bud,kd“ .l un Dokmnen Kebijakan Tim Koordinasi 1 0 ] 0 1 Rp3.000.000 Diskominfo SP L?lskum1lxlo
Koordinasi SPBLE SPBE sp
L.._ 1 1 . . L 1
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OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2025 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR T oas OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI T T W
SATUAN INDIKATOR TWI1 I 1 v TOTAL JML ANGGARAN KOORDINATOR PELAKSARNA
. - . e Jumlah Dokumen Reviu . .
FLVIEI kebijakan Tim Asscsor Dokumen | Kebijakan Tim Assesor 1 0 0 0 1 Rp3.000.000 Diskominfo SP Diskominfo
nternal SPDBE o Tyiat SP
Internal SPBE
Reviu Kebijakan Jumiah Dokumen Reviu Diskomitf
Penyelenggaraan SPBE Kota Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan [¢] (4] 0 0 0 RpC Diskominfo SP Sll" omiuio
Surakarta SPBE Kota Surakarta i
Terluksananya inisiatif Strategis Arsitcktur Y Jundah dokumen . .
SPBE Nasional yang ditargetkan dajam ;;12:::“(2?: ‘:?l:]‘::s;;?l Dokumen peluksanaan unswe tata 1 1 1 4] 3 Rp5.000.000 Diskominfo SP Q;Dskommfo
kebijukan Arsitekiur SPBE Nasionad ’ ) ’ kelola SPBE i
U Jumlah dokumen ’ o . . Diskominfo
Pelaksanaan audit TiK Dokumen pelaksanaan Audit TIK (4] 1 0 0 1 Rp2.000.000 Diskominfo S Sp
. Jumiah dokumen Selwruh
el . ang
}‘cldk‘sandan Manajemen Dokumen pelaksanaan Manajemen o] 1 1 0 2 Rp2.000.000 Diskominfo 5P Perangkat
SPBE -
SPBE Daerah
Terlaksananya monitoring dan evaluasi - e ruali Deets Jumlah dokumen i .
implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Mf’““”‘““% d‘u‘l Evaluasi Peta dokumen Monitoring dan Evaluasi 0 1 0 o] 1 Rp75.000.000 Diskominfo SP L‘)lbkommfo
. Rencana SPBE sp
Nasional Peta Rencana SPBE
. Jumlah dokumen . .
P_(‘]aksan.mn Fvaluasi SPBE Dokumen | pelaksanaau Evaluasi SPBE 1 1 1 1 4 Rp10.000.000 Diskominfo SP l?lskounnfo
Kota Sumkarta 3 A sp
Kota Surakarta
Terscdianva kebijakan penguatan Penvusunan Surat kdaran Jumlah Surat Edaran Bagian Ragian
a;‘;lltﬁf)i]it;s kinJ:: o ! -1g~in‘l'ah (SAKIP) Sekretaris Daerah tentang dokumen | Sekretaris Dacrah tentang 1 0 0 [¢] 1 Rp1.000.000 Organisasi Orga sasi
AbHite A pemenntah SAKIP SAKIP vang tersusun Setda ganisas
Peuyclenggaraan Workshop Jumlaly Pescrta Workshop Bagian' Bagiun
AT Orang o L AL 1 0 100 0 0 100 Rp28.000.000 Organisasi AT
Pelaksanaan Sistem cSAKH yang memaheauni ¢SAKIP Setda Organisasi
Akuntabilitas Kinerja - . - e
Instansi Pemerintah Nilai SARIP % Terlaksananya monitoring dan evaluasi {;;:ngx}spu SI SARIPTW 1 - TW
yang terintegrasi o Y] i H schingga unsur
k foniee implementasi kebijakan sistes PeTencansan, | peycapaisn Kincrj IKU Laporan Capaian kinesja Bagian Selurul
penganggaran dan nlormas ki) ,j vang Perangkat Dacrah menjadi Laporan Triwulanan Perangkat 1 1 1 1 4 Rp10.000.000 Organisasi Perangkat
TETITICRTAST, DeThass trkmoogrmtormasty, " - - . N ]
L o salal satu unsur besaran Dacrah vang disusun Setdx Baerahr
yvang mendorong peningkatan akuntabilitas P Taee vl eoccente tarin ot -
Kigeria pe intal TPP herdasar penilaian
nera pemenniah produktivitas kegja
Tersedianya Kebijakan Pelavanan Publik Penyusunan SOP Layanan SN . . e
Digital MPP Digital Dokumen Jumlah SOP yang disusun (4] [} (4] 0 0 RpO DPMPTSP DPMPISP
Indeks Sistem X T Jumlah Dokumen Perizinan
| Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan ol ge Tersedianva MPP digital 99“.‘““‘;‘,_“1 u;:[l);nD\ang Dokumen vang terbit melalui MPP 6 6 6 6 24 RpO DPMPTSP DPMPTSP
Publik Digital Berbasis Elektronik 7 T ) igitad T bigital - s pEE - - - e = B SN S e - —
(SPBE)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi Jumlah laporan monev
hnplementasi Kebijakan Pelayanan Publik avelen gm;,m MPP ‘m ital Dokuwmen ‘)rnvt:len }aa‘an MPP Digital (4} (¢} 0 1 1 Rpo DPMPTSP DPMPISE
Digitad dan MPP Digital penyelenggaima 8 penyelengg %
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OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2025 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR Rvend) OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI w T T
SATUAN INDIKATOR ™1 I m v TOTAL JML ANGGARAN KOORDINATOR PELAKSANA
Melakukan l_’cndampingan Jumlah OPD vang ?::dglkat
Terlaksananya pembangunan zona integritas dan evaluasi pelaksanann dilakukan pendampingan Daleun
Kk b va pe guna g Pembangunan Zona OPD 4n penaamping o] 11 o] 0] 11 Rp78.000.000 Inspektorat ¥
T awasan dan sektor strategis . . dan evaluasi Pembangunan Pembangunan
Tingkat Integritas Menuju 71 WBK ) WBBM Zo
Pembangunan Zona Keberhasilan 0.75 WBK/WBBM / ne
Integritas di unit kerja Pembangunan Zona ’ lntegritas
g (2 EusiusiPenksannon s Lapom, Bt
Pembangunan Zona Laporan Zons N N - gu o] 0 0 1 1 RpS50.000 Inspektorat Inspektorat
Integritas Koia Surakarta na Integritas Kota
gl Surakarta
Melakukan Pendampingan gln;(h}‘: OPP? }?ng .
Terlaksananya penguatan SPIP dan Evaluasi Penerapan SPIP OPD a ukan Fendampingan ] 0 35 0 35 Rp45.000.000 Inspektorat Inspektorat
Terintegrasi an l;\‘lal‘uam Pcr_xcrapan
SPIP Terintegrasi
* Melibatkan unsur pejabat
Perangkat Daerah dalam
Pengelolaan Risiko dan
menckankan kepada
Prangkat Daerah dalam
materi sosialisasi bawa
Pcjahat dalam suatu
Perangkat Daerah adalah
Unit Pemilik Risiko sehingga
harus ikut andil dalam
Identifikasi Risiko, FGD dan
X X Tingkat Maturitas penyusunan RTP serta lebih
P‘enguatan unplen_;cntasx Sistem memperhatikan risiko Fraud
sistem pengendalian Pengendalian Intern 3,2 dalam penyusunannya
intern peinerintah (SPIP) Pemerintah (SPIP) * Penyusunan Risiko jumlah Laporan Hasil Ragian Adm, ian Admn
berdasar Critical Success Laporan Pengelolaan Manajemen 1 o] (o] 1 2 Rp125.000.000 Pemb Sctda' Pemz b 'Sctda-
Factor dan difasilitasi dalam Risiko ' t
sistemn SARKEMIS
* Membuat Arah Kebijakan
supaya Perangkat Daerah
lebih terbuka terhadap
kemungkinan risiko fraud
dan taging fraud akan
dimulai saat identifikasi
sisik pai-REP
* Penanganan realisasi
capaian Sakip dibawah 70%
wajib membuat Keterjadian
Risiko (AB3) dan
mencatatnyva sebagai risiko di
tahun berikutnya
Terlaksananya kolaborasi peningkatan Melakukan evaluasi atas o Jumlah OPD/Unit yang I 1 1 _ I — J— —t —- — Ditkominfo
— —— — Tingket Tindak - —— | kualitas tindak latjut pengadiian masvarakat | m“;‘:zs Kan dan [ oPD menyelesaikan aduan yang 121 121 121 121 484 Rp110.610.000 Diskominfo SP op e
Lanjut Pengaduan berbasis TI s . masuk
Penguatan Pengelolaan Masy . - konsultasi setiap bulan sckali
asyarakat (LAPOR) 3
Pengaduan Masyarakat yang Sudah
Diselesaikan Bimtek Peningkatan Jumilah Peserta Bimtek Diskominfo
h Kapasitas SDM Pengelola orang yang memahami peran dan 125 0 0 0 1258 Rp33.150.000 Diskominfo SP Sp
Aduan fungsi sbg pengelola aduan
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lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta

benturan kepentingan di
lingkungan Pemerintah

TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2025 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 2025 OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI W ™
SATUAN INDIKATOR TWI I v TOTAL JML ANGGARAN KOORDINATOR PELAKSANA
jumiah Perwali Pengelolaan
Review Perwali No 8.1 tahun N Aduan Masvarnkat vang - . i Diskominfo
2023 tentang Ulas bokuwen lebih luas pengaturannnyva 0 0 0 0 Kp1.500.000 Diskomino Si SpP
vang diterbitkan
Evaluasi Pelaksanaan Juwmlah laporan hsil i 3 Diskominfo
Pengelolaan Aduan Laporan pengelola aduan lebih baik ! ! ! 4 RpS7.960.000 Diskominfo Sb Sp
koordinasi dan konsultasi jumial dokmicu hasil Diskominfo
deugan kemenpan rb dan Dokumen sinkronisasi aplikasi Ulas o] ¢ o] 1 Rp15.000.000 Diskominfo SP S‘l: o
kemenkominfo dan SPAN Lapor :
| ; - . . . Jumlah Laporan Hasil
Tellaksanfm_\a monitoring me evaluasi Mf_-lakuknn pemeriksaan Laporan Pemcrikssan Tujuan 3 3 3 12 Rp95.000.000 Inspektorat Inspektorat
penyeksaian pengaduan masvarakat tujuan tertentu/khusus o .
Tertentuf Khusus
| Nellrken oot et o Capin
Terlaksananya Survei Penilaian Integritas X o ) Laporan Aksi Pencegahan O 0 1 i Rp05.000.000 Inspcktorat luspektorat
- serta Verifikasi Pencegahan . . .
. R Korupsi Kota Surakarta
dan Pemberantasan Korupsi
Sosialisasi Anti Korupsi dan Jumlah Laporan
i N . Laporan Pelaksanaan Sosialisast 4] 0 2 2 Rp35.000.000 Inspektorat inspektorat
Whiste Blowing System S X
Anti Korupsi dan WBS
jumlah dokumen
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan monev Diskominfo
PPID dilaksanakan per Kegiatan Keterbukaan informasi 1 1 0 2 RpS0.000.000 Diskominfo SP qr;
scwester Pubhk di semua perangkat ’
daerah kategori informatif
Kegiatan pengelolaan Seluruh
Bimtek penguatan pengeloia i keterbukaan informasai di . . . .
PPID Pelaksana Kegiatan PPID Pelaksaus berjalan 1 0 o] 2 Rp22.510.000 Diskominfo SP E:l?rl«:ikm
Penguatan Upaya Suivei Penilaian 84 sesuni ketentuan i
Pencegahan Korupsi Integritas (SPI)
kegiatan uji konsekuensi
iR, : menghasilkan dokumen . . Seluruh
tji Konseknensi PPID dokumen . o o] 0 0 0o RpO Diskominfo SP Perangkat
wformasi yapg Naerah
dikecualikan
Jjumnlaly kegiatan sosialisasi
Sosialisasi 'Pcmm_gaueul kegiatan penanganar benturan 1 0 o 1 RpO BKPSDM BKPSDM
Benturan Kepentingan kepentingan yang
dilaksanakan
jumlah doknmen N y
. d . Seluruh
| L o nentasi Penanganan . . implementasi pe ; R o o s
lmpleaentasi Penanganan dokumen heuanganan o 1 o ¥ RpO -1 BEPSDM- perangkat
Beutnran Kepentingan benturan kepentingan vang laeral
disusun dacrai
Monitoring dan evaluasi jumlah dokumen
benturan kepentingan di dokumen Monitoring dan evaluasi 0 o 1 1 Rpo BKPSDM BKPSDM
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TAR OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2023 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR vl OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI P B
SATUAN INDIKATOR ™I I e w TOTAL JML ANGGARAN KOORDINATOR PELAKSANA
Kota Surakarta yang
disusun
Penyusunan SE Pedoman ‘[JI‘:;?:;}‘F?:;::;LZ?"‘"
Tertaksananya tata kelola kebijakan yvang mﬂiﬁi‘gtﬁs; . Dokumen Implementasi, Fvaluasi 0 0 o 0 o R Bagian Hukum Bagian
baik (evidence based policy) ,.1 . ast, Lvaluasi Kinerja dan Revisi »o Setda Hukum Setda
I\Lll(:‘l‘]ﬂ dan Revisi Kebijakan l(ebij}-knn Publik Daemh
> aere
Publik Daersh vang tersusun
. . Jumlah Sampel Produk . Scluruh
Pengukuran IKK (self Dokumen Hukum Dacrah yang 0 0 0 0 0 RpO I:‘Saglan Hukum Perangkat
, Assessment) R Setda
Pelaksanaan Tata Kelola Indcks Kualitas 65 diukur Dacrah
Kebijakan Publik Kebijakan Perangkat
Dacrah
. ; Jumlah Sawmpel Produk . pemrakarsa
mﬁ‘iﬁ‘ﬁ; IKK berdasarkan Dokumen Hukum Dacrali yang 0 s} 1 0 1 Rp5.000.000 2:&;‘:“ Hukum Produk
terpilih LAN untuk diukur ’ Hukum
Dacrah
tersampling |
. Jumlab Laporan Bagian Hukum Bagian
Evaluasi IKK Laporan Pelaksanaon Evaluasi 0 0 0 1 1 RpS.000.000 Setda Hukum Setda
f{annonisasi dan sinkronisasi
Terlaksananya Pembentukan Peraturan peratwan daerabf Perwali Jumlah Laporan Hasil = = . Bagizn THukum Bagian
Perundang-undanguan yang baik vang akan disusun atau Laporan Harmonisasi Perdaf Perwali 5 5 2 > 20 Rp10.000.000 Sctda Hukum Sctda
; diajukan pembahasan.
Bagian Hukum Setda Indeks Reformasi 80
Hukum
Terlaksananyva monitoring dan evaluasi Evaluasi terhadap peraturan
pelaksanaan tata kelola kebijakan dan daerah yang sudah tdak Jumlal Laporan Akhir Bagian Hukum Bagian
pembentukan peraturan perundang- sesuai dengan peraturan Laporan Evatuasi Perda 0 o 2 0 2 Rp38.400.000 Sctda Hukum Sctda
undangan perundang-undangan
Menyusun dokumet Jumlah dokumen kebijakan Seluruh
Tersedianva Kebijakan Arsip Digital b e . Dokumen engelolaan arsip yang 0 [0} 4] 1 1 Rp262.222.000 Dispersi Perangkat
} pengs p persip £
kebijakan pengelolaan arsip diterbitkan ) Daerah
Monitoring dan evaluasi S o N
Tetrlaksananya monitoring dan evaluasi Implementasi SRIKANDI - |nstansi ‘(Jl‘.llml lﬁ:ﬁ::v) ang 0 30 89 0 119 Rp26.2.222.000 Dispersi iz::;::lial
Rebijakan Arsip Digital Sistem Informasi Kearsipan Lublementasi Srikandi p ' : persip Daeral
mamis Terinfegrasi (e-ohicef
gt:l:i:tk?anmm Arsip ’/I;irt;,i;k:-\t Digitalisasi 87,5 :/:‘);:‘:‘l;l:l% g:: l:/"i:;u, Jumlah dokumen money Seluruly
gital P s _pengawas Dokumen | kearsipan internal dan ¢ 0 0 1 1 Rp100.370.000 Dispersip Perangkat
kearsipan internal dan ksternal Daerah
eksternal ¢
Menginventarisir kebutuhan
lay n lain untuk - - . . Sehiruh
diintegrasikan dengan Instansi ine PENERTmA AP T 0 o (4] 120 120 Rp262.222.000 Dispersi Perangkat
8 8 SRIKAND! persip g
layanan kearsipan cksisting Daerah
(Aplikasi TNDE)
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TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2025 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 2025 OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ™w ™ ™ ;
SATUAN INDIKATOR ™I I I v TOTAL JML ANGGARAN KOORDINATOR | PELAKSANA
Menginventarisir kehutuhan
lavanan lain nntuk Jumlah pengguna layvanan Selmh
diintegrasikan dengan orang SII{N} J][l'N gaund hvad 0 o] 0 100 100 Rp46.288.000 Dispersip Perangkat
lavanan kearsipan eksisting ' it Daerah
SIKN/JIKN terintegrasi ANRI
sedianyva Kebijakan Pein clenggaraonn data Pewhbinaan Statistik Sektoral Perangkat ‘\J:‘:‘l‘i‘(:;:l‘d“i:‘g‘k‘)'(‘l‘ll:lti:hm Seluruh
ualistil; sL-‘LumalJ( * : Bgruman d Rabu Cantik di Perangkat L)fcrgt.h §mt§xtik Sck]m“i Rabu e 9 9 o] 0 18 Rp7.000.000 Diskominfo SP Perangkat
b Naerah Kota Surakarta acts e e Daerah
Cantik
Banlek penyusunan Scluruh
S . J E ¢ Z . .
metadata indikator, kegiatan, orang “ml’.‘h pf’ng(‘lola data yang 0 [¢] 60 0 60 Rp28.180.000 Diskominfo SP Perangkat
BRI mengikuti bimtek
variabel Daciah
Tingkat Bimtek Peningkatar
Pelaksanaan Data I{Clﬁllflilllgilll Kapasitas f'\p.'ixgml‘ulll Jumlah pengelola ,‘lam vang = - N Seluruh
tik Sektoral Penveknggasaan 2,7 Peerintah Kot dealam orang mendapatkan peningkatan 6] 65 o] 0 65 Rp34.255.000 Diskominio SP Perangkat
Statistik Scktoral Pengelolaan Data Scktoral kapasitas Daerah
Penilidian kematangan J_umlnh kegiatan lomha
penyelenggaraan statistik kegiatan l\,t‘mvmzangnn U 0 O 0 1 1 Rp¥1.795.000 Diskominfo sp Diskeminfo
sektonl Penvelenggaraan Statistik Sp
Sektoral
A . Evaluasi Penvusuna . . -
Terlaksananya monitoring (Iu.u cvaduasi Me:adma [{eéi;::alildll:l(likﬁtnr Kkegiatan Jumbady kegiatan evaluasi 0 o 0 1 1 Ri16. 180 000 Diskominfo SP Diskominfo
penyeknggaraan data statistik sektoral dan \,"nﬁbei ' T L penyusunan metadata pio: ; : Sy
. Bagiaun Bugian
. Pemenuhan Indeks Tata Lt . a0 .
Terlaksananya pengadaan barang dan jusa SRS, i Nilai Hasil Peniluian TRKP = ’ Pengidivin Pengadaan
peerintab vang baik :_;(‘all,il" Pengadaan Minunal Nilai oleh LKPP 0 0 0 7252 725 Rpy31.400.000 Barang dan Buuang dan
Jasa Sctda Jasa
Pendampingan Monitoring . N
dan Fvalunsi Pencrapan Jumlah kegiatan swveilens ssgl(:(]laan Eagl’,mi, an
Standar LPSE (Swveilens Regilatan 180 17 Standar Layanan s} Q ¢} 1 1 Rp52.000.000 i 1 \ B("ﬂwxdt d[
ISO 17 Standar Lavanan LPSFE am“f‘ dan (u(mfg dan
LPSE). - Jasa Setda Jasa Sctda
Pemeliharaan aplikasi Jumlah aplikasi pendukung :fe.:gu'ml‘ ) :_:l.aguu‘xl :
e | pendukung Pengadaan Aplikasi pengadaan harang dan jasa 0 4] 0 1 1 R90.000.000 L;“ﬁ“" d:“ B‘-’“-gd “ﬁ“
| et TS Indeks Tata Relola - Barang (an Jasa g terpetihara arang dan wuang dan
Barang dan Jasa Pengadaan 72,73 : Jasa Setda Jasa
Pemcrintah gadas Basian
Pembinaan/ sosialisasi Jumlah Pejabat Pentbuat },ﬂ% adaan Scluruli
Pejabat Pembuat Komitmen rang Komitmen dan PP yang 162 (&) 0 0 162 Rp150.000.000 Ag ‘ Perangkat
dan PPRJ dibina Barang dan Dacrah
Jasa Setda
Bagian Bagian
14 ar ), o]z .- Py
Pelaksanaan Clearing House Regiatan Jumlah kegiatan clearing 1 1 1 1 4 Rp51.000.000 Pen.gmldd.n Peugadann
house Barang dan Barang dan
Jasa Selda Jasa
. . Bagian Bagian
. . . Jumlah OPD/unit penvedin
seqide . At > A seprgacdag senpadaz
:;;Eijdmpmg(m chatalog oP (E‘l‘l‘;: vang dilikukan 2 25 23 25 100 Rp15.000.000 :;‘{"‘“'“;f“ :}‘f'[““"(‘f}“x
peny pendampingan cRatalog "‘““?‘ dat arang dat
i Jasa Scetda Jasa Scida




38

TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2025 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 2025 OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ™w prp ™
SATUAN INDIKATOR ™I I 1 v TOTAL JML ANGGARAN KOORDINATOR PELAKSANA
Jumlah Orang vang Bagian N
sosialisasi Pengadaan mengikiuti Sosialisasi Pengadaan Seluruh
e Orang e 0 [¢] 162 0 162 Rp103.000.000 i Perangkat
Barang/Jasa Pengadaan Barang dan Barang dan Dacrah
Jasa Jasa Setda o
Juinlah Orang vang Bagian . :
Peningkatan Kapasitas wengikuti Peningkatan Pengadaan Scluruh
Orang o 0 30 0 0 30 Rp105.500.000 Perangkat
Pengadaan Barang/Jasa Kapsitas Pengadaan Barang Baraug dan Pacrith
dan Jasa Jasa Setda -
Aststensi Pengadaan Jumlah OPD yang :’;:E‘j'l:tll"l'ux Seluruh
. L OPD/unit | mendapat asistensi 100 [¢] [¢] 100 200 Rp21.600.000 gactai Perangkat
Barang/Jasa . Barang dan
pengadaan barang/jasa Jasa Setda Daerah
Jumiah OPD yan ?(K'lr%u::rll'mn Seluruh
Pelatihan Sirup OPDfunjt | VUBEAR DL YAUg 100 0 0 100 200 Rp25.000.000 g Perangkat
mengikuti Pelatihan sirap Barang dan .
N Dacrah
Jasa Setda
Jumlah OPD y: IT};~ISH'1:(’I'1'||| Seluruh
Review PDN Barang Jasa OPDfunit | A yang 160 0 [} 0 160 Rp20.000.000 Cngada Perangkat
dilakukan review PDN Barang dan .
Dacrah
Jasa Seida
Mclakukan reviu tata kelola J Laporan Hasil Reviu tata i .
P Laporan keloka Pl 0 e} 0 1 1 Rp3.500.000 Inspektorat Inspcktorat
Terlaksananya monitoring dan evaluasi . . Jumlah laporan mkor Bagian Bagian
. Momtoring dan Evaluasi R - e Pengadaan Pengadaan
pelaksanann pengadaan barang dnn jasa N . Laporan Manev barang dan jasa 1 1 1 1 4 Rp95.500.000
sertn pengelolaan keuangan dan asct Pengadaan Barang dan Jasa vang telnksnn Barang dan Barang dan
serta pengeiolas ANGATL (AT A8 yang feviaksng Jusa Setda Jasa Setda
Jumlah OPD/Uuit yang N
Terlaksananyva monitoring dan cvaluasi Monitoring dau evaluasi dilakukan monilorﬁ\g dan Selunih
P . . N OPD/unit ) . 161 161 161 161 644 Rp700.000.000 BPRKAD Perangkat
pengelolaan kewangan dan asct Pengelolaan Keuangan cvaluasi pengelolaan Daerah
kcuangan )
Monitoring dan evaluasi Jumlah OPD/Unit yang Seluruh
B i S OPDfunit | dilakukan monitoring dan 161 101 161 161 644 Rp500.000.000 BPRAD Perangkat
Peugelolaan Aset i )
evaluasi pengelolaan aset Dacrah
Melakukan revin Laporan Laporan | [Aporan Hasil Revin 1 0 0 0 1 Rp88.000.000 Inspektorat luspektorat
Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah Laporan Keuangan Daerah
Ke Opini BPK WTP
Keuangan dan Asct
Melakukan reviu tata kelola . . Laporan Hasil Reviu tata -~ bt . .
BMD Laporan kelola BMD 0 [¢] t 0 1 RP5.500.000 Inspektorat lnspektorat
| I - vreae s Pelaksanaan Pengelolaan Jumlah OPDJUnit vang Scluruh
Tmla{(sanama pengelolaan kevangan dan Keuangan Sesuai ataran OPD/ unit melaksanakan pengelolaan 161 161 161 161 641 Rp350.000.000 BPKAD Perangkat
aset vang baik X p |
. vang herlaku kenangan Daerah
Pelaksanaan Pengelolaan Jumlah OPDfUnit yang Seluruh
Aset Sesual aluran yang OPL/ unit mielaksanakan pengelobaan 1601 161 101 101 641 Rpo600.000.000 BPRAD Perangkat

berlaku

Asct

Dacrul
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TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2025 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 2025 OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ™™
SATUAN INDIKATOR T™WI 1;"” -:.l‘;’ w TOTAL JML ANGGARAN KOORDINATOR PELAKSANA
Melakukan pemelihaman dan Jumnlah paket pemcliharaan
pemutakhiran serta dan pemutakhimn serta Lo "
perbaikan sistem perbaikan sistem Bagian Bagian
! . Paket et 1 0 0 0 1 Rp75.000.000 Organisasi Organisasi
perencanaan, penganggaran, perencanaan, Setda Setda
dan Kinerja berhasis penganggaran, dan Kinerja
Elektronik bherbasis Flektronik
Tingkat tindak
lanjut rekomendasi ¢ Terlaksananva Monitoring dan Evaluasi Melaksanakan Kegiatan . Jumlah pelaksanaan
Hasil Pemeriksaan o7 Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK Rakorwas Kegiatan Regiatan Rakorwas 1 ! 1 t + Rp3.780.000 Inspektorat spektor
BPK
88.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional
. -~ . . - . Jumlah kegiatan Selurmh
l.Ll‘SL‘(.ll}il'l_\d l‘“qukan penataan jabatan ! Lmb‘}u‘wux Jabatan kegiatan pemhinaan jabatan 0 1 0 o] 1 RpO BRPSDM Perangkat
fuugsional ASN fungsional N
fungsional Dacrah
" . jumlabh kegiatan workshop Scluruh
Wnlksfho]) untulk jabatan kegiatan untuk jubatan fungsional Q [¢] 1 ¢ 1 RpQ BRPSDM Perangkal
fungsional
peuyctiusan Dacrah
Terlaksananya Monitoring dan Bvaluasi :\‘gﬂl::;:) ??:;lt:::(lak lﬁll_]ll)(q iumlah kegiatan v
implementasi penataan jabatan fungsional v g.pﬁncm] an kegintan Jumall keglatan yang 4] o] 1 0 1 RpoO BKPSDM BKPSDM
ASN permenpan nomor 1 tahun dilaksanakan
2023
mengkikuti penilaian sistem
S . it pada area ketiga <
Terlaksananva Monitoring dan Evaluasi mertt p U Jumlah doknmen yang D BKPSDM
implementast manajemen talenta ASN pengembangan karir da_n . Dokuwen disnsun e 0 1 0 1 RpO BRPSDM
X ] - selama wmelakukan penilaian
1. Pe Batias Jabatan selalu melakukan wonev
Fungsional 2. Penguatan Selurul
Manajemen Talenta ASN - , _ T liunva kebijakan kesciaht ASN pemberian penghargaan bagi . jumlah kegiatan vang RO BKPSDM P uml:'t
3. Pengelolaan Kinerja Indeks Sistem Merit 325 ersedianya kebijakan kescjahicraan AS ASN Berprestasi kegiatan dilaksannkan 4] (0] 1 8} 1 [} * cxd{xg £}
X Daeral
Pegawai ASN 4 bekal T N "
Pengnatan Sistem Merit pembekalan bagi ASN kegiatay | JUmiah kegiatan yg 0 1 0 0 1 RpO BKPSDM BKPSDM
menjeiang-purna-tugas
pendampingan Ll dokumen ve
kewirausahaan bagi ASN dokumen _:um i.' dokummel yang (¢} 0 i a 1 RpO BKPSDM BKPSDM
purna tigas ersusun
e 1o e acees ] et . i _— Seluruh
rl.l‘.-LllL‘llggdl'd.u_\d Lay anan dokumen jumliah dokumen yang 0 o 0 1 1 RpoO BKPSDM Perangkat
Administrasi ke pegawaian
Daerah
Terlaksananva kehijakan tentang pengelolaan pernmusan kebijakan Jjumlah laporan yang e S
— — — - —_— J— JE— 4+ kinerja pegawai ASN _ - ___ | peugelolaan kinerja L d(’klruiefl disusun o R 0 ! o 0 t RpO BRPSDM BRPSDM
jumnlah kegiatan evaluasi Sceluruly o T
evaluasi penilajan kinerja kegiatan penilaian kinetja vang (4] 1 [¢] [¢] 1 RpO BKPSDM Perangkat
difuksanakan Dacrah
coaching dau wentor jumlah dokumen coaching Seliruh
S nentoring dokumen dan mentoring peningkatan 0 0 0 1 1 RpO BRPSDM Perangkat
peuingkatan kinetja A .
kinerja vang disusun Daerah
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TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2025 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 2025 OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ™ ™ ™
SATUAN INDIKATOR ™I 1 1 v TOTAL JML ANGGARAN KOORDINATOR PELAKSANA
jumlah dokuinen uji
uji keschatan bagi PNS sakit dokumen kesehatan bagi PNS sakit [¢] [4] 0 1 1 RpO BRPSDM BKPSDM
vang disusun
iksa Kot Jjumlal dokumen hasil
})’;::":;N“"“’ tes narkoba dokwmen | pemeriksaan tes narkoba 0 0 0 1 1 RpO BKPSDM BKPSDM
bagi ASN vang disusun
. . . Bagian
Mecnyusun info faktor jabatan - Bagian i
{bagian organisasi berkaitan dokwnen Jlll)m:jh (gofl‘fﬂcn evaluasi [} 1 4] ] 1 RpO Organisasi i’ﬁ{“rz
dengan evatuasi jabatan} Jabatan yang disusun Setda éﬁx;imia
Terlaksananya Monitoring dan Lvaluasi FGD evaluasi pelaks ) j"rlnl:h PGh cvah;asi. Sciuruh
implementasi manajemen kescjahteraan ASN i beri nAast pt’h sanaay kegiatan pelaksanaan pemberian 0 0 4] 1 1 RpO BRPSDM Perangkat
dan pengelolan kinerja pegawai ASN pemberian penghargaan penghargaan yang Dacrah
dilaksanakan
Terlaksanannya Pembinaan dan Pengawasan I';t(l'l?l;?:"% ri:kulm‘"l k jumiah dokuwen rencana
implementasi sistem merit dan sistem X ana SUksest untu dokumen suksesi untuk talent pool 4] 0 4] 1 1 Rp0O BKPSDM BRPSDM
; 3 menduduki jabatan (talent .
manajemen ASN vang disusun
pooly 8
jumlah dokumen rencana
kebutuhan, jenis dan
Menyusun dokumen N S sy QI
perencannan kehutuhan ASN Dokumen :;u;l;dl Jal)ﬂtd[l;: m{t:_[l:m, 1 0 0] 0 1 RpO BKPSDM BKPSDM
ASN vang disusun
Pembangunan dan . . .
Pengembangan aplikasi paket ‘i‘fu{ki'll s“u xu mﬂ’;ﬁ:(}lslm 0 2 2 1 5 RpO BKPSDM BRKPSDM
SIMPEG ¢ pegawaian yang dikelol
Pengelokaan Data L J;:L:]g‘;lli\;:‘i?l:lill;“k‘m o ) . § ] BKPSDM irlunll:( .
Kepegawidan aporan kepegawaian yang 0 ¢ o ' [)(::1;%1 °
terlaksana i
Monitoring cvaluasi jumlah dokumetn wonev Seluruh
xfll.:ll( :::::i:" Fl‘;:“l:,::) dokumen pelatihan vang 0] o 0 1 1 RpO BRPSDM Perangkat
pelaksanaan pe 7 dilaksanakan Daerah
jumlah laporan hasil
Pengembangan Kompetenst petaksamaam BRESDM -
ST & Rp— 3 BRPS1IHIM
ASN sestai bilang tugas laporan pengembangan kompetensi 0 0 3 N v h
ASN sesuai bidang tugas
TN PRI jumlah dokumen analisis
mf:-:“.‘;t“fu‘i":x‘f&::i‘“““ dokumen | kesenjangan kompetensi 0 0 0 1 1 RpO BKPSDM BKPSDM
setyaig pete (pendidikan) vang disusun
I . R DR Terlaksananya monitoring dan evaluasi . s jumizh dokuinen penilaian
pclak%uxaan Sistem Merit dan Sistem —~ mnﬂam manciz sistem dokumen - mendiri sistemn meritvang— | 0 [N HS S U GRS S RpO BKPSDM BRPSDM
Manajemen ASN mer disusun -+ — — — = 4T ]
Pelaksanay Core laksananva S v Nilai E ok sarake ot . . . . selurith ]
claksanan Core Indeks BerAKHLAK 69 Terlaksananya Survei Nika Employer Mclaksanakan kegiatan kegiatan jumlab kegiatan sosialisasi 0 0 0 1 1 RpO BKPSDM perangkat

Vatues ASN

Branding dan Indeks BerAKHLAR

sosialisasi perwali kode ctik

perwai kode ctik

daerah
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ARGET QUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2025 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 72025 OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI e ™w ™™
SATUAN INDIKATOR TWI1 I I v TOTAL JML ANGGARAN KOORDIRATOR PELAKSANA
Terlaksananya Survei Nilai Empl Melaksanakan kegiatan jumlah kegiat ialisasi sehirult
€rl b 2 \ e mployet € sanakan kega . Ju e cglatan sostalisasi K M kat
Branding dan Indeks BerAKHLAK sosialisasi perwali kode etik kegiatan perwai kode etik © 0 0 ! ! RO PRPSD El):\:;lgx :
o Jumlah kegiatan sosialiasi seluruh
ml:li?:jml Agen kegiatan agen perubahan yang 0o 0 0 1 1 RpO BKPSDM perangkat
Pelak " dilaksanakan dacrah
sanaan Core - . - R hiruh
indeks BerAKHLAK 69 . : Jumlah Laporan Bagian sehuryl
Values ASN {:E:::EX’:‘ Budaya Kerja Laporan Implementasi Budaya Kerja 1 1 1 1 4 Rp2.000.000 Organisasi perangkat
ber-AKHLAK Seida daerah
Monitoring dan evaluasi Jumlah laporan monev Bagian seturuh
penerapan Budaya Kerja di Laporan penerapan budava kerja di o 0 1 0 1 Rp75.000.000 Organisasi pemngkat
Lingkungan Pemerintah Kota ’ Lingkungan Pemerintah Setda daerah
Surakarta Kota Surakarta o
i S Pemantauan dan Evaluasi Bagian sehiruh
T;z:’;t;‘émcnifm?dl;iii’;npjgtgc‘ah‘muk Kinerja Penyelengaraan Dokumen Jumlah Laporan PEKPPP [0 0 1 o] 1 RpO Organisasi perangkat
& a8 yanan Pelayanan Publik Setda daerah
Pepyusunan Peta Proses ;m:slgclztgmscs Bagian seluruh
isnis Pe i i " O isasi mngkat
Indeks Pelayanan a7 E:iﬁal:?;;ltggok ota dokumen bisnis Pemerintah Kota 1 0 0 o 1 Rpo S;?::“d“ gfl:;l% ﬂ
Publik ' ’ * Surakarta dan OPD i
R . N . Jumlah dokumen laporan Bagian seluruh
Momml;ilsi. d hvsé)LP peta dokumen monev peta proses bisnis o 1 [¢] o] 1 Rp 100.000.000 Organisasi pemngkat
proses 18 dan = dan SOP Setda dacrah
. Bagian schiruh
Monev penerapan Sistem Laporan Jumlah laporan monev o 0 o 1 1 RpO Organisasi perangkat
Kerja pencrapan Sistem Kerja Setda dacrah
Terlaksananya Evaluasi atas Kepatuhan Monitoring dan Evaluasi Bagian sehiruh
Standar Pelayanan Standar Pelayanan di Dokumen Jumlah laporan manev SP [¢] 1 0 ] 1 RpO QOrganisasi perangkat
Pc]ajfsangan Pelayanan kcmcnttri'm} lembaga/ pemerintah daerah Lingkungan Pemerintah Kota dan SOP Setda daerah
Publik Prima Tingkat Kepatuhan " aga/pe i Surakarta i
Standar Pelayanan 94,68
Publik Melakukan evaluasi atas Semruh
peuanganan Jumiah buku analisis . : info SP Pe kat
Xeluhan/ masukan dan dokumen aduan 1 1 1 1 4 Rp33.475.000 Diskominfo o t;argig] a
konsultasi setiap bulan sekali i
Pelal Su Ragian sehirub
Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat Kepuasan Masyarakat 4 kali Laporan Jumlah Laporan SKM o] 1 o} 1 2 Rp75.000.000 Organisasi perangkat
sctahun Setda daerah
Survey Kepuasan 88
Masyarakat (SKM} Terlaksananya monitoring dan evaluasi Bagian seluzuh
terhadap budaya Felayanan prima pgda Pelaksanaan monev SKM Dokumen Jl{mlah Laporan tinjut hasil o 1 o 1 2 Rp100.000.000 Organisasi perangkat
seluruh kementerian/lembaga/ pemerintah seluruh UPP SKM Setda daerah
daerah :

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023




42

Tabel 3.8. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2026

OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2026 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR TAzl;ggT OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ™ ™
SATUAN INDIKATOR T™WI J TWII ‘{ m ’ v [ TOTAL ] JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
88.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel
Tersedianya kebijakan penyederhanaan Penvusunan kebiiake Jumlah Perwali Pernturan
birokrasi (Penvederhanaan Struktur l’t-:.::b::ulu:'l (I.l_J:ll lem Walikota tentang Bagian Bagian
Organisasi)/ transformasi organisasi ,L df“’ recudutai, Dokumen Pembentukan, Kedudukan, 0 0 4] 0 [¢] RpO Organisasi Organisasi
Penyvederhanaan Birokrasi Perseutase berbasis kinegja dan agile pada 3“51:"’“' (.).l,gw}{se,;f”,’l !ugds Susunan Organisasi, Tugas Setda Setda
(Penvederhanaan Struktur Penyederhanaa kementerian/lembaga/ pemerintah daerah an Fungsi Sexrta Tata heya dan Fungst S8erta Tata Kerja
Organisasi)/ transformasi Sl:ﬁkun‘ e 100
organisasi berbasis kinerja dan Birokrasi* erlaks . - S Penilaian Maturitas Penilaian Maturitas
agile Terlaksananya monitoring dan evaluasi telemb: | . b Ragi Selurut
implementasi kebijakan penyederhanaan Kelembagaan pada Kelembagaan pada B agian Seluruh
birokusi pada N Perangkat Daerah di Dokumen Perangkat Daerah di 0 (o} 0 1 1 Rp150.000.000 Organisasi Perangkat
I v trrees v rneerients e Lingkungan Pemerintah Kota Lingkungan Pemerintah Setda Daerah
kewenterian/ lembaga/f pemerintah dacrah Surakarta Kota Sumkarta
Tersedianya kebijakan sistem kerja . N
£ L L . i Jumlah penctapan SK Scluruh
berbasis flmgsnonal dan kinerja . P‘.‘m usunan kebijakan Dokumen Ketua Thn kerja Perangkat 1 o} 0 0 1 RpO BKRPSDM Perungkat
(transformasi squad model) pada Instansi Sistem Kenja
X Daerah Dacrah
Pemerintah
Tersedianyva sistem informasi vang Penvusunan alur Jumlah dokumen alur
mendukung kebijakan sistem kerja baru pembentukan POKJA atau Dokumen | pemchentukan PORJA atau &3 o 4] o 8] RpO BKPSDM BKPSDM
dengan mode] fleksibel bagi pegawai ASN Tim kerja Tim Kerja
Tingkat Capaian - ~ -
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru Sistem Kerja Tersedianya kebijukan wmodel jabatan Penerapan Manaiemern perseatase ASN yaog sudaby
dengaun wodel fleksibel bagi untuk 5 fungsiotal baru ob family based on Télrnta] ASN " Persen dipetakan berdasarkan 0 0 [¢] 90 90 RpO BRPSDM BKPSDM
Pegawai ASN Penyederhanaan competence domain) B : kinerja dan kompe tensi
Birokrasit Tersedianya kebijakan terkait sistem kerja Evaluasi huple mentasi Jumilah kegiatan terkait Perangkat
baru dengan model fleksibel bagi pegawai J:ilwwl ;\(‘l"l: ;’lllxl::u:(‘%h iy kegiatan evaluasi implementasi 0 0 0 o] 0 RpO BRPSDM Daerah
ASN Al heya g jadwal kerja khusus/ shift Tertantu
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
implementasi kebijakan sistem kerja Jumlal kegiatan BRKPSDM dan BKPSDM dan
pasca penyederhanaan birokrasi dan Moncev Efcklvitas Tim Kerja kegiatan wonitoring dan evatuusi 0 0 0 1 1 RpO Bagian Bagian
sistem kegja baru dengan model fleksibel clektivitas Tim Kerja Organisasi Organisusi
bagi pegawai ASN
g 1i kebiial Assitektur SPBE iumiah dokwmen review Diskominfo . . “
; v E b T 3 vt 5 g Rpl. Disk: £
Nasional Review Arsitekiur SPBE TJoRTINETT SPBE 32 © + <P iskominfo SP
. . Jumilah dokumen Reviu . .
Reviu Peraturan Wali Rota dokumen | Peraturan Wali Kota 0 0 0 0 0 RpO Diskominfo Diskowminfo SP
Surakarta tentang SPBE SP
Pelaksanaan Arsitektur SPBF. tentang SPBE
Nasional Indcks SPBE a P
. . . Jumlah Dokumen Reviu : i
Reviu kebijakan Tim S - . . Diskominfo . .
Koordinasi SPRE Dokumen Kebijakan Tim Koordinasi 0 0 0 0] 0 RpO sp Diskominfo SP
o o _ | SPBE . B B
. . . Jumiah Dokumen Reviu o T
Reviu kebijakan Tim Assesor | 1,1 060 | Kebijakan Tun Assesor 0 0 0 0 0 RpO Diskominfo Diskominfo SP
Internal SPRE N SpP
Internal SPBE
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PERANGKAT DAERAH

TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2026
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 2026 OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ™ ™
SATUAN INDIKATOR TWI W1 o w TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
Revin Kebijakan Jumlah Dokumen Reviu Diskominfo
Penyclenggarman SPBE Kota Dokumen Kebijakan Peoyelenggaraan 0 1 0 0 1 Rp5.000.000 qf; Diskominfo SP
Surakarta SPBE Kota Surakarta )
Terlaksananya inisiatif Stategis Jumiah dokumen
Arsitcktur SPBE Nasional yang Peluksauaan unsur dalam ' Diskominfo : infe
X ; E . s SP
ditargetkan dalam kebijakan Arsitcktur Dowmain tata kelola SPBL Dokumen pe]nksana_.ifl unsur tata 0 1 ! 0 2 Rp1.000.000 sp Diskominfo
BE Nasion: kelola SPBE
SPBE Nasionad
Pelaksanaan audit TIK Dokumey | Jumiah dokumen 0 1 0 0 1 Rp2.000.000 Diskominfo Diskominfo P
pelaksanaan Audit TIK SP
. Jumlah dokumen . . Seluruh
e anas ans sk fo
;;,lgdés“”*""‘ Manajemen Dokumen | pelaksanaan Manajemen 0 1 1 o 2 RPS.000.000 ,L’)}‘f omin Perangkat
i SPBE : Dacrah
Terlaksananva monitoring dan evaluasi Monitoring dan Evaluasi Pets Jumnlah dokumen Diskominto
implementasi kebijakan Arsitektur SPBE R;"(u“n é‘[’(lilly valuasi Teta dokumen Mouitoring dan Evaluasi 4] 1 0 0 1 Rp75.000.000 g]’; Diskominfo SP
Nasional R : Peta Rencana SPBE )
. Jumbkdr dokuwmen . .
s 3 SPBE fo . :
F:elaks‘anaﬂn Evaluasi SPBE Dokumen | pelaksanann Evaluasi SPBE 1 1 1 1 4 Rp10.000.000 D‘lskomm ° Diskowminfo SP
Kota Surakarta 3 SP
Kota Sumkarta
. . Penyusunan Sutat Edaran Jumlal Susat Edaran Bagian ;
Tersedianya kebijakan penguatan M . Ny | s Bagian
i L ) < Sckretaris Dacrah tentan: dokumen Sckuetaris Dacirah tentan, [¢] [¢] o] 1 1 Rp1.000.000 Orgunisasi . :
kuntabilitas kine - G 8 8 Organisasi
akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) SAKIP SAKIP vang tersusun Setda TRADT
Bagian .
Penyelenggaraan Workshop . Jumlah Peserta Workshop oallisas Bagian
’ eSAKIP Qrang vang memahami cSAKIP 0 100 0 0 100 Rp28.000.000 (gxﬁlafusdm Organisasi
Pelaksanaan Sistem i Setda
Qk“m?b‘ll‘:as "m:'“f‘ ltnstaxl§1 Nilai SAKIP 95 Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pengisian S| SAKIPTW 1 -
cmcrintah yang terinfegrasi implementasi kebijakan sistem TW IV schingga unsur
perencanaan, penganggaran dan Pencapaian Kinerja IKU Laporan Capaian kinerja Bagian Seluruh
informasi kinetja yang terintegrasi, Perangkat Daerah menjadi Laporan Triwunlanan Perangkat 1 1 1 1 4 Rp10.000.000 Organisasi Perangkat
berbasis teknologi informasi, yang salah satu unsur besaran Daerah vang disusun Setda Dacrah
mendorong penigkatan akuntabilitas | hentasar 1T
kinerja pemerintah produktivitas kerja
Tersedianva Kebij E i Vs 5 e -
srsedianya Rebijakan Pelayanan Publik | Penyusunan SOP Layanan Dokumen | Jumlah SOP yang disusun 0 o 0 0 0 Rpo DPMPTSP DPMPTSP
Digital MPP Digital ¥
Indeks Sistem —
: Peerintahan . Dokumcen Perizinan yang Jumlah Dokumen Perizinan
Pelaksanaan Pelavanan Publik . Tersedianya MPP digital N yEn yaug Dokumen vang terbit melalui MPP 7 7 7 7 28 RpO DPMPTSP DPMPTSP
i Berbasis 4 terbit melalui MPP Digital Tyios
Digital . ] Digital
Elcktronik T o .
(SPBE) evlaksar lanya Monitoring dan Evaluasi )
implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Mouvltonng dan eva’t‘aSI. . Dokumen Jumiah lxporan mo‘ncv . 0 0 ¢] 1 1 RpO BPMPTSP DPMPTSP
Digital dan MPP Digital penyelenggaraan MPP Digitat penvelenggaaan MPP Digital
Tingkat JR e :nds ingy
Pemb 2 . K(-li-rh'mi]zu) r:t*'(kvu{l;l:‘:si)‘}:ﬂl::l::‘lff“‘.“ Jumlah OPD yang P"m"gka;u
embangunan Zona lutegritas e - Terlaksananya pembangunan zona S . dilakukan pendampingan - Daerah Dalam
Pembangunan 1,5 Pembangunan Zona OPD dan evaluasi Pembangunan 0 12 o] 0 12 Rp80.000.000 Inspektorat Pembangunan

di unit kerja

Zona Integritas
(z1)

integritas kawasan dan sektor strategis

Integritas Menuju
WBK/WBBM

Z1 WBK/WBBM

Zona Integritas
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QUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2026 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR | TARGET OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI
SATUAN INDIKATOR TWI1 TWII ’;‘Ivl’ Tﬂ‘:’ TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
Evaluasi Pelakaansen Pelaksaniin Pemmbangunan
Pembangunan Zona Laporan D . . g Qo 0 Q 1 1 Rp600.000 Inspektorat Inspektorat
Integritas Kota Surakaita Zona Integritas Kota
Surakarta
Melakukan Pendampingan ju[:ﬁaj: OP;) y(i;ng .
Terlaksananya penguatan SPIP dan Evaluasi Penerapan SPIP OPD o Evelune. Penemi Bt 0 0 35 0 35 RpS0.000.000 Inspektorat Inspektorat
Terintegrasi an Eyal‘uasx Pegcmpa.n
SPIP Terintegrasi
* Melibatkan unsur pejabat
Perangkat Dacrah dalam
Pengelolaan Risiko dan
meneckankan kepada
Prangkat Dacrah dalam
materi sosialisasi bawa
Pejabat dalam suatu
Perangkat Daerah adalah
Unit Pemilik Risiko sehingga
Tingkat harus ikut andil dalam
Maturitas Identifikasi Risiko, FGD dan
Penguatan implementasi sistem Sistem penyusunan RTP serta lebih
pengendalian intern pemerintah | Pengendalian 3,4 memperhatikan risiko Fraud
(SPIP) intern dalam penyusunannya . .
Pemerintah * Penyvusunan Risiko jumlah Laporan H?Sﬂ ian Adm. jan Adm.
(SPIP) berdasar Critical Success Laporan g?:i;i;)lolaan Manajemen 1 0 0 1 2 Rp135.000.G00 ?:gb. Setda g:gb. Setda
Factor dan difasilitasi dalam
sisttm SARKEMIS
* Membuat Arah Kebijakan
supava Perangkat Daerah
lebib terbuka terhadap
kemungkinan risiko fraud
dan taging fraud akan
dimulai saat identifikasi
risiko sampai RTP
* Penanganan realisasi
capaian Sakip dibawah 70%
wajib membuat Keterjadian
Risiko (AB3) dan
mencatatnya sebagai risiko
di tahun berikutnya
Melakukan evaluasi atas
Terlaksananya kolaborasi peningkatan penanganan Jumlah OPD/Unit yang Diskominf
kualitas tindak lanjut pengaduan keluhan/masukan dan OPD menyelesaikan aduan yang 121 121 121 121 484 Rp110.610.000 Sl:s © © Diskominfo SP
Tingkat Tindak masyarakat berbasis T1 konsn'llfasi sctiap bulan masuk !
Lanjut sekali
: —t Pengaduam s - - - Bimtck Peningkatan —1 - Jumlah Peserta Bimtek - - - - N : - tskonmino : =
:35‘;3; P;:g;l\(:;q;; Masyarakat S Kapasitas SDM Pengelola orang yang memsahami peran dan 125 0 0 [¢] 125 Rp50.000.000 g;s Diskominfo SP
‘ {LAPOR) vang Aduan fungsi sby pengelola aduan
Sudah
Diselesaikan jumlah Perwali Pengelolaan
Review Perwali No 8.1 tahun Aduan Masyarakat van, - Diskominfo . N -
2023 tentang Ulas Dokumen lebih luas p)::ngalur;mniya 1 0 0 0 1 Rp1.500.000 SP Diskominfo SP
yang diterbitkan
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TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2026 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 2026 OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ™ ™w
SATUAN INDIKATOR ™I TWII I v TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKBANA
Evaluasi Pelaksanaan Jumlah laporan hsit Diskominfo . .
Pengelolaan Aduan Laporan pengelola aduan lebih baik 1 1 1 ! 4 RpS7.960.000 SpP Diskominfo SP
koordinasi dan konsuliasi jumlah dokmen hasit Diskominfo
dengan kemenpan rb dan Dokumen sinkronisasi aplikasi Ulas 0 1 0O 0 1 Rp15.000.000 91; Diskominfo SP
kemenkominfo dan SP4N Lapor b
- : . Jumlah Laporan Hasil
Terlaksananya monitoring dan evaluasi Melakukan pemeriksaan . P . . P
penyelesaian pengaduan masyarakat fujuan tertentu/ khusus Laporan Pemenks@ Tujuan 3 3 3 3 12 Rp100.000.000 Inspektorat Inspektorat
Tertentu/ Khusus
::e]zyl:ulsan ([1\00]]?::3}’ . Jumlah laporan Capaian
Terlaksananya Survei Penilaian Integritas onilortug dan Lvauasi Laporan Alesi Pencegahan 4] 0 Q 1 1 Rp77.500.000 Inspektorat Inspektorat
serta Verifikasi Pencegahan .
. - Korupsi Kota Surakarta
dan Pemberantasan Koripsi
e B . . Jumlah Laporan
bos.l alisasi A’.m Rorupsi dan Laporan Pelaksanaan Sosialisasi o] 0 4] 2 2 Rp38.000.000 Inspektorat Inspektorat
Whistle Blowing System Lo, . .
Anti Korupsi dan WBS
jumlah dokumen
Mositoring dan Evaluasi pelaksanaan monev Diskoming
PPID dilaksanakan per Kegiatan Keterbukaan Informasi 1 (¢} 1 0 2 Rp50.000.000 sp Diskominfo SP
semester Publik di semua perangkat
daerah kategori informatif
Kegiatau pengelolaan Selurth
Bimtek penguatan pengelola . keterbukaan informasai di o Diskominfo
PPID Pelaksana Kegiatall | ppipy pelaksana berjalan 1 ! 0 0 2 Rp22.540.000 Sp g‘:ﬂ:‘at
sesuai ketentuan
iz?ﬁ;:ltan Upaya Pencegahan ﬁ;ﬁitﬁe%ﬁn 84,2 kegiatan uji konsekuensi Seluruh
s (§ ; i ; k
Uji Konsekuensi PPID dokumen .rucnghaslﬂka.u dokumen Q 0 Y] 0 (¢} RpO Diskominfo Perangkat
informasi yang sp Daersh
dikecualikan
jumlah kegiatan sosialisasi
Sosialisasi Penanganan kegiatan 'penanganan benturan 1 0 o o 1 RpO BKPSDM BKPSDM
Bemturanr ReperrinrgenT RepeTIimgatT yarg
dilaksanakan
Implementasi Penangana _ium;ﬂ::ldoti;lsl@ﬂl ane Seluruh
mplementasi Fenanganan dokumen | [RPementasi penanganan 0 0 1 0 1 RpO BKPSDM perangkat
Benturan Kepentingan benturan kepentingan yang dacrah
disusun
. . R jumiah dokumen o
Monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi
benturan kepentingan di benturan kepentingan di Py
lingkungan Pemerintah Kota dokumen lingkungan Pemerintah 0 o 0 1 ! RpO BRPSDM BKPSDM
Surakarta Kota Surakarta yang
disusun
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TAR OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2026 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR ol OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI e
SATUAN INDIKATOR T™WI TWII I v TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
Penyusunan SE Pedoman Jlllmlah ‘SF‘ Perlm.nan
. Umun Fornulasi Umum Formulasi,
Terlaksananya tata kelola kebijakan yang huplementasi, B éxlllasi Dokumen Implementasi, Evaluasi 0 0 1 0 1 Rp2.000.000 Bagian Bagian Hukum
baik (evidence based policy) b S iy Kinegja dan Revisi pe ' Hukum Setda Setda
Kinerja dan Revisi Kebijukan
Publik Daesal i Kebijakan Publik Daerah
: vang tersusun
N K Jumlah Sampel Produk . Seluruh
Pelaksanaan Tata Kelola Indcks Kualitas :‘_‘?guk”m? IRK (self Dokwmen Hukuww Dacrah yaug [ [¢) o 1 1 RpS5.000.000 Bagian Perangkat
Rt N Hac 70 ssessnicnt) diuk Hukum Setda Daeral
Kebijakan Publik Kebijakan tukur acrai
Perangkat
Daerah
e Jumlah Sampel Produk .
Pengukuran u.\h : Dokumen | Hukum Dacrah yang O 0 0 0 [ RpO Bagian . pemakarsa
berdasarkan timeline LAN o s Hukum Setda Produk Hukum
terpilih LAN untuk diukur
Daeral
tersampling
ot TR - Jumlah Laporan Bagian Bagian Hukum
Bualuasi IRK Laporan Pelaksanaan Evaluasi 0 0 0 o 0 Rp0 Hukum Setda | Setda
1. Harmonisasi dan
lakeaernter sty Prerilae . . sinkronisasi peraturan ST o i o
Terlaksananya Pembe ntukan l_’n raturan daerah/ Perwali yang akan Laporan Jumlah },apgau Hasil ) 5 5 5 5 20 Rp10.000.000 Bagian . Ljsdgun Hukum
Perundang-undangan yang baik disusun atau diajukan tlanmonisasi Perdaf Pewwali Tukwmn Setda Setda
Pelaksanaan Pembentukan lndeks pembahasan
Peraturan Permndangat- Reformasi 85 1. Bvaluasi terhadap
undangan Hukum Terlaksananya monitoring dan evaluasi p;’m mmr{ daerah yang
pt:lakﬁfuum.u tata kelola kebijakan dan sudah tidak sesuai dengan Laporan Jumlal ‘l,apfmux Akhir o 0 2 0 2 Rpa8.400.000 Bagiun l%ugum Hukum
pembentukan peraturan perundang- Seratuan perundang- Evaluasi Perda Hukum Sctda Sctda
undangan {mdangan k L
Mcuyusun dokumen Jumlah dokumen kebijakan Seluruh
Tersedianya Kebijakan Arsip Digital ¥ . Dokumen pengelolaan arsip yang 0 0 0 0 0 RpO Dispersip Perangkat
kebijakan pengelolaan arsip . :
I diterbitkan Daerah
Monitoring dan evaluasi
Terlaksananya monitoring dan evaluasi Implementasi SRIKANDI - Jumlah instansi yang Seluruh
R(-h'i'niﬂn Aiéi) Digital 8 Sistem Informasi Kearsipan Instansi dilakukan monev 0 35 89 o 124 Rp102.222.000 Dispersip Perangkat
Jaxs S gt Dinamis Terintegrasi (e- lmple mentasi Srikandi Daerah
office}
ré::':ll:i% dall: [:l:\i::jl’ Jumlah dokumen monev Selurvh
kee]axsil.:m h}:tecl‘flal dan Dokumen kearsipan internal dan 0 0 0 1 1 Rp80.000.000 Dispersip Perangkat
Palal Arsip-Digital an pkqlrm;l eksternal Daerah
%
Arsip Menginventarisir kebutuhan
layanan lain untuk Jumlah pengauna aplikasi Seluruh
diintegrasikain dengan lustansi \SRIII;\':NI'I)[' 88 plas o] 0 4] 137 137 Rp102.222.000 Dispersip Perangkat
layanan kearsipan cksisting ’ Daerah
(Aplikasi TNDE)
Menginventarisir kebutuhan
layanan lain untuk Jumlal pen 1 layatien Selurnh
diintegrasikan dengan orang q:,m :lllkNl gguna fayan 0 o] 0 150 150 RpS55.000.000 Dispersip Perangkat
- / S S s VUM S E—

Tavanan kearsipan eksisting
SIKN/JIKN terintegrasi ANRI
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TARGET OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2026 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 2026 OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI W ™
SATUAN INDIKATOR T™WI TWII m v TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
: Statictik S Jumlah Perangkat dacrah
o as s selur
Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan icmbu}daul_ blgusnk Sektoral Perangkat vang mendapat permbinaan = - - Diskominfo Seluruh
PPN Rabu Cantik di Perangkat D 0 35 0 0] 35 Rp15.000.000 Perangkat
data statistik sektoral 8 N Daerah statistik sektoral Rabu Sp
Dacrah Kota Surakarta . Daerah
Cantik
Bimtek penynsunan . . B . o Seturuh
- metadata indikator, kegiatan, orang Juml‘.ih pf:l:gclola data yang 0 0 60 0 60 Rp30.000.000 L‘)lskommfo Perangkat
Tingkat iabel mengikuti bimtek sp h
P Kematangan vanahe Daceral
Pelaksanaan Data Statistik .
Penye ke nggaraan 3
Sektoral e "
Sl&;(usl:ﬁ Bimtek Peningkatan Jumlah pengelola data vang Seluruh
Scktor Kapasitas Aparatur v : rlola fain v = - = Diskominfo N
Pe chliumh l]\'ou. datam orang ll’(l{f‘ll(t:“!t]')‘l‘lfkﬂl] peningkatan 0 635 0 0 65 Rp35.000.000 sp Il:;r,ml:%km
Pengelolaan Data Scktoral Apasiag ac
S
Peniin kenasangan
peuyeknggaraan statistik kegiatan CmAtangs (s ¢ 0 0 1 1 Rp45.000.000 > Diskominfo SP
Penyclenggaraan Statistik Sp
sektoral -
Scktoral
Terlaksananya monitoring dan evaluasi at«ﬂr:&j:z::fm‘ kegiatan Jumlah kegiatan evaluasi o 0 0 1 1 Rp17.000.000 Diskominfo Diskominfo SP
penyelenggnman data statistik sektoral Indikator, dem Variabet penyusunan metadata sp
Bagian Bagian
. Pemenuhan Indeks Tata Lo . .
Terlaksananya peugadaan barang dan . o . Nilai Hasil Penilaian ITKP - - Pengadaan Pengadaan
jasa pemerintal) yang baik kcl_nla Pengadaan Minimal Nilai oleh LKPP o 0 0 75 75 Rp9O31.1400.000 Barang dan Barang dan
Baik £
Jasa Sctda Jasu
Peudawpingan Mouitoring . .
dan Evaluasi Penerapan Juwlah kegiatan surveilens g:‘%l;::'laan E:fi‘:‘aa“
Standar LPSE (Swrveilens Kegiatan ISO 17 Standar Layanau 0 Q 0 1 1 Rp52.000.000 IR Be
3 - Lave S Barang dan Barang dan
1SO 17 Standar Layanan LPSE
SE i Jasa Setda Jasa Setda
LI’SE)
Pemctibiaraan aplikasi Jumlah aplikasi pend ukung Bagian Bagian
- - - Pengadaan Pengadaan
pendukung Pengadaan Aplikasi pengadaan barang dan jasa [4] 0 9] T T RPIO-000000 : -
Indcks Tat: Barang dan Jasa vang terpeliharm Barang dan ang dan
Pengnatan Pengadaan Barang ndeks Tata - i yang teny o Jasa Setda Jasa
: KRelola 75
dan Jasa Pemerintah
Pengadaan . N . Bagian
Peinhinaan/ sosialisasi Jumlah Pejabat Pembuat Pengada: Seluruh
Pejabat Pembuat Komitmen Orang Komitmen dan PPBJ vang 162 o] 0 o} 162 Rp150.000.000 clgacaai Perangkat
o ) Barang dan
dan PPRJ dibina 3 Daerah
Jasa Setda
S — - R - N I __ . . o S L S . | o o o o . - o o B o o o | Bagian Bagian
B i npadas dengads -
Pelaksanaan Clearing House Kegiatan Jumlah kegiatan clearing ] 1 1 1 4 Rp54.000.000 Pengadaan Pengadaan
house Barang dan Bamng dan
Jasa Setda Jasa
. . . Jumlah OPD/unit penyedia N .
e el 2 4 ats > A apic iz
Pendampingan ehatalog OPLfunit | o ilakukan 25 25 25 25 100 Rp15.000.000 Bagiun Bagian
Lokal penvedia - A . Pengadaan Pengadaan
pendampingan ekatalog
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. QUTPUT TARGET PENYELESBAIAN 2026 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 202:“1‘ OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ™ ™
SATUAN INDIKATOR ™wI TWII m v TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
Barang dan Burang dan
Jasa Sctda Jasa Scida
Jumlah Orang yvang Bagian Sclurull
Sosialisasi Pengadaan . mengikuti Sosialisasi - N ~ Pengadaan o
Barang/Jasa Orang Pengadaan Barang dan o 0 162 0 162 Rp105.000.000 Barang dan gﬁlf’f:f'km
Jasa Jasa Setda acralt
Jumlah Orang vang Bagian Selurah
Peningkatan Kapasitas Orang nvmng'lkun Peningkatan o 30 o 0 30 Rp10S.500.000 Pengadaan Perangkat
Pengadaan Barang/Jasa Kapsitas Pengadaan Barang Barang dan
Daeral
dan Jasa Jasa Sctda
Bagian
- . Jumlal: OPD vang Scluruh
Asistensi Pengadaan OPD/unit | meudapat asistensi 100 0 0 100 200 Rp21.600.000 Pengadaan Perangkat
Barang/Jasa pengadaan barang/ jasa 1g dan Dacrah
) Jasa Setda )
Bagian
Seluruh
. . N . ah OPD y. = CNgs
Pelatihan Sirup OPDfupit | Jumlab OPDyang - 100 0 0 100 200 Rp)25.000.000 Pengadaan Perangkat
mengikuti Pelatihan sirup Barang dan
Daerah
Jasa Sctda
Bagian
Seturmh
o . Juwmljah OPL yang Pengadaan
Review PDN Barang Jasa OPDfunit dibakukas review PDN 0 0 ] 0 o] Rp20.000.000 Besang dan Perangkat
gl Daerah
Jasa Setda
Melakukan reviu tata kclola ~ Laporan Hasil Reviu tata ) y
PRJ Laporan kelola PBJ 0 0 4] 1 1 Rp6.000.000 Inspektorat Inspektorat
Terlaksananya monitoring dan cvaduasi - . Jumlah laporan rakor Bagian Bagian
claksanaan pe laan barang dan jas: Monitoring dan Evaluasi Laporan Monev barang dan jasa ] 1 1 1 1 Rp95.500.000 Pengardaan Pengadaan
p:-nq en (.b]l;x“gi( a(’m par lng ant_ra 2 Pengadaan Barang dan Jasa Apor ¥ 'tvrl"nl;w%\ Jas pro-ob. Barang dan Barang dan
serta pengelolaan keuangan dan ase vang terlaksus Jasa Setda Jasa Setda
Jumlah OPD/Unit yang Seluruh
Terdnksananyn monitoring dan evahiasi Monitoring rla’n evaluasi OPD/unit d 1lakuk'an monitoring dan 161 161 161 161 644 Rp700.000.000 BPRAD Perangkal
pengelolaan keuangan dan aset Pengeloinan Keuangan evaluasi pengelolaan Dacral
errrTgaT L
Lo . ~ . Jumlah OPD/Unit yang Seturuh
]’bfr(::)sl:(l)(;ll:gn( 1;:;‘(“V‘iluasn OPD/ unit dilakukan monitoring dan 161 161 101 161 644 RpS00.000.000 BPKAD Perangkat
geloinan As evaluasi pengelolaan aset Daerah
Penguatan Peugelolaan Opini BPK WTP ; i i
Keunangan dan Asct l\{lelakuknn reviu Laporan Laporan Laporan }!nsﬂ ‘Revm 1 0 0 0 1 Rp90.000.000 Inspektorat Inspektorat
Keuangan Daerah Laporan Kenangan Daerah
Melakukan reviu tata kelola Laporan Hasil Reviu tata
77777777 i BMD ,l';'p?fa,n, | kelols ML ] . Q,,, 0 l” o 70" ) l Bp()()OOOOO ) 71“51?"‘(“7?37' i ) lnspektmfat | o
Terlaksananya lolaan keuangan dan Pelaksanaan Pengelolaan Jumlah OPD/Unit yang Seluruh
) ya pengelo 8 Keuangan Sesuai aturan OPD/unit | mclaksanakan pengelolaan 161 161 161 161 641 Rp350.000.000 BPRAD Perangkat
aset yang baik
keuangan Daerah

vang berlaku

A1



49

OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2026 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR T‘;‘;gg"" OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ™ prasn
SATUAN INDIKATOR T™wWI ™I m w TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
Pelaksanaan Pengelolaan Jumlah OPD/Unit vang Scturuh
Asct Sesuai aturan vang OPD/unit melaksanakan pengelolaan 161 161 161 161 644 RphO0.000.000 BPKAD Perangkat
berlaku Aset Daerah
Mclakukan pemeliharaan Jumlah paket pemelibaaan
dan pemutakhiran serta dan pemutakhiran serta : .
rerhaikan sistem rerbaikan sistem Bagian Bagian
perbarian sis baket perh N 1 0 0 0 1 Rp75.000.000 Organisasi Organisasi
perencanaan, penganggaran, perencanaan, Setda Setda
dan Kinerja berbasis peugauggiuig, dan Kineja
Elektronik herbasis Elektronik
Tingkat tindak
lanjut
rekomendasi = Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Melaksanakan Kegiatan - Jumlah pelaksanaan
3 . Lo N 4 . ats . . . s at
Hasil 975 Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK Rakorwas Regiatan Kegiatan Rakorwas ! ! ! ! K Rp4.000.000 tnspektomt Inspektora
Pemeriksaan
BPK
§8.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional
. .. . . . Jumlah kegiatan Seluruh
aks cnatann jabats Linaan jabats R . R
IL N(.(‘lmn“\ 1 kebijakan penatanu jabatan Pem ?f“ wnin jabatan kegiatan pembinaan jabatan 0 1 o o 1 RpO BRKPSDM Perangkat
ungsional ASN fungsional y 3
fungsional Daerah
g N . jumlah kegiatan workshop Seluruh
\f):l.?.l lf:(l)‘l‘l’i’l untuk jabatan kegiatan | untuk jabatan fungsional 0 0 1 o 1 RpO BEPSDM Perungkat
i ' penyetaruan Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Fvaluasi eYaf‘l:li?(; h?sul:::dak le;n;ul iwmlah kegiataa v
implementasi penataan jabatan workshop ten RPCD rapan kegiatan Jua “ pa vang 0 0 1 o] 1 RpO BRPSDM BRPSDM
. perwenpan nomor 1 tahun dilaksanakan
fungsional ASN .,
2023
mengkikuti penilaian sistem
’ I - : werit pada area ketiga g ’ BKPSDM
"rerlnksanan_\‘a Monitoring dan Fvaluasi pengembangan karir dan Dokuwmen JI.HI\IJ]\ dokitmen vang 0 0 1 o 1 Rpo BKPSDM Nig
implementasi manajemen talenta ASN o disusun
sclama melakukan penilaian
selalu melakukan monev
1. Penataan Jabatan Fungsional : i i ; g Scluruh
2. Penguatan Manajemen . Tersedianya kebijakan kescjafiicraan ASN | PEmberian penghargaan bagh o, | Jumlah kegiatan yang 0 0 1 0 1 RpO BKPSDM Perangkat
. 8 y Indeks Sistem ASN Berprestasi dilaksanakan
Talenta ASN 3. Pengelolaan Merit 327 Dacrahy
Kinerja Pegawai ASN 4. pembekalan bagi ASN . jumlal kegiatan vg . -
Penguatan Sistem Merit menjelang purna tugas kegiatan dilaksanakan 0 ! 0 0 } Rp0d BRPSDM BRPSDM
P AT . juminh dokumen yang
kewirausahaan bagi ASN dokumen tersustn ; 0 0 1 o] 1 RpO BRPSDM BRKPSDM
purna tugas i
Terselenggaranya Layanan jumlah dokumen yang Seluruh
L S N dokumen y ; 0 0 0] 1 1 RpO BKPSDM Perangkat
Administrasi kepegawaian tersusun
Daerah
Terlaksananya kebijakan tentang perumusan kebijakan ) jumlah laporan yang N . .
pengelolaan kinerja pegawai ASN pengelolaan kinerja Dokumen disusun 0 ! 0 0 ! RpO BRPSDM BRPsDM
———t [ IR— I R Jumlah kegiatan evaluasi R . 1 Seluruh
evahiasi penitaian kinerja kegiatan penilaian kinetja yang 0 1 9] 0 1 RpO Perangkai
dilaksanakan Dacrah
oaching dan mentorin jumlah dokumen coaching Scluruh
coaching P £ dokumen dan mentoring peningkatin 0 0 0 1 1 RpO BRPSDM Perangkat
peningkatan kinerja L 4
kinerja vang disusun Dacrah
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TARG OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2026 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR :;l;zg’l‘ OUTPUT UTAMA RENCANA AKSI ™ ™
SATUAN INDIKATOR ™I TWII 1 v TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKBANA
Jjumlah dokumnen uji
uji kesehatan bagi PNS sakit dokumen kesehatan bagi PNS sakit 0 (4] 0 1 1 RpO BKPSDM BRKPSDM
vang disusun
meriksaan tes narkoba jumlah dokuwmes Lasil
{:‘ i A%N - dokumen pemeriksaan tes narkoba 0 0 0 1 1 RpoO BKPSDM BRKPSDM
g1 A bagi ASN vang disusun
Menyusun info faktor Bagian Bagian
Jabatan (bagian organisasi Juwlah dokumen evaluasi caci organisasi
berkaitan dengun evaluasi dokumen Jjabatau yang disusun 0 0 0 0 0 Rp0 ;);g:msas\ Scuda Kota
Jabatan) setda Stk ta
- . jumlal FGD evaluasi
Terluksananya Monitoring dan Evaluasi N . . Jum s X Sclurulx
implementasi manajemcn kesejahiteraan :;g:;bi":;:ta;#g:ﬁ:;jm kegiatan ::f;:;;:‘:]) t);zun;enmx 0 0 0 1 1 RpO BRPSDM Perangkat
ASN dan pengelolaan kineija pegawai ASN dilaksanakan Daerah
= . Menyusun Dokinnen .
Terlaksanannya Pembinaan dan Reneana Suksesi untuk jumlal dokumen rencana
Pengawasan implementasi sistem merit DUKSCS) untu dokumen suksesi untuk taleut pool 4] [¢] o] 1 1 RpO BKPSDM BKPSDM
¢ I menduduki jabatan (talent p k
dan sistem wanajemen ASN . vang disusun
Y pool) yung
jumiah dokumen rencana
Menvusun dokumen kebutuhan, jenis dan
erencanaan kebutuhan ASN Dokumen jumiah jabatan untuk 1 [o] 0 o] 1 RpO BRPSDM BKPSDM
L * pelaksanaan pengadaan
ASN vang disusun
Pembangunan den Jumlah sistem inforasi
L(l*;,lliglébmlgmx aplikasi paket kepegmwaian yang dikclola 0 1 1 1 3 RpO BKPSDM BKPSDM
s i
jumlah laporan terkait Sclumth
&) > P 2 . ats N
:,c"gdo'db.m Data laporan pe ugolabgu data 0 0 0 1 1 RpO BKPSDM Perangkat
e pegawaian ke pegawaian yang
N Daerah
terlaksana
A e jumiah dokuwen monev Seluruh
'i‘;:;(:::::ﬁ‘:n El:?:;‘l::l dokumen pelatiban yang 0 ¢} o] 1 1 RpO BKRKPSDM Perangkat
! i pe ) diluksanakan Dacrah
Jumlal laporan hasil
Pengembangan kompetensi laporan pelaksanaiuy o 0 3 0 3 RpO BKPSDM BRKPSDM
ASN sesuai bidang tugas Po pengembangan kompetensi * )
ASN scsuai bidang tugas
Menvusun dokumen analisis Jjumlalr dokumen analisis
Kesenjangan kompetens dokuwmen kesenjangan Kompetensi 0 0 [¢] 1 1 RpO BRPSDM BRKPSDM
esenjang; petens (pendidikan) yang disusun
Terlaksananya monitoring dan evaluasi senilaian mandini sistem jumlah dokwmen penilaian
. pelaksanaan Sistem Merit dan Sistem I rit ) - o dokumen mandiri sistem merit yang (3] o 1 (8] 1 RpO BKPSDM BKPSDM
B - Manajewmen ASN mert disusun - - -
R . . . R seluruly
. . Indeks Terlaksananya Survei Nilai Emplover Melaksanakan kegiatan . jumlah kegiatan sosialisasi . ol
Pelaksanaan Core Values ASN BerAKHLAK 71 Branding dan Indeks BerAKHLAK sosialisasi perwali kode etik kegiatan perwai kode etik 0 0 ° ! ! RO BRPSDOM (li)(a::f;liikdl
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1 T OUTPUT TARGET PENYELESAIAN 2026 PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN UTAMA INDIKATOR ol OUTPUT UTAMA RENCANA AKS] v R
SATUAN INDIKATOR T™WI TWII I v TOTAL JML ANGGARAN KOORD PELAKSANA
Sosialisasi Tim Agen Jumlal kegiatan sosialiasi seluruh
Perubah: & kegiatan agen perubahan yang 4] 0 Q 1 1 RpO BKPSDM perangkat
an dilaksanakan daerah
. ; - Jumlah Laporan Bagian selurub
Lngl:ﬁ:![ia}(s i Budaya Ketja Laporan Implementasi Budaya Kerja 1 1 1 1 4 Rp2.000.000 Organisasi perangkat
ber-AKHLAK Setda dacrah
Monitoring dan evatuasi Jumisgh laporan monev .
RPN L Bagian seluruh
pencrapan Budaya Kerja di penerapan budaya kerja di iemal
Lingkungan Pemerintah Kota Laporan Lingkungan Pemerintah ¢ o 1 0 1 Rp75.000.000 (S)crf‘;x;usam gﬁ?:ﬁkm
Surakarta Kota Surakarta ' ac
Terbangunnya Manajemen Pengetahuan Pemantauan dan Evaluasi Bagian seluruh
{(Knowledge Management) Pelayanan Kinerja Penyelengaraan Dokumen | Jumlah Laporan PEKPPP 0 o] 1 0 1 RpO Organisasi perangkat
Publik Pelayanan Publik Setda daerah
Penyusunan Peta Proses ‘J‘]Il;lta:l ;l;)ku..rlgeum%s Bagian sejuruh
Bisnis Pemerintah Kota dokumen Ec o ppe pe m‘;l l: A 0 0 ] 0 0 RpO Organisasi perangkat
Indeks Surakarta dan OPD YISIHS Pemerin O Setda daerah
Pelayanan 4,72 Surakarta dan OPD
Publi
blik Monbitoring dan Evaluasi peta Jumlah dokumen laporan Bagian seluruh
roses bis%lisa:llax; SOP pe dokumen monev peta proses bisnis 0 1 23 o 1 RpO Qrgani P gkat
P dan SOP Seida dacrah
. . Bagian seluruh
Monev penerapan Sistem Laporan | Jumlab laporan monev o | o | o | o 0 RpO Organisasi | perangkat
15 penerapan § m Kerja Setda dacrah
Terlaksananya Evaluasi atas Kepatuhan Monitoring dan Evaluasi Bagian seluruh
o N Standar Pelayanan di Jumlah laporan monev SP L
Standar Pelayanan . . . Dokumen o] 1 V] 0 1 RpO Organisasi perangkat
kementerian/lembaga/ pemerintah dacrah Lingkungan Pemerintah Kota dan SOP Sctda darrah
Pelaksanaan Pelayanan Publik i Surakarta
Prima Tingkat
Kepatuban
iml:(:za.n 94,7 Meiakukan evaluasi atas
€ lay:
A penanganan - . . Seluruh
Publik keluhan/ masukan dan dokumen ‘;;?ﬂ?h buku analisis 1 1 1 1 4 Rp35.000.000 géskommfo Perangkat
konsultasi setiap bulan ra - Daerah
sekali
Terlaksananya Survei Kepuasan Pelaksanaan Survei Bagian seluruh
M;isvam]t(la t yas P Kepuasan Masyarakat 4 kali Laporan Jumlab Laporan SKM (o} 1 0 1 2 Rp75.000.000 Organisasi perangkat
g - setahun Setda daerah
urvey
o ﬁfpl{asan Lt e - S - 1 —— -
s?(sy arakal Terlaksananya monitoring dan evaluasi Ragian seluruh
(SKM) terhadap budaya Pelayanan prima pada Pelaksanaan monev SKM Jumiah Laporan tinjut hasil glan
Dokumen 0 1 o] 1 2 Rp100.000.000 Organisasi perangkat
selwruh seluruh UPP SKM Setda daerzh
kementeiian/lembaga/ pemerintah daerah

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023
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Tabel 3.11 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta

Pexm::alah Sasaran Indikator Target Output Target 2024 . . Target 2023 o o Target 2026 . o Unit/satuan kerja pelaksana
o e
ElE | E|E
Rencana 4 E " E ¥ E
Aksi a i K 1] " 3
=
§ g :% § Satuan Indikator 2 3 3 2 ;l E ?’ 2 2 3 3 ;l E E 2 2 g 3 e E g Koordinator Pelaksana
a | & - = =] b g - = =] 2 E - = =] < £
Kota Penguatan Angka N - - & | Sinkronis | kegiatan Jumlah Q 1 0 1 2 [§) 1 0 1 2 [§} 1 ¢ 1 2 Dinas Sosial, OFTU ]
Surakarta sincrgi kemiskina ® o W s asi dan kegiatan Disdukcapil terkait
telah dan n < ° w R pemadan sinkronisasi
berhasil kolaborasi an dan
menurunkan e lalui database pemadanan 3
angka perbaikan ¢-sik dan database g E} 5]
kemiskinan proses data kemiskinan Z z Z
dani semula bisnis, disdukea dengan E 3 z =
9,4% pada perbaikan pil database ] El -
tahun 2021 data, kependudukan
menjadi perbaikan
8,84% pada regulasi/k
tahun 2022, ebijukan,
Namun penyediaa -
realisasi ini n Sinkrouis bulan Jumlah waktu 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 Dinas Sosial Dm{as
masih di dukungan asi data verifikasi, Sosial
bawah target teknologi SIKS-NG validasi dan
RPIMD di dan dengan wpdating data a] =3 g
tahun 2022, informasi, c-sik kemiskinan = = = =
vaitu serta E 3 E = E %
sebesar reformula
8,25% si - . -
Capnian di program/
tahun 2022 kegiatan
Jjuga masih agar lehih -
72,25% dari tepat Diskomin Kegiatan Jumlah 9] 0 1 [¢] 1 o] 0 0 0 o 0 0 0 o] o] Diskominfo SP l?xxl{as
target akhir sasaran fo SP kegiatan Sosial
RPUMD melakuk pengelolaan
‘Tahun 2026, an Keainanan _éj
ceart lal ¥ -
3 f Y e ] - —+3
sebesar an data pada 8 et < = 5] =
6,92% keamana Sistem Aplikasi E & E = E %
n E-Sik ®
o =] IS =1 -3
penggun I
aan data ~N
e-sik
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Permasalah

Basaran

Indikator

Target

202
£T0T

920%

Rencana
Aksi

Output

Target 2024

Satuan

Indikator

ML

nmmlL

1 Ml
Al ML

=00

oV 39y sruep

wereAduy yutp

Target 2023

ImL

nmal

nrmL

Al ML

3oL

SV 3oy sfuap

weruBtuy op

Target 2026

1ML

1ML

ML
AI ML

relol

v 3oy sy

wure2Buy ruep

Unit/satuan kerje pelaksans

Diskomin
fo sP
memberi
kan
rekomen
dasi
aplikasi
terkait
data
kemiskin
an untmk
dikouneksi
kan
dengan
e-sik
melalui
APl

Kegiatan

Jumlah
kegiatan
integrasi
aplikasi
dengan E-Sik

LIVHNAL

2287878 cerdy

o

[~]

LIVHYEL

ody

=]
<

o

LIVHMAL

ody

Diskominfo SP

Dinas
Sosial

Mclapork
an hasil
pembaha
san
tingkat
impleme
ntasi
penggun
aan data
nangkis

Dokumen

Jumlah
Laporan
Penanggulanga
n Kemiskinan
yang disusun

Bappeda dan
Dinas Sosial

OPD
terkait

kepada
wali kota
dan
wakil
wali kota
melalui
nota
dinas
oleh
sekretari
s TRKPKD

Liviyal

ody

LIVIEEL

ody

LIVIAL

ody
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P"ma:’m Sasaran | Indikator Target Output Target 2024 o | . Target 2023 I Target 2026 e | o Unit/satusn kerjn pelaksana
o o o
Rencana E‘ £ E 2 E 2
Alksi | B | & | B
3|3 113 , |3
p e 0 ] ] - E
] 8 2 8 Satuan Indikator 2 2 2 2 & E # 2 2 2 2 8 £ 3 a 2 2 g % s Koordinator Polaksana
G B B -~ l1=]s]=z}| E Sl=]1=8lz=z]| E = l=lz)l=}| E
Penvedia Laporan Jumlah 1 1 1 1 4 3 3 3 3 12 3 a 3 3 12 Dinas Sosial OpD
an lapomn terkait
Sandang penerima paket
sandang
kepada
penyvandang
cdisabilitas
terlantar, anak = = x
terlantar, < = °
lanjut usia g E ;Il E g ?{1
terlantar dan % o N
gepeng E I E 32 E 2
4| & 31 3 4| %
3 N =
X x 2l
Fasilitnsi KPM Jumlah KPM 21 21 21 21 | 21916 21 21 21 21 21916 21 2% 21 21 | 21916 Dinas Sosial OPD
Bantan penerima PKH 91 91 91 9 = 91 91 91 91 - 91 91 91 91 o terkait
Pengemh 6 6 6 6 3 % 6 6 6 6 4 7, 6 6 [§) 6 " ¥,
angan <} ,:.‘I = :4 <] j
Ekonomi IS BN N
Masvara E x E ot E %
kat S & S| i 4
=} 3 z
Pendataa bulan lama waktn 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 Dinas Sosial oPD
n Fakit pelaksanaan terkait
Miskin kegiatan = = 2
TARTPAN T ATAATT -y = - = -
Daerah PPKS fakir ] § 3] % %
Kabupate wiskin E = E = E =
n/Kota <] > %
3 3 3 3 = 3
E 3 3
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e s Indikator Target Output Target 2024 . . Target 2025 . . Target 2026 . . Unit/satuan kerja pelaksana
o o o
Rencana E‘ ;‘ E“ ; E ;
o P2 I8 FlE
| wl ) F H 3 F 8 3 F
§ S S Satuan Indikator 2 3 g g -1 3 g g 2 e 2 3 § 3 13 g Koordinator Pelaksana
@ [ - = <] ] £ - = 2] -] B - = g -] -
bimtek kegiatan Jumlah o] 4] 4] 1 1 4] [§] 0 1 1 4] 0 0 1 1 Dinas Sosial OPD
pokja pelaksanaan terkait
data bimtek pokja
tentang data tentang
pengelola pengelolaan g .H; -3
an data data nangkis - = ] =
nangkis melalui e-SIK E S E 2 E X
melalui 5
e-sik - =
Menyusu dokumen Jumlah ] 0 1 0 1 Q 0 1 0 1 o] [ 1 &) 1 Bappeda OPD
1N proses dokumen terkait
hisnis Proses Bisnis = <] <]
mekanis Mekanisme s oz B = g =
me kerja Kerja TKPKD E b3 E b E k3
i
TKPKD =} 3 S
koordina kegiatan Jumlah 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 Dinas Sosial OPD
si dan kegiatan terkait
surat koordinasi dan ] -
tertulis surat < = g Pl 8 =
ke menyurat ke E ? E 2 E b3
kementer kementerian
ian =3 = -

*: terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholders utama

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023
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Tabel 3.12 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Digitalisasi Pemerintahan-Stunting Kota Surakarta

P 6 g e
Unit/satuan kerja
Target Output Target 2024 Ed Target 2025 gﬁ Target 2026 o?:
4 o = pelaksana
Permasala Indikat
Sasaran Rencana Aksi E
han or B -3 g g
20 | 20 | 20 | 20 e = = - 213 |3 =
23 s | 25 o Satuan Indikator 3 3 2 € e 3 € 3 3 9 3 4|9 € ) Koord Pelaksana
* 2 ~|=a|g |2 E ~l=E|2| E ~jm|g|2 E
Data Meningkatny | Indeks o o o o | [ntegrasi Data kegiatan Jumlah 0 1 0 1 cjcjo|l0}oO 00|00 |0 |O Diskominfo OPD
& & < )
prevalensi a Kualitas Pemban B|w ot © | Risiko kegiatan Z SP terkait
Stunting di | tata kelola gunan Sutunting dan harmonisasi 3 g 5 - _;1? =
F.v) .
Kota pemerintaha | Keluarga data Stunting Database E 3 Z b § kS
® =
Surakarta | n berbasis (iBangga (Aplikasi = & = =
dari tahun | teknologi } Satukansolo) ~
2015 informasi optimalisasi | TPK JumlahTPK | 4 |4 |4 | 4 | 1612 MR RS ERRTP - a4 | 1612 o | DP3AP2KB | TPK
hingga dan pendampingan yang A = b
ikasi R = | 3 |
tahun komunikasi keluarga melakukan 3|3 |3 | 813|333 m | 8 313 E | 9
A © A [t} A O
2021 untuk . . : ; = .
resiko pendampingan § b § 3 5 b3
mengalami | penanganan . . 3 =] =} =] = S
stunting keluarga resiko P o o
i ) S =
tren Stunting stunting 2 S 3
penurunan penguatan laporan Jumlah 3|33 3 12 3|3]3[3 ] 12 3,33 ]3] 12 DP3AP2KB | TPK
. Namun di ;
sistemn laporan 2 Z .2
tahun . - = -
pencatatan pendampingan = o = o -3 o
2022 ] 3 <] 3 E 3
dan pelaporan keluarga resiko [&4 i = b T
kembali . = S A
keluarga stunting & 3 S = 8
meningkat . o o3 Q
resiko =] <] =]
dari 1,96% : °© © ©
stunting
menjadi T ;
Koordinasi kegiatan Jumlah 1 2 1 56 112}12}1 56 1 2 1 56 DP3AP2KB DP3AP2KB
17%. - — -
3 TPPS kegiatan 717 *E: 717 -g 717 g dan DKK
- — —3
koordinasi % 8 % 8 % 8
I SR S
S < =3
S S o
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e

1 ; Pl g
E E E Unit/satuan kerja
T
arget Qutput Target 2024 %ﬂ Target 2025 = Target 2026 2
Permasala Indikat m ™
Sasaran Rencana Aksi E
han or 13 E g
20 | 20 | 20 | 20 o = g 12 = - =
23 24 | 28 26 Satuan Indikator g H] 2 2 ] 3 -] -} 2 o g = 3 2 o Koord Pelaksana
~|=|glz| E -~ =g |2 E ~R|B|3]| E
Audit kasus Dokumen Jumlah kajian 0 1 0 1 2 - o101 2 x o|1f0 1 2 - DP3AP2KB DP3AP2KB
stuntin, untuk ~3 & = & =3 &
g ntu ™ 8 ] 8 5] g
intervensi 2 g 2 2 z g
. > S S o ; S
keluarga resiko 3 = 3 o 3 3
N Q o 8
stunting =] o =}
Rembuk kecamatan | Jumlah 5|15 |55 20 5|5]5!5 20 55 5|5 20 DP3AP2KB DP3AP2KB
stunting kecamatan
o z S
yang a1 % 519 a3 g
. o o @ a @ o
menyepakati el o X o x =3
S S S S
penganggaran E o g o § ©
= o -3 Q = 8
penanggulanga 3 8 3
n stunting
pemberian orang Jumlah anak 1 11010} 2400 1111030} 2400 11140 j 0 }2400 DP3AP2KB DP3AP2KB
tambahan resiko stunting | 2 | 2 3 22 _éc 212 z
protein kepada vang menerima | 0 | O - 8 o} o =3 B lojo = B
s © Sl S )
sasaran bantuan 040 § 5 0|0 ?é 6 0|0 % —
> >
beresiko telur/tambaha 3 2 3 2 3 §
. . s s ©
stunting n protein o] S o
Penyediaan kelurahan Jumlah 0 ] 108 o] 0 108 05 o] 108 DP3AP2KB DP3AP2KB
dapur sehat kelurahan 4 = 4 ol 4 o
 beresi g g 3
B ) bagi beresiko ) yang . = S F13 1 =R - )
stunting menyediakan = 3 x 3 s} g
d z 8 18 S
apur menu 5 3 3 o) =3 Q
sehat bagi S 8 8
- . s} S s}
resiko stunting




61

e

S
1 : )
Unit/satuan kerja
Target Output Target 2024 = Target 2025 = Target 2026 L
® 2 2 pelaksana
Permasala Indikat R
Sasaran Rencana Aksi
han or E
20 | 20 | 20 | 20 o e B! ] b | =
23 | 20 | 25 | 26 Satuan Indikator |3 | 3 44 o 3|4 4 4 o 3|4 24 5 Koord Pelaksana
~|= |8 2| E ~l=lgl2| E -~ m|g|3| B
pelavanan kecamatan | Jumlah 515 |5]|5 20 5S15{5}5 20 5(5(5]5 20 DP3AP2KB OPD
konseling kecamatan terkait
catin vang L X =
31 B 3B =5
melakukan © o @ ] @ o
= = & » s R
layanan S S 2|8
konseling = 8 - 8 - 8
(=] o [=]
calon
pengantin
Deteksi Dini kegiatan Jumlah 1 1 1 1 4 J ST TR S 4 11} 1 1 4 DKK DKK +
stunting kegiatan Pusk
melalui deteksi dini
Posyandu stunting yang = - =
o 5] ]
dilaksanakan x 2 z |7 2|2
[} o o
oleh Posyandu g g g
/ Puskesmas
sosialisasi kelurahan Jumilah 0o{5]0 )]0 5 0|5]0]0 5 0|50 0 5 DP3AP2KB Pokja
pencegahan kelurahan Kampung
erkawinan Fan, KB. TPPS
P yang - - -
anak mendapatkan -3 B -3 b = b Kelurahan
<] o @ & o | &
sosialisasi A o z o e} o dan
- : bl 2l ¢ 213 £13 -
tentang 5 pS =] S 5 5 Dashat
dampak <] 8 3
perkawinan
anak
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Permasala

Sasaran

Indikat

or

g e I E
Outpu! T 2024 b Target 2025 E Target 2026 Fd Unit/sa kerja
Target t arget arg arg
K < 2 pelaksana
Rencana Aksi E E
E ;
20 | 20 | 20 | 20 ~ w3 W Mg 3 = 3
s | 24 . Satuan Indikator |3 |4 =Ry g 2|9 |8 |4 g =¥ 44| ¢ Koord Pelaksana
2 el ~|=ig|2| E ~mEi2| E ~a|B|2| E
Pemberian Kegiatan Jumlah 040 0 1 1 6j0|0}1 1 0o|0]| 0 1 1 DKK DKK +
Penghargaan pemberian Pusk
Kegiatan penghargaan x - x
Masyarakat wisuda kelas -3 -81 —3 ?: -3 %
@ & 2] al ] S
dalam ibu hamil dan ] Q ) 3 Y 2
) . g = g 8 |8
Gerakan ibu menyusui 5 0 o 3 g
. . ® [=3
Seribu Hari s} =} S
Pertama
Kehidupan
Pelaksanaan persen Jumlah 2 0 100 11 1] 1 400 111 1 400 DKK PUSK
kegiatan Puskesmas 5 ojo0jo0]oO 0 0
Pemeriksaan vang 0 0 0
Kesehatan melaksanakan
Anak kegiatan PKAT ; ; ;;
Terintegrasi = el 3] ool = >0
® 2 2 2% g3
(PKAT) Z 2
3 3 3
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PE o f P
E E‘ E E Unit/satuan kerja
Target Output Target 2024 L Target 2025 § Target 2026 g‘
X4 - o pelaksana
Permasala Indikat
Sasaran Rencana Aksi E g
han or
20 | 20 | 20 | 20 aT-l s ] g M ] E ] ]
Satuan Indikator |g |d ¥ | € 9 3 9 |9 4| 3 39 - - Koord Pelaksana
23 [ 24 | 25 | 26 -~ = |8 |2 g -~ =g |2 E - =2 B2 E
Penyusunan Dokumen Jumlah 010 1 0 1 0,000 (¢} ojoj01}oO0 0 Bappeda OPD
Perwali RAD dokumen terkait
Percepatan peraturan
Penurunan walikota
. . -
Stunting terkait ; ; @
Penanganan A Z a3 773 =
8 § (=] ; [e] 2 <
Stunting yang = 3 3
ditetapkan
Monev RAD Dokumen | Jumlah oloflolo 0 olo|1]o 1 oloj1]o 1 Bappeda OFD
Percepatan laporan monev 3 terkait
b X
Penurunan RAD = = > -3 k4
5 3|8 2|2
Stunting Percepatan ; Z & o) = <)
S S8 =l 3
Penurunan 3 3 8 5 e
Stunting l S
I 1
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il g il g P g
o E 202 ) Unit/satuan kerja
Target Output Target 2024 Target 2025 Target 6
() ) ) pelaksana
Permasala Indikat " o
Sasaran Rencana Aksi E
han or 18 g
20 [ 20 | 20 | 20 -17 = I = 5 314 3 ] ]7 =
23 | 24 5 Satuan Indikator 449 €4 9 3|4 2|4 9 3 |4 4|4 ) Koord Pelaksana
2s | 2 2l2lg 2l E Shklgla| E ~la|gla| E
Pendataan Laporan Jumlah 1 1 1 1 4 17111 4 1141 1 4 DKK DKK +
CatinCalon laporan Pusk
PUS 3 (tiga) pemeriksaan
bulan sebelum Catin wanita
menikah dan (tiga} bulan - 4 -
: @ @ @
Penapisan sebelum ol 2 o z ;3 J
= =
CatinCalon menikah. = © = © 2 ©
3 =] 3
PUS dengan
Pemeriksaank
esehatan.
Laporan Jumlah 1 1 1 1 4 1111 4 111 1 4 DKK DKK +
i Pusk
laporan Catin - 5 - us
wanita yang 2 - s i = o
i S| z 13 173
terdeteksi > o > >
3 3 3
anemia.
Laporan Jumlah data 1 1 1 1 4 1111111 4 1Tt111 1 4 DKK DKK +
Catin wanita Pusk
yang terdeteksi - 3 =3
o
kekurangan % -z;f % _é:l X _?
i S 1) =3 513
& 3 3 =
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Permasala

Sasaran

Indikat

or

Target

20
23

20 20
24 25

20
26

Rencana Aksi

Qutput

Target 2024

Yy 3oy stuap

meredduy mp

Target 2025

53y 8oy stuap

weredday ymp

Target 2026

Yy Say stuap

wereddny ap

Unit/satuan kerja
pelaksana

Satuan

Indikator

1ML
I aL
m ML
Al AL

1ML
II AL

maL
Al AL

IML

nmrL
m MnL
Al ML

oy

Koord

Pelaksana

Pendataan ibu

hamil.

Laporan

Jumlah
laporan ibu
hamil

*! rejoy

LIVAdAL

ody

*! raol

—
—
—
—

LIVdAL

ody

£

LIVVIH.L

ody

DKK

DKK +
Pusk

Laporan

Juralah
laporan Ibu
hamil dengan
4 tempat)
Terlalu {Terlalu
Muda s 19
tahun; Terlalu
Tua > 35
tahun; Terlalu
Dekat < 24
bulan; Terlalu
banyak » 2

anak}

LIVdalL

ody

LIVIAL

ody

LIVAAL

ody

DKK

DKK +
Pusk

Laporan

Jumlah
laporan ibu
hamil dengan

anemia.

LIVidas

ody

L LIVIEEL

ody

LIVIIEL

ody

DKK

DKK +
Pusk
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e

& [ & E
E E E Unit/satuan kerja
Target Output Target 2024 = Target 2025 = Target 2026 2
Permasala Indikat " & " F
Sasaran Rencana Aksi
han or E
20 | 20 | 20 | 20 | o ) = = - = =
Satuan mdeator |3 |9 (22| 3 32 (2] 8 2039 2| 3 Koord Pelaksana
23 24 25 26 - = E 2 g - s E a E g E 2 E

Laporan Jumlah 1 0 1 0 2 110}l110 2 11041 o] 2 DKK DKK +
laporan anak Pusk
usia 6-23 g t_lli g

A e e} _éﬂ x Z
bulan yang § o E o g o
mendapat kan 3 =
MPASI.

Laporan Jumlah data 1 1 1 1 4 1171 ]1 4 1|1 1 1 4 DKK DKK +
anak usia 0-12 Pusk
bulan yang o — =

- o]
menerima % -g % 'g S g
imunisasi 3 ] 3
dasar lengkap.
Pendataan Laporan Jumlah data 1 1 1 1 4 0j0to0}o0 0 0|00 0 ¢} DKK DKK +
dan penapisan anak usia 0-59 Pusk
anak usia 0- bulan. g ;}3 ;
59 bulan. %’ g %’ g E 2
3 = 3
Laporan Jumlah data 1 1 1 1 4 117111 4 1711 1 4 DKK DKK +
anak usia 0-59 Pusk
B bulan dengan r - - =3 - - by B
<]
iz k ;? sl % e =~ Ly
gizi kurang. § g ; g S g
= 5 =

h
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T

e

: : [ E
E Unit/satuan kerja
Target Output Target 2024 Ed Target 2025 by Target 2026 &
Permasala Indikat “ R b F 2
Sasaran Rencana Aksi E
han or il B
20 | 20 | 20 | 20 = - = = =] o
23 | 24 | 25 | 28 Satuan Indikator g 3 3 € -] 3 -} 3 3 1 3 g | € 2 ] Koord Pelaksana
- = E 2 E - = E E E - E 2 E

Laporan Jumlah data 1 1 1 1 4 11111 4 111] 1 1 4 DKK DKK +
anak usia 0-59 Pusk
bulan dengan E ; ;

B x| Z x| D B
gizi buruk. § & E & g =Y
5 % Z

Laporan Jumlah data 1 1 1 1 4 111111 4 111 1 1 4 DKK DKK +
anak usia 0-59 Pusk
bulan yang
diukur berat g g ;’J

Y] e )
badan dan E g E ) % k)
tinggi badan 3 = 3
sesuai standar.

Laporan Jumlah data 1 1 1 1 4 1]1]1]1 4 1111 1 4 DKK DKK +
anak usia 0-59 Pusk
buiwl ¥ d.\ls
di = = 3

ipantau g E: = %7 g E
perkembangan § s} § o § o
) 5 5 5
nya sesuai
standar.
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Permasala

han

Sasaran

Indikat

or

Target

20
23

20 20
24 25

20
26

Rencana Aksi

Output

Target 2024

15y #a) syuap

weredduy tmpe

Target 2025

Yy #oy stuap

weredBuy pup

Target 2026

15y 80) stuep

weredday up

Unit/satuan kerja
pelaksana

Satuan

Indikator

IML

AL
I Mg
AT ML

I ML

IAaL
HI M1
Al ML

IML

I ML

jrig. N o
Al ML

Koord Pelaksana

Pendataan

dan penapisan
keluarga
prasejahtera
penerima
program
bantuan

sosial.

Laporan

Jumlah data
keluarga
prasejahtera
penerima
program

tahunan sosial

*| paog,

—
—
—

LIVAAL

ody

*| Tezon

—
—
[

LIVIA3L

oda

—
—

+| 0L

LIViadal

ody

OPD

terkait

DINSOS

Data

Jumlah data
keluarga
penerima
manfaat (KPM)
dengan ibu
hamil, ibu
menyusui,
anak berusia

dibawah 2

LIVAEL

ody

VI L

ody

\LIVIIHL

ody

OPD

terkait

DINSOS

tahun vang
menerima
variasi
bantuan
pangan selain
beras dan

telur.
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Permasala
han

Sasaran

Indikat

Target

20
23

20 20
24 25

20
26

Rencana Aksi

Output

Target 2024

59y 8ay symap

weredduy yuIp

Target 2025

sV Say stuap

uered3uy Tup

Target 2026

SV 39} spxap

uweredday qoup

Unit/satuan kerja
pelaksana

Satuan

Indikator

ML

IalL
oI ML
Al AL
rejol,

1ML

IIML
m My
AT ML

InL

om
III ML
Al AL

Koord

Pelaksana

Data

Jumlah data
PUS
prasejahtera
vang

memperoleh

bersyarat.

bantuan tunai

—
—
—
EN

LIVAAAL

ody

» eyor

-
-
—_

LIV AL

ody

+1 mmol

LIVAEL

ody

DINSOS

OPD
terkait

Data

Jumlah data
PUS
prasejahtera
yang
memperoleh
bantuan
pangan non-

tunai.

LIviddL

ody

LIVMAEL

ody

LIVIFL

ody

DINSOS

OPD

terkait

Data

PUS

Jumlaha data

DINSOS

OPD
terkait

prasejahtera
yang
memperoleh

Penerima

(PBI}.

Bantuan luran

LIVIEL

ody

LIVXRAAL

ody

LIVINIL

ody

')






